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BUPATI WAKATOBI, 
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) 
Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 1 7 angka 11 
dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nornor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Matahora 
Sekitar Kawasan Pariwisata; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang 

Pernbentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten 
Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 144 Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Negara Nornor 
4339); 

3. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725) 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6573); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nornor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah 
Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA DETAIL TATA RUANG 
MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menirnbang 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Wakatobi. 
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah perencanaan. 
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah perencanaan. 

6. Desa adalah Desa di wilayah perencanaan. 
7. Wilayah adalah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek 
fungsional di wilayah perencanaan. 

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi dayadi wilayah perencanaan. 

9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di wilayah 
perencanaan. 

10. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 
RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6633); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Repu blik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta 
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 
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11. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah 
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan 
Penataan Ruang. 

12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku 
kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan 
ruang. 

14. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul 
atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk 
berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang. 

15. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang 
dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta 
dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara 
terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan 
ruang secara konsisten dan berkesinambungan. 

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 

17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya. 

18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

20. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
21. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

23. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang. 

24. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 
dalam penataan ruang. 

25. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
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26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib 
tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang 
dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. 

28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat 
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan 
ruang dengan Rencana Tata Ruang. 

29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci ten tang tata ruang wilayah kabupaten yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 
1:5.000. 

30. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ 
kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun 
untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam 
rencana detail tata ruang. 

31. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

32. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ a tau 
administrasi yang melayani sub wilayah kota. 

33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah 
pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/ atau administrasi 
lingkungan permukiman. 

34. Sistem Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling 
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 
hubungan hierarkis. 

35. Terminal khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah 
lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan 
yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani 
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dalam hal ini 
berupa terminal khusus pariwisata. 

36. Air Limbah yaitu semuajenis air buangan yang mengandung kotoran 
dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk 
buangan industri dan kimia. 

37. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL 
adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah 
biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut 
untuk digunakan pada aktivitas yang lain. 
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38. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS 
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, 
pengolahan, dan/ atau tempat. 

39. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air 
permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan 
batuan. 

40. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air 
dari saluran drainase tersier dan membuang air terse but ke jaringan 
drainase primer. 

41. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang terletak di jalan 
lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder dan saluran pembagi 
atau gorong-gorong antar blok kavling dan pertemuan antar jalan 
untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke 
jaringan drainase sekunder. 

42. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko 
bencana. 

43. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara 
langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar 
menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau 
berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya. 

44. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk 
menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi 
darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena 
memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan 
bentuk lahan di setiap lokasi. 

45. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES 
merupakan ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi 
sebagai tempat berkumpul ( assembly point) penduduk yang akan 
melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA). 

46. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

47. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian 
dari Kota dan/ atau kawasan strategis Kota yang akan a tau perlu 
disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam 
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

48. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP Adalah 
bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas 
beberapa blok. 

49. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh 
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, 
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, 
atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan 
memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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50. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau 
karakteristik spesifik. 

51. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

52. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber 
daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya 
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

53. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

54. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

55. Holding Zone adalah ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang sedang 
diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi Zona/Sub-Zona lain, yang 
digambarkan dengan simbol arsir pada peta dan menggunakan 
notasi "kode Zona/Sub-Zona asal garis miring (/) kode Zona/Sub­ 
Zona yang diusulkan". 

56. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang 
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta 
dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, 
kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber 
air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan 
yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan 
pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta 
kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. 

57. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area 
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan 
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, 
sosial budaya, dan estetika. 

58. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan 
lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di 
dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah 
hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang 
berwenang. 

59. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka 
yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, 
edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk 
satu kota atau bagian wilayah kota. 

60. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang 
ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. 
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61. Sub-Zona Tam.an RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang 
ditujukan untuk melayani penduduk satu RW dengan kode RT, 
khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta 
kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. 

62. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang 
terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan 
jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, 
tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro 
serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar 
seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. 

63. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan 
tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang 
milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan 
(RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen 
lansekapnya adalah tanaman terdapat di umumnya berwama hijau. 

64. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat 
dan/ a tau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan 
ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/ a tau dimanfaatkan 
secara berkelanjutan. 

65. Sub-Zona Tam.an Nasional dengan kode TN adalah daerah pelestarian 
alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi 
yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. 

66. Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT adalah hutan yang berada 
di dalam wilayah masyarakat hukum adat. 

67. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan 
dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

68. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang 
yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik 
pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas 
perkebunan. 

69. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang 
memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. 

70. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang 
terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan dan 
penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya. 

71. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah 
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 

72. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah 
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau 
hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan 
rumah dengan luas lahan. 
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73. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan 
ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang 
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga 
dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang 
ditetapkan dalam RTRW. 

74. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan 
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota. 

75. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk 
skala kecamatan. 

76. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah 
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk 
skala kelurahan. 

77. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan 
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW. 

78. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang 
terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam 
kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras. 

79. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang 
direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan 
non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah 
hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, 
dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, 
bersesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara 
satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan 
kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan 
sarana yang memadai. 

80. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 
adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan 
non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona 
terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung 
lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB 
kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70°/o dan 
ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai. 

81. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat 
bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta 
fasilitas umum/ sosial pendukungnya. 

82. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah 
peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok 
kegiatan perdagangan dan/ a tau jasa, tempat bekerja, tempat 
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota. 

83. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah 
Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok 
kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat 
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP. 
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84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah 
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok 
kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat 
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP. 

85. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang 
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan 
dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan 
fasilitas umum/ sosial pendukungnya. 

86. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan 
untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya 
untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi 
yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi 
darat, udara, dan laut. 

87. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan 
kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan 
tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan 
kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan 
pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan Khusus ini dibuat 
sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

88. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan 
budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami 
bencana. 

89. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya 
disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/ a tau perairan dan ruang 
udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan 
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan 
penerbangan. 

90. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah 
petunjuk yang memuat usulan program utama 
penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta 
sumbemya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam 
rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata 
ruang. 

91. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan 
khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, 
dan/ atau persil. 

92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 

93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 
bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 

94. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah 
angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka 
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di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan 
atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan 
dan lingkungan. 

95. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah 
angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak 
basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan. 

96. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan 
bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik 
tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas. 

97. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang 
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, 
minimal 100 ( seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

98. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah 
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi 
jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas 
terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau 
jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 
terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara 
massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan 
listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya. 

99. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah ketentuan tentangjarak bebas 
yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan. 

100. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBS 
adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan 
terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang 
dikuasai. 

101. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB 
adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan 
terluar dengan tembok penyengker / pagar belakang pada persil yang 
dikuasai. 

102. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak 
lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana 
bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok 
luar atau tiang struktur bangunan dengan atap. 

103. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 
ruang. 

104. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang. 
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Pasal 3 
(1) WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata merupakan WP II 

Kabupaten Wakatobi. 
(2) Ruang lingkup WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata 

berdasarkan aspek fungsional dan administrasi terletak pada 
123°31'28.10" - 123°37'23.73" Bujur Timur dan 5°15'33.37"S - 
5°20'2.34"" Lintang Selatan dengan luas 4.139,93 (empat ribu seratus 
tiga puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare termasuk ruang 
udara dan ruang dalam bumi menurut peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(3) Batas-batas WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), secara administratif terdiri atas: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda; 
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Liya Togo Kecamatan 

wangi-wangi selatan; 
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda; dan 
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sombu Kecamatan Wangi­ 

Wangi. 
(4) Deliniasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), secara administratif terdiri atas: 
a. sebagian wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 2.163,08 

(dua ribu seratus enam puluh tiga koma nol delapan) hektare, 
terdiri atas: 
1. sebagian Desa Koroe Onowa dengan luas 182,63 (seratus 

delapan puluh dua koma enam tiga) hektare; 

Bagian Kedua 
Lingkup WP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 
a. tujuan penataan WP; 
b. rencana Struktur Ruang; 
c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; 
e. Peraturan Zonasi; dan 
f. Kelembagaan. 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati 

BAB II 
RUANG LINGKUP 
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2. sebagian Desa Longa dengan luas 536,74 (lima ratus tiga 
puluh enam koma tujuh empat) hektare; 

3. sebagian Desa Patuno dengan luas 535, 72 (lima ratus tiga 
puluh lima koma tujuh dua) hektare; 

4. sebagian Desa Pookambua dengan luas 26,93 (dua puluh 
enam koma sembilan tiga) hektare; 

5. sebagian Desa Tindoi dengan luas 74,67 (tujuh puluh empat 
koma enam tujuh) hektare; 

6. sebagian Desa Waelumu dengan luas 407 ,21 (empat ratus 
tujuh koma dua satu) hektare; 

7. sebagian Desa Waha dengan luas 136,21 (seratus tiga puluh 
enam koma dua satu) hektare; 

8. sebagian Desa Wapia-pia dengan luas 114,46 (seratus empat 
belas koma empat enam) hektare; dan 

9. sebagian Kelurahan Waetuno dengan luas 148,50 (seratus 
empat puluh delapan koma lima) hektare. 

b. sebagian wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas 
1.976,86 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan 
enam) hektare, terdiri atas: 
1. sebagian Desa Matahora dengan luas 1.823,45 ( seribu delapan 

ratus dua puluh tiga koma empat lima) hektare; dan 
2. sebagian Desa Liya Togo dengan luas 153,41 (seratus lima 

puluh tiga koma empat satu) hektare. 
(5) Delineasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 9 
( sembilan) blok, terdiri atas: 
a. SWP II.A dengan luas 1.053,21 (seratus lima puluh tiga koma dua 

satu) hektare, meliputi: 
1. Blok II.A. l dengan luas 569,85 (lima ratus enam puluh 

sembilan koma delapan lima) hektare; dan 
2. Blok II.A.2 dengan luas 483,36 (empat ratus delapan puluh 

tiga koma tiga enam) hektare. 
b. SWP II.B dengan luas 830,54 (delapan ratus tiga puluh koma lima 

empat) hektare, meliputi: 
1. Blok II.B.1 dengan luas 183,03 (seratus delapan puluh tiga 

koma nol tiga) hektare; 
2. Blok II.B.2 dengan luas 403,34 (empat ratus tiga koma tiga 

empat) hektare; dan 
3. Blok II.B.3 dengan luas 244, 17 (dua ratus empat puluh empat 

koma satu tujuh) hektare. 
c. SWP II.C dengan luas 1.185,30 (seribu seratus delapan puluh 

lima koma tiga) hektare, meliputi: 
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Pasal 5 
( 1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, terdiri atas: 
a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b. rencana jaringan transportasi; 
c. rencana jaringan energi; 
d. rencana jaringan telekomunikasi; 
e. rencanajaringan air minum; 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
RENCANA STRUKTUR RUANG 

Pasal4 
Tujuan penataan WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu untuk mewujudkan Matahora 
Kawasan Sekitar Pariwisata Wakatobi sebagai pintu gerbang 
kepariwisataan yang bertumpu pada prinsip Pembangunan 
Berkelanjutan. 

BAB III 
TUJUAN PENATAAN WP 

1. Blok II.C.1 dengan luas 401,34 (empat ratus satu koma tiga 
empat) hektare; dan 

2. Blok II.C.2 dengan luas 783,96 (tujuh ratus delapan puluh 
tiga koma sembilan enam) hektare. 

d. SWP II.D dengan luas 1.070,89 (seribu tujuh puluh koma delapan 
sembilan) hektare, meliputi: 
1. Blok II.D. l dengan luas 471,79 (empat ratus tujuh puluh satu 

koma tujuh sembilan) hektare; dan 
2. Blok II.D.2 dengan luas 599,10 (lima ratus sembilan puluh 

sembilan koma satu) hektare. 
(6) Delineasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Matahora Kawasan Sekitar 
Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam 
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 
(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan 
b. Pusat Pelayanan Lingkungan. 

(2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.D pada Blok 
II.D.2. 

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b terdiri atas: 
a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan 
b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa. 

(4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2. 

(5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, terdiri atas: 
a. Pusat Lingkungan Desa Waelumu terdapat di SWP II.A pada Blok 

II.A.I; 
b. Pusat Lingkungan Desa Patuno terdapat di SWP II.B pada Blok 

II.B.2; 
c. Pusat Lingkungan Desa Longa terdapat di SWP II.C pada Blok 

II.C.1; dan 
d. Pusat Lingkungan Desa Matahora terdapat di SWP II.D pada Blok 

II.D. l. 
(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

f. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun (83); 

g. rencana jaringan persampahan; 
h. rencana jaringan drainase; dan 
i. rencana jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana Struktur Ruang WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Paragraf 1 
Jalan Umum 

Pasal 8 
(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 
a. jalan kolektor primer; 
b. jalan lokal primer; dan 
c. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri atas: 
a. jalan kolektor primer dengan status jalan nasional melewati SWP 

II.A, SWP II.B, SWP II.C, meliputi: 
1. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Dr. Soetomo, 

melewati SWP II.Adan SWP II.B; 
2. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Ir. Soekamo, 

melewati SWP II.B dan SWP II.C; dan 
3. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. 

Nasution, melewati SWP II.A. 
b. jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten, SWP II.C, 

dan SWP II.D, meliputi: 
1. Jl. Dr. Moh. Hatta, melewati SWP II.C dan SWP II. D; dan 
2. Jl. Wabuebue, melewati SWP II.A. 

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
melewati SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D, terdiri atas: 
a. Jl. Cagar Biosfer, melewati SWP 11.B, SWP 11.C, dan SWP II.D; dan 
b. ruas jalan lokal primer lainnya, terdapat di: 

1. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
2. SWP II.B melewati Blok 11.B. l, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; 
3. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 

Pasal 7 
(1) Rencanajaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b meliputi: 
a. jalan umum; 
b. terminal penumpang; 
c. terminal khusus; dan 
d. bandar udara pengumpul. 

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Rencana Jaringan Transportasi 
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Pasal 11 
Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf d, yaitu Bandar Udara Pengumpan Matahora terdapat di SWP 11.C 
Blok II.C.2 di Desa Matahora. 

Paragraf 4 
Bandar Udara Pengumpan 

Pasal 10 
(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf c, yaitu Pelabuhan Khusus Wisata Waha terdapat di SWP II.A 
pada Blok 11.A.2 di Desa Waha. 

(2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Terminal Khusus 

Pasal 9 
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf b, yaitu Terminal Pen um pang Tipe C Matahora terdapat di SWP 
11.C pada Blok II.C.2 di Desa Longa. 

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Terminal Penumpang 

4. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 
(4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, melewati SWP II.A, SWP 11.B, SWP 11.C, dan SWP II.D, terdiri 
atas: 
a. SWP II.A melewati Blok 11.A. l dan Blok II.A. 2; 
b. SWP 11.B melewati Blok II.B. l, Blok II.B.2 dan Blok 11.B.3; 
c. SWP 11.C melewati Blok 11.C. l dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP 11.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(5) Perubahan sistem, fungsi dan kelasjalan umum berpedoman sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 13 
(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d, meliputi: 
a. jaringan tetap; dan 
b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa 
jaringan serat optik, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok II.A. l dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.2; 

Bagian Kelima 
Rencana Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 12 
( 1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

c, terdiri atas: 
a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
b. gardu listrik. 

(2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, terdiri atas: 
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan 
b. saluran distribusi lainnya. 

(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok II.A. I dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C melewati Blok II.C. l dan Blok II.C.2, dan 
d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok U.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan 
c. SWP II.C melewati Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa 
gardu distribusi, terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D pada Blok II.D.2. 

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Energi 
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Pasal 14 
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf e, meliputi: 
a. jaringan perpipaan; dan 
b. bukan jaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. unit produksi; dan 
b. unit distribusi. 

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa 
jaringan transmisi air minum, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok Il.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP 11.C melewati Blok II.C.1 dan Blok 11.C.2, dan 
d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa 
jaringan distribusi pembagi, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok Il.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, berupa sumur dangkal yang terdapat di: 
a. Sumur Dangkal Longa di SWP Il.B pada Blok II.B.3; dan 
b. Sumur Dangkal Ehu'u di SWP II.D pada Blok 11.D.1. 

(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1: 5. 000, se bagaimana tercan tum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 
Rencana Jaringan Air Minum 

c. SWP II.C melewati Blok 11.C.2; dan 
d. SWP 11.D melewati Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, berupa menara Base Transceiver Station, terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok 11.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.2; 
c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan 
d. SWP 11.D pada Blok II.D.2. 

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1 :5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 16 
(1) Rencanajaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, 
pengolahan, dan/ atau tern pat terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan 
c. SWP II.D pada Blok II.D.1. 

(2) Rencanajaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedelapan 
Rencana Jaringan Persampahan 

Pasal 15 
(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf f, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat 
terdiri atas: 
a. subsistem pelayanan; 
b. subsistem pengumpulan; dan 
c. subsistem pengolahan terpusat. 

(2) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
berupa pipa persil, terdapat di SWP II.A melewati Blok II.A.2. 

(3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, berupa pipa induk, terdapat di SWP II.A melewati Blok II.A.2. 

(4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat 
di SWP II.A pada Blok II.A.2. 

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) 
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Pasal 18 
( 1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf i meliputi: 
a. jalur evakuasi bencana; 
b. tempat evakuasi; 
c. jalur sepeda; 
d. jaringan pejalan kaki; dan 
e. pengaman pantai. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP 11.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 

Bagian Kesepuluh 
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 17 
( 1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf h, meliputi: 
a. J aringan Drainase Primer; 
b. J aringan Drainase Sekunder; dan 
c. Jaringan Drainase Tersier. 

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok 11.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok 11.B.3; 
c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok 11.C.2; dan 
d. SWP 11.D melewati Blok II.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok 11.A. l dan Blok 11.A.2; 
b. SWP 11.B melewati Blok II.B.1, Blok 11.B.2 dan Blok II.B.3; dan 
c. SWP 11.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2. 

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2; 
b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok 11.B.3; 
c. SWP II.C melewati Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembilan 
Rencana J aringan Drainase 
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Pasal 19 
(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 

terdiri atas: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1) 
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1: 5. 000 se bagaimana tercan tum dalam 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BABY 
RENCANA POLA RUANG 

c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
berupa TES, terdiri atas: 
a. sekolah menengah atas satu atap waetuno terdapat di SWP II.A 

pada Blok II.A.1; 
b. mercusuar waha terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; 
c. akademi komunitas kelautan dan perikanan wakatobi terdapat di 

SWP II.D pada Blok II.D.2; dan 
d. Tempat evakuasi sementara lainnya terdapat di SWP II.D pada 

Blok II.D. l. 
(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat 

di: 
a. SWP II.B melewati Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan 
b. SWP Il.C melewati Blok 11.C. l. 

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
melewati: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan II.A.2; 
b. SWP Il.B pada Blok II.B.3; dan 
c. SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 

(6) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
terdapat di: 
a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.C melewati Blok II.C.2. 

(7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1 :5.000, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 21 
(1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf a, dengan luas 835,74 (delapan ratus tiga puluh lima 
koma tujuh empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; 
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(2) Dalam Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona 
tunda (holding zone) yang selanjutnya disebut Hutan Lindung/SPU 
Skala Kota (HL/SPU-1) untuk kegiatan non kehutanan yang 
digambarkan sebagai outline seluas 24, 12 (dua puluh empat koma 
satu dua) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2. 

(3) Dalam Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona 
tunda (holding zone) yang selanjutnya disebut Hutan Lindung/ 
Transportasi (HL/TR) untuk kegiatan non kehutanan yang 
digambarkan sebagai outline seluas 13,83 (tiga belas koma delapan 
tiga) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2. 

(4) Area yang digambarkan sebagai outline pada lampiran peta rencana 
pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (3) 
merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah dan/ a tau pihak lainnya. 

(5) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari 
menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Paragraf 2 
Zona Hutan Lindung 

Pasal20 
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL; 
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 
d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan 
e. Zona Hutan Adat dengan kode ADT. 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Kedua 
Zona Lindung 
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Pasal 23 
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf c, dengan luas 439,98 (empat ratus tiga puluh 
sembilan koma sembilan delapan) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 
b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 
c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; 
d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; 
e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan 
f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8. 

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dengan luas 429,30 (empat ratus dua puluh 
sembilan koma tiga) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok 11.C.2; dan 
d. SWP II.D meliputi Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok 11.A.2; 
b. SWP 11.B meliputi Blok 11.B.1 dan Blok 11.B.3; dan 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C. l. 

Paragraf 4 
Zona Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 22 
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 huruf b, dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh 
satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok 11.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok 11.B.l, Blok 11.B.2, dan Blok 11.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C. l dan Blok 11.C.2; dan 
d. SWP 11.D meliputi Blok 11.D.2. 

Paragraf 3 
Zona Perlindungan Setempat 

(6) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (3) berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kehutanan. 
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Paragraf 1 

Bagian Ketiga 
Zona Budi Daya 

Pasal 25 
Zona Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 huruf e, dengan luas 230, 11 (dua ratus tiga puluh koma satu satu) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan 
b. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

Paragraf 6 
Zona Hutan Adat 

Pasal 24 
Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf d, berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN berupa 
sebagian Taman Nasional Wakatobi dengan luas 0,24 (nol koma dua 
empat) hektare, terdapat di SWP II meliputi Blok II. A. l. 

Paragraf 5 
Zona Konservasi 

(4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,08 (satu koma nol 
delapan) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2; 

b. SWP 11.B meliputi Blok 11.B. l, Blok 11.B.2, dan Blok 11.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2. 

(6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf e, dengan luas 5, 11 (lima koma satu satu) hektare, 
terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 

b. SWP II.D meliputi Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 
(7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) 
hektare, terdapat di SWP II.C meliputi Blok II.C.2. 
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Pasal 29 

Paragraf 4 
Zona Perumahan 

Pasal 28 
Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf b, dengan luas 173,91 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan 
satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok 11.A. l dan Blok II.A.2; 
b. SWP 11.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP 11.C meliputi Blok 11.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP 11.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

Paragraf 3 
Zona Pariwisata 

Pasal 27 
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf a, berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3. dengan luas 
991,33 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga tiga) hektare, 
terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok 11.A. l dan Blok II.A.2; 
b. SWP 11.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok 11.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP 11.D meliputi Blok 11.D.1 dan Blok II.0.2. 

Paragraf 2 
Zona Pertanian 

Pasal 26 
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. Zona Pertanian dengan kode P; 
b. Zona Pariwisata dengan kode W; 
c. Zona Perumahan dengan kode R; 
d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 
e. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; 
f. Zona Campuran dengan kode C; 
g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 
h. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan 
i. Zona Transportasi dengan kode TR. 

Um um 
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Pasal 30 
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dengan luas 34,67 (tiga puluh 
empat koma enam tujuh) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; 
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; 
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan 
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4. 

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 16,25 (enam belas koma 
dua lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

(3) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona tunda (holding zone) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang rencana 
pemanfaatan ruangnya akan ditetapkan setelah adanya keputusan 
dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang 
kehutanan. 

(4) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,92 (enam koma 
sembilan dua) hektare, terdapat di: 

Paragraf 5 
Zona Sarana Pelayanan Umum 

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 huruf c, dengan luas 941,07 (sembilan ratus empat puluh satu 
koma nol tujuh) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan 

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4. 
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 387,72 
(tiga ratus delapan puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B. l, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3. 

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 553,35 
(lima ratus lima puluh tiga koma tiga lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan 
d. SWP 11.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 
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Pasal 33 

Paragraf 8 
Zona Perdagangan dan J asa 

Pasal32 
Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf f, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang 
dengan kode C-2, dengan luas 104,95 (seratus empat koma sembilan 
lima) hektare, terdapat di SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

Paragraf 7 
Zona Campuran 

Pasal 31 
Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan luas 1,14 (satu koma satu 
empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan 
c. SWP II.C meliputi Blok 11.C. l dan Blok II.C.2. 

Paragraf6 
Zona Ruang Terbuka Non Hijau 

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.C meliputi Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 

c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 
(5) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,76 (sembilan koma 
tujuh enam) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.2. 

(6) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; 
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D meliputi Blok II.D. l. 
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Pasal 35 
( 1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf i, dengan luas 156,41 (seratus lima puluh enam koma 
empat satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP II.A meliputi Blok 11.A.1; dan 
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.2. 

(2) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan zona tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (3) yang rencana pemanfaatan ruangnya akan 

Paragraf 10 
Zona Transportasi 

Pasal 34 
Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 huruf h, dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare, terdapat di: 

a. SWP II.A meliputi Blok II.A. I dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan 

c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2. 

Paragraf9 
Zona Perkantoran 

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf g, dengan luas 119,94 (seratus sembilan belas 
koma sembilan empat) hektare, terdapat di: 
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; 

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan 
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3. 

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,19 
(tujuh koma satu sembilan) hektare, terdapat di SWP II.C meliputi 
Blok II.C.2. 

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 68,38 
(enam puluh delapan koma tiga delapan) hektare, terdiri atas: 

a. SWP II.A meliputi Blok II.A. I; dan 
b. SWP II.C meliputi Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 

(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 44,36 
(empat puluh empat koma tiga enam) hektare, terdiri atas: 

a. SWP II.A meliputi Blok II.A. I dan Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2. 
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Pasa138 
( 1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Matahora Seki tar Kawasan 

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, 
diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka 
menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas: 
a. program pemanfaatan ruang prioritas; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(3) Lokasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdapat di blok dalam SWP. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
terdiri atas: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 

Pasal 37 
( 1) Pelaksanaan KKPR WP Matahora Seki tar Kawasan Pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan 
merevisi RDTR. 

Pasal36 
(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang 
dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR. 

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. KKPR; dan 
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas. 

BAB VI 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

ditetapkan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani 
urusan pemerintahan bidang kehutanan. 
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Pasal 39 
(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, 

memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 
b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya 

Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah 
tanah; 

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 
d. acuan dalam pengenaan sanksi; 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VII 
PERATURAN ZONASI 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi; 
d. swasta; 
e. Masyarakat; dan 
f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

terdiri atas: 
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 
b. dinas teknis terkait; 
c. kementerian/lembaga; 
d. swasta; dan/ a tau 
e. Masyarakat. 

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
terdiri atas 5 (lima) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi 
pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah 
perencanaan RDTR WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata, 
meliputi: 
a. tahap pertama pada periode Tahun 2022 - 2026; 
b. tahap kedua pada periode Tahun 2027 - 2031; 
c. tahap ketiga pada periode Tahun 2032 - 2036; 
d. tahap keempat pada periode Tahun 2037 - 2041; dan 
e. tahap kelima pada periode Tahun 2042. 

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dimuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang 
prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 41 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 

Pasal 40 
(1) aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), terdiri 

atas: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 

(2) aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. aturan dasar Zona Lindung; dan 
b. aturan dasar Zona Budi Daya. 

Bagian Kedua 
Aturan Dasar 

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; 
dan 

f. penetapan lokasi investasi. 
(2) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan 
pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur 
berdasarkan Peraturan Bupati 1n1 dapat dikenakan sanksi 
administratif dan/ atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang 
berlaku. 

(4) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini adalah: 
a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang 

ditetapkan; 
b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; 
dan 

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona. 

(5) Muatan peraturan zonasi meliputi: 

a. aturan dasar; dan/ atau 
b. Teknik Pengaturan Zonasi. 
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dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. jenis kegiatan dan penggunaan lahan; dan 

b. ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan. 
(2) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a, terdiri atas: 
a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL , berupa Sub-Zona Hutan 

Lindung dengan kode HL; 
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, berupa Sub-Zona 

Perlindungan Setempat dengan kode PS; 
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi; 

1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1; 
2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 
3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; 
4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; 
5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 dan 
6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8. 

d. Zona Konservasi dengan kode KS, berupa Sub-Zona Taman 
Nasional dengan Kode TN; 

e. Zona Hutan Adat dengan kode ADT, berupa Sub-Zona Hutan Adat 
dengan kode ADT; 

f. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Perkebunan 
dengan kode P-3; 

g. Zona Pariwisata dengan kode W, berupa Sub-Zona Pariwisata 
dengan kode W; 

h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi; 
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan 
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4. 

i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi; 
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; 
2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; 
3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan 
4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4. 

j. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, berupa Sub­ 
Zona Ruang Terbuka Non Hijau; 

k. Zona Campuran dengan kode C, berupa Sub-Zona Campuran 
Intensitas Menengah/Sedang dengan dengan kode C-2; 

I. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi; 
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; 
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; 

dan 
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ruang; 
b. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara 

terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan 
penggunaan lahan meliputi: 
1. klasifikasi Tl berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan 

skala pelayanan tertentu yang meliputi: 
a) pembatasan jumlah dan skala sesuai dengan standar 

kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku; 
b) pembatasan jumlah dan skala berdasarkan hasil kajian 

lapangan oleh tim teknis; dan 
c) kepala daerah dapat menetapkan standar jumlah 

berdasarkan hasil kajian. 
2. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam 

bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di 
dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu 
pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. 

3. klasifikasi T3 berupa pembatasan intensitas Pemanfaatan 
Ruang dalam satu kavling yang meliputi: 
a) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan 

standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku; 
b) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai 

berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan 
c) kepala daerah dapat menetapkan standar intensitas 

Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kajian. 
4. klasifikasi T4 berupa pembatasan luas, baik dalam bentuk 

pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub­ 
Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak 
mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya. 

s. klasifikasi TS berupa pembatasan pada tinggi bangunan untuk 
kegiatan tertentu yang diusulkan. 

c. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat tertentu 
dengan kode B merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan 
persyaratan umum dan persyaratan khusus meliputi: 
1. klasifikasi Bl untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian 

berupa Sub-Zona n. Zona Transportasi dengan kode TR 
Transportasi dengan Kode TR. 

(3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, terdiri atas: 
a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan kode 

I merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu 
Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan 

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3. 

m. Zona Perkantoran dengan kode KT, berupa Sub-Zona Perkantoran 
dengan kode KT; dan 
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Pasal 42 
(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai 
besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan 
atau Sub-Zona, terdiri atas: 
a. KDB maksimum; 
b. KLB maksimum; 
c. KDH minimal; 
d. KTB maksimum; dan 
e. luas kavling minimum. 

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub­ 
Zona pada Peraturan Bupati ini. 

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel 
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum 
dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

kelayakan strategis dan kajian lingkungan hidup sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL); 

2. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis 
dampak lalu lintas; 

3. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan 
prasarana, sarana atau ketentuan khusus lainnya yang 
mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap zona; 

4. klasifikasi B4 untuk kegiatan pengembangan dan penyediaan 
fasilitas publik yang didanai oleh pemerintah dan/ atau swasta; 

5. klasifikasi BS untuk kegiatan pemanfaatan lahan tidak 
mengubah bentuk/bentang alam; 

6. Klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk 
bangunan;dan 

7. klasifikasi B7 untuk kegiatan yang yang tidak mengubah fungsi 
atau jenis kegiatan didalamnya. 

d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan 
kode X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang 
memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang 
yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup 
besar bagi lingkungan di sekitarnya. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan 
yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing Zona 
atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel 
prasarana dan sarana minimum sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 44 
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan prasarana 
permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 
atau standar dan atau ketentuan teknis yang berlaku serta berisi 
panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub­ 
Zona pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas: 
a. jalur pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau; 
c. ruang terbuka non hijau; 
d. fasilitas sosial; 
e. prasarana lingkungan; 
f. utilitas perkotaan; dan 
g. fasilitas pendukung. 

Pasal 43 
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, 
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau 
Sub-Zona, terdiri atas: 
a. TB maksimum; 
b. GSB minimum; 
c. JBS minimum; dan 
d. JBB minimum. 

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel ketentuan tata 
bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal46 
(1) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mengatur arahan 
ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampalan dengan KKOP 
Bandar Udara Pengumpan Matahora, terdiri dari: 
a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang 

dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang 
berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh 
melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian 
Landasan Bandar Udara Pengumpan Matahora, meliputi: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, maksimal ( 45+ H) 

meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah 
sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari 
permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas 
pacu; 

2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, ditentukan 
oleh ketinggian terendah dari pertampalan permukaan 
pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal-dalam, 
permukaan kerucut, dan permukaan horizontal-luar; 

3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, maksimal 
( 45+ H) meter di atas elevasi am bang landas pacu terendah; 

4. kawasan di bawah permukaan transisi, maksimal sampai 
memotong permukaan horizontal-dalam pada ketinggian 
( 45+ H) meter di atas elevasi am bang landas pacu terendah; 

5. kawasan di bawah permukaan kerucut, maksimal (145+H) 
meter; dan 

6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, maksimal 
(150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah. 

b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak 
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah 
tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain 
bangunan SPBU, pabrik a tau gudang kimia berbahaya, SUTT 
dan atau SUTET. 

c. pada kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya 
kecelakaan berlaku ketentuan meliputi: 

Pasal 45 
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf 
e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan 
penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi 
khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan 
atau Sub-Zona lainnya, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 
b. Kawasan Rawan Bencana (KRB): 
c. Tempat Evakuasi Bencana; dan 
d. kawasan sempadan. 
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Pasal47 
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1. pada zona dengan jarak 1.100 ( seribu seratus) meter dari 
ujung landasan tidak diperkenankan adanya 
bangunan/ objek kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi 
keselamatan operasi penerbangan; dan 

2. pada zona dengan jarak 3.000 (tiga ribu) meter tidak 
diperkenankan adanya bangunan/ objek yang dapat 
menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan 
seperti SPBU, pabrik kimia,jaringan listrik (SUTI). 

d. penggunaan tanah, perairan, atau udara di setiap Kawasan yang 
ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat 

navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar 
udara dan pesawat udara; 

2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu 
rambu udara dengan lampu-lampu lain; 

3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang 
mempergunakan bandar udara; 

4. tidak melemahkanjarak pandang sekitar bandara; dan 
5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan 

cara lain dapat membahayakan atau mengganggu 
pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara 
yang bermaksud mempergunakan bandar udara. 

e. perlakuan terhadap bangunan yang berupa benda tidak 
bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan 
atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami 
seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan 
tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi 
penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur 
keselamatan penerbangan terpenuhi. 

f. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di 
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya 
masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi 
diduga dapat membahayakan keselamatan operasional 
penerbangan, harus diberi tanda atau dipasangi lampu. 
pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk 
pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas 
biaya pemilik atau yang menguasainya. 

g. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari 
instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

(2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
(KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan kawasan yang 
bertampalan yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kawasan Rawan Bencana di Matahora Sekitar Kawasan 

Pariwisata, terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan 
2. rawan bencana tsunami tingkat sedang dan rawan bencana 

abrasi tingkat tinggi. 
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan 

bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan 
sarana pelayanan umum, dengan persyaratan: 
1. maksimal kawasan terbangun 60°/o (enam puluh persen); 
2. elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air 

rencana 50 (lima puluh) tahunan di tambah tinggi jagaan 
setinggi 30 (tiga puluh) centimeter; 

3. ketinggian bangunan minimal 2 (dua) lantai; 
4. penambahan KDH 10°/o (sepuluh persen); dan 
5. bangunan harus mengikuti standar yang berlaku. 

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang 
meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi. 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi: 
1. titik kumpul sementara jika terjadi bencana tsunami; 
2. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki atap 

terbuka untuk evakuasi sementara; 
3. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses 

menuju ke lokasi Evakuasi; 
4. pembuatan tanggul bagi pesisir pantai yang melewati 

perumahan serta perdagangan dan jasa; 
5. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang 

dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; 
6. meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan 

penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi 
mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang 
besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik 
konservasi; dan 

7. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir 
pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman 
mangrove. 

(2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami dan rawan 
abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digambarkan dalam 
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 49 
(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf d, merupakan kawasan dengan jarak tertentu 
dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan 
pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi. 

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berupa ketentuan khusus sempadan pantai yang ditetapkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 

( seratus) meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat; 
b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada 

kawasan sempadan; 
c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan 

yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak 
mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika 
kawasan dan ekosistem alami; 

d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai; 

Pasal 48 
(1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf c, merupakan kawasan yang bertampalan dan 
atau difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana terhadap zona 
ruang terbuka hijau, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan 
umum. 

(2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa tempat evakuasi sementara yang merupakan 
ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai 
tempat berkumpul ( assembly point) penduduk ditetapkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 ( sepuluh) menit, untuk 

bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang 
mempengaruhi waktu tempuh; 

b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 - 600 m (empat ratus 
hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas 
masyarakat; 

c. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah 
dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan 

d. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap. 
(3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XX] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 50 
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 

(1) huruf f, terdiri atas: 
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; 
b. ketentuan pemberian lnsentif dan Disinsentif; 
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 

sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan 
d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang 

yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. 
(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan 
kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan 
tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam 
Peraturan Zonasi. 

e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana 
tsunami dan/ a tau konservasi pantai untuk mengembalikan 
batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai 
kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan 
struktur alami dan/ atau struktur buatan untuk mitigasi 
bencana pesisir; 

f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di 
atas 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat 
evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi 
sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih 
dari 100 ( seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan 

g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 
perhotelan wajib menerapkan: 
1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda 

sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan 
gelombang ekstrim; 

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga 
sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara 
tsunami dan gelombang pasang; 

3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat 
evakuasi/meeting point; dan 

4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur 
buatan. 

h. melakukan pengujian kekuatan struktur bangunan yang 
memenuhi kriteria kelayakan sebagai bangunan evakuasi 
tsunami. 

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

-40- 



Hkmsetdawktb 0231002 

e. sewa ruang; 
f. urun saham; 
g. penyediaan prasarana dan sarana; 

(3) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang 
memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan 
dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi 
Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang 
dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat. 

(4) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk: 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam 

rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR; 
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan 

RDTR; dan 
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam 

rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR. 
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan 

apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu 
didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya. 

(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
perangkat untuk mencegah dan/ a tau memberikan batasan 
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR 
dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung 
lingkungan. 

(7) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak 
yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah 
dan kepada Masyarakat. 

(9) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk: 

a. pemberian kompensasi; 
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; 
c. publikasi atau promosi daerah; dan/ atau 

d. penghargaan. 
( 10) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dapat diberikan dalam bentuk: 
a. pemberian keringanan pajak dan/ atau retribusi; 

b. pemberian kompensasi; 
c. subsidi; 
d. imbalan; 
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Pasal 51 
(1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL; 
b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; 
c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 
d. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS; dan 
e. aturan dasar Zona Hutan Adat dengan kode ADT. 

Paragraf 1 
Aturan Dasar Zona Lindung 

h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
1. penghargaan; dan/atau 
j. publikasi atau promosi. 

( 11) Di sin sen tif kepada pemerin tah daerah se bagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk: 
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; 
b. pengenaan kompensasi; dan/ a tau 
c. penalti. 

(12) Disinsentifkepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dapat diberikan dalam bentuk: 
a. pengenaan pajak dan/ a tau retribusi yang tinggi; 
b. kewajiban memberi kompensasi a tau imbalan; dan/ a tau 
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian lnsentif dan 
Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. 

( 14) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 
sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya 
diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan Zonasi, dan 
dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur 
yang benar. 

(15) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi 
ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu 
dapat mengajukan persetujuan "legal non-confonning use' atau 
persetujuan "conditional use'. 

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan 
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut 
melalui Peraturan Bupati. 
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Pasal 52 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Hutan Lindung dengan kode HL, meliputi: 
a. KDB maksimum 5°/o (lima persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 95°/o (sembilan puluh lima persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona hutan 
lindung dengan kode HL, meliputi GSB di jalan kolektor minimum 
sebesar 6 (enam) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona hutan lindung dengan kode HL, meliputi: 
a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran 

bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung; dan 
b. penanaman vegetasi pada Zona Hutan Lindung. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona hutan lindung 
dengan kode HL, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 

(2) Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sub-Zona Hutan Lindung 
dengan kode HL. 

(3) Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Sub-Zona 
Perlindungan Setempat dengan kode PS. 

(4) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1; 
b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2; 
c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4; 
d. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5; 
e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan 
f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8. 

(5) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Sub-Zona Taman 
Nasional dengan kode TN. 

(6) Aturan dasar Zona Hutan Adat dengan kode ADT, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas Sub-Zona Hutan Adat 
dengan kode ADT. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub- 
Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi: 

a. KDB maksimum 10°/o ( sepuluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0, 1 (nol koma satu); dan 

c. KDH minimal 85°/o (delapan puluh lima persen) dari luas persil. 
(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona perlindungan 

setempat dengan kode PS, meliputi: 
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma 

lima) meter; dan 
b. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi: 

a. prasarana minimal yang meliputi: 
1. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai 

RTH; 
2. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran 

bangunan serta mengembangan bangunan disempadan 
pantai; 

3. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan 

Pasal 53 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (3), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
mi. 

a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C 
pada Blok II.C. l dan Blok I.C.2. 

b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
1. SWP II.B pada Blok II.B.1; 

2. SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok 11.C.2; dan 
3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada 
Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 

d. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di: 
1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan 
2. SWP II.D pada Blok II.D.2. 
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4. jaringanjalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan 
lebar minimal 2 (dua) meter 

5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. bangunan prasarana sumber daya air; 
2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai 

standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 
3. jalur evakuasi bencana; 
4. sistem peringatan dini; dan 

5. penanda/rambu-rambu. 
(6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona perlindungan 

setempat dengan kode PS, terdiri atas Kawasan Keselamatan 
Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46, terdiri atas: 

a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP 11.C 
pada Blok II.C.2; 

b. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP 
II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; 

c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
1. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 

2. SWP II.D pada Blok II.D.2. 
d. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada 

Blok II.C.2; dan 
e. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di: 

1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan 

2. SWP II.D pada Blok II.D.2. 
f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 

1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 
2. SWP II.B pada Blok 11.B.2. 

(7) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona perlindungan 
setempat dengan kode PS, berupa ketentuan penggunaan lahan yang 
sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini 
dan berada pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, 
terdiri atas: 

a. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi 
penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki 
alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat 
memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. mengikuti program relokasi Permukiman secara bertahap, 
diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan sempadan 
pantai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah; 
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Pasal 54 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi: 
a. KDB maksimum 5°/o (lima persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 

c. masyarakat yang sudah memiliki hak penguasaan atas tanah 
berupa bangunan permukiman, dermaga, pergudangan, dan 
usaha lainnya melakukan upaya proteksi dan adaptasi 
bangunan terhadap bencana abrasi dan tsunami yang terdiri 
atas: 

1. mengembangkan struktur alami dan/ atau struktur buatan 
untuk mitigasi bencana; 

2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus 
dan gelombang akibat dampak bencana; 

3. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah pantai; 
4. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat 

dijangkau oleh petugas evakuasi; 
5. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 

di atas 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat 
evakuasi sementara atau bangunan tempat evakuasi 
sementara sesuai persyaratan yang berlaku; dan 

6. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi 
sementara, dilengkapi dengan akses tangga darurat 
dan/ a tau akses kendaraan darurat menuju menjadi Tempat 
Evakuasi. 

d. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan, 
perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, 
obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, 
kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas 
umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain 
dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana; 

e. khusus untuk kawasan sempadan pantai diarahkan sebagai 
ruang terbuka hijau; dan 

f. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya 
pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang 
terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian dengan 
batasan luas terbangun 5°/o (lima persen) dari luas area 
pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan 
menyediakanjalur, rambu dan ruang evakuasi bencana. 
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c. KDH minimal 95°/o (sembilan puluh lima persen) dari luas persil. 
(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota 

dengan kode RTH-1, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu 
menyerap air (permeable); 

2. fasilitas sosial budaya terbatas seperti forest trail, canopy walk, 
uiewing deck, menara pandang; 

3. pengembangan tutupan non hijau 5°/o (lima persen) dengan 
material ramah lingkungan (porous/ permeable materials untuk 
fungsi sosial budaya terbatas; 

4. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem 
drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 

5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan 
tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 

2. shelter/ gazebo; dan 
3. posjaga. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Rimba Kota dengan 
kode RTH-1, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 

1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; 
2. SWP 11.C pada Blok 11.C.1 dan Blok II.C.2; dan 

3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 
b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP 11.C pada 

Blok II.C.2; dan 
c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A 

pada Blok II.A. l dan Blok II.A.2. 
(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Rimba Kota 

dengan kode RTH-1, terdiri atas: 
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Pasal 55 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, meliput: 
a. KDB maksimum 10°/o ( sepuluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan 

a. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 
sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum penetapan Peraturan 
Bupati ini, meliputi: 
1. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi 

penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki 
alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat 
memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang 
memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi 
ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian 
fungsi ruang; 

3. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat 
disesuaikan dengan ketentuan dialihkan keluar dari Sub­ 
Zona Rimba Kota sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai 
dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari 
dinas teknis; dan 

4. keberlanjutan penggunaan yang tidak sesuai hukum tunduk 
pada hal-hal beriku t: 
a) penggunaan yang tidak sesuai tidak boleh ditingkatkan 

intensitas pemanfaatan ruangnya, tidak boleh diubah, dan 
tidak boleh dipindahkan ke bagian lain dari persil, kavling 
atau tapak; 

b) apabila penggunaan yang tidak sesuai dari suatu 
bangunan atau bidang tanah telah diubah menjadi 
penggunaan yang sesuai, setelah itu tidak boleh diubah 
menjadi penggunaan yang tidak sesuai; dan 

c) jika penggunaan yang tidak sesuai dihentikan untuk 
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih, 
penggunaan tersebut akan kehilangan status hukumnya 
yang tidak sesuai. 

b. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang 
berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengajukan 
persetujuan "legal non-confonning use' a tau persetujuan 
"conditional use' yaitu perkebunan tanaman keras. 
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c. KDH minimal 85°/o (delapan puluh persen) dari luas persil. 
(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota 

dengan kode RTH-2 meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 
c. JBB minimum 1,5 ( satu koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 8 (delapan) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi: 

a. prasarana minimal yang meliputi: 
1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, 

plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk 
arah dan informasi taman; 

2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis 
permainan anak yang kuat dan aman; 

3. fasilitas rekreasi; 
4. pengembangan tutupan non hijau 15% (lima belas persen) 

dengan material ramah lingkungan (porous/ permeable materials 
untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau 
penanggulangan bencana; 

5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman; 

6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau 
detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan 
biopori; 

7.jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan 
pedestrian dan air bersih; dan 

8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan 
wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan 
rekomendasi dari instansi terkait. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. shelter bus wisata; 
2. halte angkutan umum; 
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Pasal 56 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Tarnan Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 51 ayat (4) huruf c, tercantum dalarn tabel ITBX pada 
Larnpiran XV yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

3. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak 
boleh melebihi 10°/o (sepuluh persen) dari luas lahan; 

4. musholla/langgar; 

5. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

6. fasilitas pusat inforrnasi pengunjung; 

7. aksesibilitas untuk difabel berupajalur pedestrian, toilet, ramp, 
lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

8. fasilitas kearnanan pos jaga; dan 

9. minimal 85°/o (delapan puluh lirna persen) tutupan hijau 
ditanarni ragarn vegetasi stratifikasi lengkap 40% (empat puluh 
persen) pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30°/o (tiga puluh 
persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20°/o (dua puluh 
persen) pohon kecil (diameter tajuk ~4-<8 m), yang 
dikombinasikan dengan 10°/o (sepuluh persen) perdu, semak, 
dan tanaman penutup tanah (groundcovery. 

(8) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Tarnan Kota dengan 
kode RTH-2, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP 

II.B pada Blok II.B.1; 
b. kawasan di bawah perrnukaan horizontal-dalarn terdapat di: 

1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 
2. SWP II.C pada Blok II.C. l. 

c. kawasan di bawah perrnukaan transisi terdapat di: 
1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 
2. SWP 11.C pada Blok II.C. l. 

d. kawasan di bawah perrnukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A 
pada Blok II.A.2. 

(9) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kota 
dengan kode RTH-2 meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan 
yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum 
penetapan Peraturan Bupati ini, yaitu untuk melindungi penggunaan 
lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan 
hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati 
ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub- 
Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi: 

a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimum O, 1 (nol koma satu); dan 
c. KDH minimal 70°/o (tujuh puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman 
Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 
c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, 
plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk 
arah dan informasi taman; 

2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis 
permainan anak yang kuat dan aman; 

3. fasilitas rekreasi; 
4. pengembangan tutupan non hijau 30°/o (tiga puluh persen) 

dengan material ramah lingkungan (porous/ permeable materials 
untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau 
penanggulangan bencana; 

5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman; 

6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau 
detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan ( rain garden) dan 
biopori; 

7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan 
pedestrian dan air bersih; dan 

8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan 
wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan 
rekomendasi dari instansi terkait. 
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b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak 

boleh melebihi 10°/o (sepuluh persen) dari luas lahan; 
3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 
5. aksesibilitas untuk difabel berupajalur pedestrian, toilet, ramp, 

lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 
7. minimal 70°/o (tujuh puluh persen) tutupan hijau ditanami 

ragam vegetasi stratifikasi lengkap 20°10 (dua puluh persen) 
pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30°10 (tiga puluh persen) 
pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40°10 (empat puluh 
persen) pohon kecil (diameter tajuk :2:4-<8 m), yang 
dikombinasikan dengan 10°/o (sepuluh persen) perdu, semak, 
dan tanaman penutup tanah (groundcoverj. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kelurahan 
dengan kode RTH-4, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di: 

1. SWP 11.B pada Blok II.B.3; dan 
2. SWP 11.C pada Blok 11.C. l. 

b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalarn terdapat di: 
1. SWP 11.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; 
2. SWP 11.C pada Blok 11.C.1 dan Blok Il.C.2; dan 
3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di: 
1. SWP 11.B pada Blok II.B.3; dan 
2. SWP II.C pada Blok II.C.2. 

d. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP 11.B pada 
Blok II.B.2. 

e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 
2. SWP 11.B pada Blok II.B.2. 

(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman 
Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi mutatis mutandis berlaku 
bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin 
Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-4. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi: 
a. KDB maksimum 10°/o (sepuluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0, 1 (nol koma satu); dan 
c. KDH minimal 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman RW 
dengan kode RTH-5, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 
c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, 
plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk 
arah dan informasi taman; 

2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis 
permainan anak yang kuat dan aman; 

3. fasilitas rekreasi; 
4. pengembangan tutupan non hijau 40% (empat puluh persen) 

dengan material ramah lingkungan (porous/ permeable materials 
untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau 
penanggulangan bencana; 

5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman; 

6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau 
detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan 
biopori; 

Pasal 57 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (4) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi: 
a. KDB maksimum 5°10 (lima persen) dari luas persil; 

Pasal 58 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (4) huruf e, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan 
pedestrian dan air bersih; dan 

8.jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan 
wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan 
rekomendasi dari instansi terkait. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak 

boleh melebihi 10°10 (sepuluh persen) dari luas lahan; 
3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 
5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, 

lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 
7. ragam vegetasi stratifikasi lengkap minimal 3 (tiga) pohon besar 

(diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 
(sepuluh) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau 
minimal 40 (empat puluh) pohon kecil (diameter tajuk :?:4-<8 m) 
dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak 
dan/ a tau tanaman penutup tanah (groundcovery. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman RW dengan 
kode RTH-5, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada 

Blok 11.B.2; dan 
b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A 

pada Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2. 
(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman RW 

dengan kode RTH-5 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan 
dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan 
Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-5. 
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b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) ; dan 

c. KDH minimal 90% (Sembilan puluh persen) dari luas persil. 
(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pemakaman 

dengan kode RTH- 7, melipu ti: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 
c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jalan akses melalui jalan kolektor; 
2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, 

plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk 
arah dan informasi pemakaman; 

3. jaringan drainase yang terin tegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman berupa bioswale, rain garden, sumur resapan 
dan biopori; 

4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan 
pedestrian dan air bersih; dan 

5. jaringan dan pengelolaan persampahan beru pa penyediaan 
wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan 
rekomendasi dari instansi terkait. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor 
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
3. fasilitas kantor pemakaman; dan 
4. fasilitas keamanan pos jaga. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pemakaman dengan 
kode RTH-7, terdiri atas Kawasan Keselarnatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP 

II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub- 
Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, meliputi: 
a. KDB maksimum 5o/o (lima persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 70°/o (tujuh puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, 
petunjuk arah dan informasi taman; 

2.jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman; 

3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan 
pedestrian dan air bersih; dan 

4.jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan 
wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan 
rekomendasi dari instansi terkait. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi aksesibilitas untuk difabel. 
(4) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan 

kode RTH-8, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri 
atas: 
a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP 

II.C pada Blok II.C.2; dan 
b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada 

Blok II.C.2. 

Pasal 59 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (4) huruf f, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A 
pada Blok II.A. l dan Blok II.A.2. 

(7) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Pemakaman 
dengan kode RTH-7 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan 
dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan 
Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-7. 
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Pasal 61 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (6), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Hutan Adat dengan kode ADT, meliputi: 
a. KDB maksimum 5°10 (lima persen) dari luas persil; 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Taman Nasional dengan kode TN, meliputi: 
a. KDB maksimum 5°10 (lima persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 95°10 (sembilan puluh lima persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub- 
Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi: 
a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; 
b. pembangunan jalan inspeksi pada sempadan; 
c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran 

bangunan serta mengembangan bangunan disempadan pantai; 
d. pengembangan tembok/ tanggul penahan daya rusak air; dan 
e. penanaman vegetasi pada Zona Konservasi. 

(4) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Nasional 
dengan kode TN, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berupa 
kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A 
pada Blok II.A. l. 

(5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona Konservasi dengan 
kode KS berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi 
ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Waikesa 
pada Zona Konservasi akan diatur melalui mekanisme kerja sama 
pengelolaan Taman Nasional Wakatobi dengan kementerian yang 
menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Pasal 60 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Taman Nasional dengan kode TN, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (5), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

(5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Jalur Hijau 
dengan kode RTH-8 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan 
dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan 
Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-8. 
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(2) 

Pasal 62 
(1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (2) huruf b terdiri atas: 
a. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P; 
b. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W; 

c. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R; 
d. aturan dasar Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 

e. aturan dasar Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; 
f. aturan dasar Campuran dengan kode C; 
g. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 
h. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT; dan 
i. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR. 
Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona 
Perkebunan dengan kode P-3. 

Paragraf 2 
Aturan Dasar Zona Budi Daya 

b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 95o/o (sembilan puluh lima persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Hutan Adat 
dengan kode ADT, meliputi GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 
(enam) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal ruang pada 
Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT, meliputi: 
a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; 
b. pembangunanjalan inspeksi pada sempadan; 
c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran 

bangunan serta mengembangan bangunan disempadan pantai; 
d. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan 
e. penanaman vegetasi pada Zona Hutan Adat. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus Sub-Zona Hutan Adat dengan kode 
ADT, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan 
(KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
1. SWP 11.C pada Blok 11.C.2; dan 
2. SWP 11.D pada Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 

b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP 11.C pada 
Blok 11.C.2. 
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Pasal 63 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona 
Pariwisata dengan kode W. 

(4) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan 

kode R-3; dan 
b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan 

kode R-4. 
(5) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; 
b. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU- 

2; 
c. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU- 

3; dan 
d. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4. 

(6) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas aturan 
dasar Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH. 

(7) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona 
Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2. 

(8) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: 
a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota 

dengan kode K-1; 
b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan 

kode K-2; dan 
c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 

dengan kode K-3. 
(9) Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona 
Perkantoran dengan kode KT. 

( 1 O) Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona 
Transportasi dengan kode TR. 
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4. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/ atau 
rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi 
harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan 
dan/atau air bawah tanah; 

5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; dan 

6. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan 
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan 

benih dan/ a tau bi bit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik 
dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur 
tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 

2. gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkebunan dengan 
kode P-3, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 8 (delapan) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 
2. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana 

transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; 
3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan 

air; 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi: 

a. KDB maksimum 5°/o (lima persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan 
c. KDH minimal 80o/o (delapan puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perkebunan 
dengan kode P-3 meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
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Pasal 64 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 ayat (3), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi: 
1. KDB maksimum 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil; 
2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan 
3. KDH minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pariwisata 
dengan kode W, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
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1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C 
pada Blok II.C.l. 

2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP 11.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3; 
b) SWP 11.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
c) SWP II.D pada Blok 11.D. l dan Blok 11.D.2. 

3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP 11.C 
pada Blok 11.C. l dan Blok II.C.2 

4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di: 
a) SWP 11.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan 
b) SWP 11.D pada Blok II.D.2. 

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP 11.B pada Blok II.B.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 7, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat 
di: 
1. SWP II.C pada Blok II.C. l; dan 
2. SWP 11.D pada Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 

(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perkebunan 
dengan kode P-3 meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang 
sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebelum 
penetapan Peraturan Bupati 1n1, yaitu untuk melindungi 
penggunaan pertanian dari konversi penggunaan lahan, dimana 
pemilik lahan pertanian yang memiliki alas hak sebelum penetapan 
Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
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2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma Hrna) 

meter. 
b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. jalur keluar dan masuk kendaraan; 
3. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

(lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur 
hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; 

4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

5. tersedianya sistem wireless pada ruang terbuka publik/taman 
sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi; 

6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 

7. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; 
8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

9. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 

10. sistem peringatan dini; dan 
11. terlayani jalur evakuasi menuju Tern pat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 

yang berwawasan lingkungan; 

2. pos keamanan; 

3. hidran kebakaran; 

4. taman; 
5. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 
7. tempat ibadah; 

8. kantin/pujasera; 
9. shelter bus wisata; dan 
10. halte angkutan umum. 
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(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pariwisata dengan 
kode W, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di: 
a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 
b) SWP II.C pada Blok II.C.1. 

2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di 
SWP II.B pada Blok II.B.1; 

3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP II.B pada Blok II.B. l dan Blok II.B.3; 

b) SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
c) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

4. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di: 
a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 

b) SWP 11.C pada Blok II.C.1. 
5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP 11.B 

pada Blok II.B.2; 

6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, terdiri atas: 

1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
c) SWP 11.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok 11.D.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 
abrasi tingkat tinggi terdapat di: 

a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.2; dan 
c) SWP II.C pada Blok 11.C.2. 

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai, terdapat di: 

1. SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; 
2. SWP II.B pada Blok 11.B.2 dan Blok 11.B.3; 
3. SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok 11.C.2; dan 
4. SWP 11.D pada Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 
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Pasal 65 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel 
ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi: 
a. KDB maksimum 70 % (enam puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima); 
c. KDH minimal 20o/o (dua puluh persen) dari luas persil; dan 
d. luas kavling minimum 60 m2 (enam puluh meter persegi). 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 2 (dua) meter; 
c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan 
d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jalan akses melalui jalan kolektor; 
2. jaringan jalan; 
3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu 
dan/ atau komunal; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi men ya tu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
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9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 

10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 
(biopori); 

11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 

13. sistem peringatan dini; dan 
14. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. taman lingkungan; 
2. tempat ibadah; 
3. lapangan olahraga; 
4. balai warga; 
5. pos keamanan; 
6. TK dan SD; 
7. hidran kebakaran; 
8. perdagangan skala lingkungan; dan 
9. shelter angkutan umum. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP 

II.B pada Blok 11.B.3; 
2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat 

di SWP II.B pada Blok 11.B. l, dan Blok 11.B.3; 
3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di 

SWP II.B pada Blok 11.B.1 dan Blok 11.B.3; 
4. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP 11.B 

pada Blok 11.B.3; 
5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP 11.B 

pada Blok 11.B.1 dan Blok 11.B.2; 
6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 

a) SWP II.A pada Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 7, terdiri atas: 

1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 
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Pasal 66 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel 
ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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a) SWP II.A pada Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2; dan 

b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; 
2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 

abrasi tingkat tinggi terdapat di: 

a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2. 

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai, terdapat di: 

1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 
2. SWP II.B pada Blok II.B.2. 

(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas: 
a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, meliputi: 

1. pembangunan perumahan dan hunian bertingkat rumah 
susun mendapatkan insentif; dan 

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang 
memiliki risiko dan dampak negatif kecil atau dapat 
diabaikan dengan dikenakan disinsentif. 

b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 
sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak 
diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak 
negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban 
dan pengembalian fungsi ruang; dan 

c. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang 
yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah: 

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan 
dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu 
maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk 
menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau 
pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan 

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan 
dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk 
melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak 
negatif nya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat 
mengajukan persetujuan "legal non-conforminq use" atau 
persetujuan "conditional use". 
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(2) Aturan dasar Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi: 
a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima); 

c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan 
d. luas kavling minimum 60 m2 (enam puluh meter persegi). 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 

3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 
meter. 

b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter; 
c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jalan akses melalui jalan kolektor; 
2. jaringan jalan; 
3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 

4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu 
dan/ a tau komunal; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 

11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
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13. sistem peringatan dini; dan 

14. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

I. taman lingkungan; 
2. tempat ibadah; 
3. lapangan olahraga; 
4. balai warga; 

5. pos keamanan; 
6. TK dan SD; 

7. hidran kebakaran; 

8. perdagangan skala lingkungan; dan 
9. shelter angkutan umum. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP II.B pada Blok II.B.1; 
b) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan 
c) SWP Il.D pada Blok II.D. l dan Blok II.D.2. 

2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C 
pada Blok II.C.2; dan 

3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di: 

a) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan 
b) SWP II.D pada Blok II.D.2. 

4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2; 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi: 

a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok Il.B.2; 
c) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan 
d) SWP II.D pada Blok II.D. l dan Blok II.D.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 
abrasi tingkat tinggi terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I; 
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Pasal 67 
( 1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (5) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi: 
1. KDB maksimum 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil; 
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); 
3. KDH minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil; dan 
4. KTB maksimum 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala 
Kota dengan kode SPU-1, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
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b) SWP 11.B pada Blok 11.B.2; dan 
c) SWP II.C pada Blok 11.C.2 

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai, terdapat di: 

1. SWP II.A pada Blok II.A. I; dan 
2. SWP II.C pada Blok 11.C.2. 

(6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan 
Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas: 

a. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 
sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak 
diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak 
negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban 
dan pengembalian fungsi ruang; dan 

b. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang 
yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya, adalah: 
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan 

dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu 
maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk 
menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau 
pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan 

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan 
dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk 
melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak 
negatif nya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat 
mengajukan persetujuan "legal non-conforming use" atau 
persetujuan "conditional use". 



Hkmsetdawktb 0231 002 

-70- 

2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 

3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 
meter. 

b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 

c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 
jalan; 

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 

untuk penghematan penggunaan air domestik; 
6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 

penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan 83; 
13. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
14. sistem peringatan dini; dan 
15. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 

yang berwawasan lingkungan; 
2. taman lingkungan; 
3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
4. tempat ibadah; 
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Pasal 68 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, tercantum dalam tabel 
ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi: 
a. KDB maksimum 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); 
c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan 
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala 
Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma 

lima) meter. 
b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter; 
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5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian toilet 
r~p, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas 
bagi penyandang disabilitas; 

6. hidran kebakaran; 

7. shelter angkutan umum; dan 

8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

(7) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kota 
dengan kode SPU-1, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di 
SWP II.D pada Blok II.D.1. 

2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.D 
pada Blok II.D.2; dan 

3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di 
SWP II.A pada Blok II.A.2. 

b. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48, terdiri atas tempat evakuasi sementara terdapat di: 

1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 
2. SWP 11.D pada Blok II.D.2. 
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c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima); dan 
d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 
jalan; 

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 

5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 
untuk penghematan penggunaan air domestik; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 

11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 
13. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
14. sistem peringatan dini; dan 
15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 

yang berwawasan lingkungan; 
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

3. tempat ibadah; 
4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, 

ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas 
bagi penyandang disabilitas; 

5. hidran kebakaran; 
6. shelter angkutan umum; dan 
7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 
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Pasal 69 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf c, tercantum dalam tabel 
ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi: 
a. KDB maksimum 60°/o (enam puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan 
c. KDH minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala 
Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 

3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 
meter. 

b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter; 

c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48, berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP II.A pada 
Blok II.A. 1. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala 
Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
b) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 

2. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP 
II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, terdiri atas: 

1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok 11.A.1; 
b) SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
c) SWP 11.D pada Blok 11.D. l dan Blok II.D.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi 
tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 
II.A.2. 
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c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan 
d. TB maksimum 15 (lima belas) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi: 

a. prasarana minimal yang meliputi: 
1. jaringan jalan; 

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 
jalan; 

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk 

penghematan penggunaan air domestik; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 

8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 

3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sarnpah sesuai 
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sarnpah non-domestik, medis dan B3; 

13. signage/penandaan/rarnbu-rarnbu rnitigasi; 
14. sistem peringatan dini; dan 
15. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang 

berwawasan lingkungan; 
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
3. tempat ibadah; 
4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, 

lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

5. hidran kebakaran; 
6. shelter angkutan umum; dan 
7. fasilitas kearnanan pos jaga dan informasi. 
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Pasal 70 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (5) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi: 
a. KDB maksimum 60 o/o (enam puluh persen) dari luas persil; 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala 
Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B 

pada Blok II.B.3; 

2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di 
SWP II.B pada Blok 11.B.3; 

3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP 11.B pada Blok 11.B. l; 
b) SWP II.C pada Blok 11.C. l dan Blok 11.C.2; dan 
c) SWP II.D pada Blok II.D.2. 

4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B 
pada Blok 11.B.2; 

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 

a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.2 dan Blok 11.B.3; 
c) SWP 11.C pada Blok II.C. l dan Blok 11.C.2; dan 
d) SWP 11.D pada Blok II.D.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi 
tingkat tinggi terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.2; dan 
c) SWP II.C pada Blok 11.C.2. 

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok 11.A.2. 
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b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan 

c. KDH minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil; 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala 
RW dengan kode SPU-4, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 2 (dua) meter; 
c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan 
d. TB maksimum 8 (delapan) meter. 

(4) Aturan dasar Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 

penyediaan listrik perkotaan / perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
7. penerangan jalan dan pedestrian; 
8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 

3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai 
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

10. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 
11. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
12. sistem peringatan dini; dan 
13. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 

yang berwawasan lingkungan; 
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
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Pasal 71 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona 

Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6), tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Ruang 
Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi: 
a. KDB maksimum 10 °/o (sepuluh persen) dari luas persil; 

3. tempat ibadah; 

4. aksesibi~itas untu_k difabel berupajalur pedestrian, toilet, ramp, 
lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

5. hidran kebakaran; 

6. shelter angkutan umum; dan 

7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada pada Sub-Zona SPU Skala RW 
dengan kode SPU-4, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B 
pada Blok 11.B.3; 

2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di: 
a) SWP 11.B pada Blok 11.B.3; 
b) SWP 11.C pada Blok 11.C.2; dan 

c) SWP 11.D pada Blok II.D.1. 

3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP 11.B 
pada Blok II.B.2; 

4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP 
II.A pada Blok II.A. I dan Blok 11.A.2; dan 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, 
terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP 11.B 

pada Blok II.B.3; dan 
2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi 

tingkat tinggi terdapat di SWP II.C pada Blok 11.C.2. 
c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 

berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP 11.D pada Blok 
11.D.1. 

d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai terdapat di SWP 11.C pada Blok II.C.2. 
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b. KLB maksimum O, 1 (nol koma satu); dan 
c. KDH minimal 50o/o (lima puluh persen) dari luas persil; 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Zona Ruang Terbuka 
Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 
c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima); dan 
d. TB maksimum 5 (lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Ruang 
Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jalur pedestrian dan sepeda; 
2. petunjuk arah dan informasi; 
3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi 
dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air 
limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber 
air siram taman; 

4. listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan 
5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 

3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai 
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum; 
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak 

boleh melebihi 10°/o (sepuluh persen) dari luas lahan; 
3. musholla/langgar; 
4. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
5. fasilitas pusat informasi pengunjung; 
6. plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; 
7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, 

lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; dan 

8. fasilitas keamanan pos jaga. 
(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau 

dengan kode RTNH, terdiri atas: 
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Pasal 72 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7), tercantum dalam 
tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, 
meliputi: 

a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); 
c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan 
d. KTB maksimum 70°/o (tujuh puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Campuran 
Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 

b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, 
meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di 
SWP II.C pada Blok II.C.2; 

2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di: 
a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 
b) SWP II.C pada Blok II.C.1. 

3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP 
II.A pada Blok II.A. I. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, 
terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 
1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 

2. SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 
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1. jaringan jalan; 

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 
jalan; 

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 
dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; 

5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 
untuk penghematan penggunaan air domestik; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi men ya tu dengan sistem kota; 
8. peneranganjalan dan pedestrian; 

9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 

10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 
(biopori); 

11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 
13. signage/ penandaan/ ram bu-ram bu mitigasi; 
14. sistem peringatan dini; dan 
15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; 
2. taman lingkungan; 
3. tempat ibadah; 
4. pos keamanan; 
5. hidran kebakaran; 
6. shelter angkutan umum; dan 
7. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Campuran Intensitas 
Menengah/Sedang dengan Kode C-2, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas kawasan di 
bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.D pada 
Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan 
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b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, 
terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP 
11.D pada Blok 11.D.1 dan Blok 11.D.2. 
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Pasal 73 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf a, tercantum 
dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi: 
a. KDB maksimum 80°/o (delapan puluh persen) dari luas persil; 

b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); 
c. KDH minimal 15o/o (lima belas persen) dari luas persil; dan 
d. KTB maksimum 80°/o (delapan puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan 
dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi: 

a. GSB terdiri atas: 
1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 1 ( satu) meter; 
c. JBB minimum 1 (satu) meter; dan 
d. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 

untuk penghematan penggunaan air domestik; 

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
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Pasal 74 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf b, tercantum dalam tabel 
ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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8. peneranganjalan dan pedestrian; 

9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 

10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 
(biopori); 

11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 
13. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
14. sistem peringatan dini; dan 

15. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 
yang berwawasan lingkungan; 

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
3. tempat ibadah; 

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, 
ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas 
bagi penyandang disabilitas; 

5. hidran kebakaran; 

6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 
7. tempat bongkar muat; 
8. ruang sektor informal/ RTNH; dan 
9. shelter angkutan umum; 
10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berupa kawasan di 
bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.C pada 
Blok II.C.2; dan 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di 
SWP II.C pada Blok II.C.2. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi: 
a. KDB maksimum 80°/o (delapan puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 3 ,2 (tiga koma dua); dan 
c. KDH minimal 15°/o (lima belas persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan 
dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 15 (lima belas) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 
untuk penghematan penggunaan air domestik; 

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
7. penerangan jalan dan pedestrian; 
8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
9. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

11. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan 83; 
12. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
13. sistem peringatan dini; dan 
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Pasal 75 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub­ 

Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf c, tercantum 
dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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14. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 
yang berwawasan lingkungan; 

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
3. tempat ibadah; 

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, 
ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas 
bagi penyandang disabilitas; 

5. hidran kebakaran; 

6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 
7. tempat bongkar muat; 

8. ruang sektor informal/RTNH; 
9. shelter angkutan umum; dan 

10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas: 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP 

II.C pada Blok II.C.2; 
2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di 

SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; 
3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C 

pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2; dan 
4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di 

SWP II.A pada Blok II.A. l. 
b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 7, terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi: 

a) SWP II.A pada Blok II.A. l; dan 
b) SWP II.C pada Blok II.C. l dan Blok II.C.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 
abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2. 
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b. JBS minimum 2 (dua) meter; 
c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan 
d. TB maksimum 15 (lima belas) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 

untuk penghematan penggunaan air domestik; 
6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 

penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan 83; 
13. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi: 
a. KDB maksimum 80°/o (delapan puluh persen) dari luas persil; 
b. KLB maksimum 2,4 (dua koma delapan); dan 
c. KOH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan 
dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub­ 
Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi: 
a. KDB maksimum 60°/o (tujuh puluh persen) dari luas persil; 

Pasal 76 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (9), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran 
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

-86- 

14. sistem peringatan dini; dan 

15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 
b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 
yang berwawasan lingkungan; 

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

3. aksesibilitas untuk difabel berupajalur pedestrian, toilet, ramp, 
lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

4. hidran kebakaran; 
5. shelter angkutan umum; dan 

6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 

1. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di: 
a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok 11.B.2. 

2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP 11.B 
pada Blok 11.B.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 7, terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi: 

a) SWP II.A pada Blok 11.A.1 dan Blok 11.A.2; dan 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 
abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan 
Blok 11.A.2. 

c. Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok 11.A. l. 
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b. KLB maksimum 3,0 (tiga); 
c. KDH minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil; dan 
d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil. 

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perkantoran 
dengan kode KT, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma 

lima) meter. 
b. JBS minimum 3 (tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub­ 
Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rarnbu keselamatan 

jalan; 
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah 

untuk penghematan penggunaan air domestik; 
6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 

penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
8. penerangan jalan dan pedestrian; 
9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

12. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
13. sistem peringatan dini; dan 
14. terlayanijalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 
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Pasal 77 
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada 

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (10), tercantum dalam tabel ITBX pada 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona 
Transportasi dengan kode TR, melipu ti: 
a. KDB maksimum 30°/o (tiga puluh persen) dari luas persil; 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 
yang berwawasan lingkungan; 

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
3. tempat ibadah; 
4. hidran kebakaran; 
5. taman lingkungan; 
6. shelter angkutan umum; dan 

7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 
(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkantoran 

dengan kode KT, terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP 

II.B pada Blok II.B.3; 

2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di 
SWP II.D pada Blok II.D.2; 

3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B 
pada Blok II.B.2; dan 

4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di 
SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2. 

b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, terdiri atas: 
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di: 

a) SWP II.A pada Blok II.A. I dan Blok II.A.2; 
b) SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan 
c) SWP II.D pada Blok II.D.2. 

2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana 
abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A. I. 

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok II.A. I. 
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b. JBS minimum 3 {tiga) meter; 
c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan 
d. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter. 

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona 
Transportasi dengan kode TR, meliputi: 
a. prasarana minimal yang meliputi: 

1. jaringan jalan; 
2. jalur keluar dan masuk kendaraan; 
3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan 

jalan; 
4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi 

dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan 
sesuai dengan hierarkinya; 

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem 
penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hierarkinya; 

6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase 

perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 
8. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan 

(biopori); 
9. pengelolaan air limbah menggunakan sistem individual dan 

pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal; 
10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 

sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 
sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 

11. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
12. sistem peringatan dini; dan 
13. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana. 

b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi: 
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain 

yang berwawasan lingkungan; 

b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan 
c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil. 

. (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Zona Transportasi 
dengan kode TR, meliputi: 
a. GSB terdiri atas: 

1. GSB dijalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 
2. GSB dijalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 
3. GSB dijalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) 

meter. 
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Pasal 78 
( 1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif 

di WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata, dibentuk Forum 
Penataan Ruang. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam 
pelaksanaan Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi 
akademisi, dan tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja 
Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan 
ruang. 

BAB VIII 
KELEMBAGAAN 

2. taman; 
3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
4. tempat ibadah; 
5. hidran kebakaran; 
6. shelter angkutan umum; dan 
7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 

Aturan dasar ketentuan khusus Zona Transportasi dengan kode TR 
terdiri atas: ' 
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas: 
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di 

SWP II.C pada Blok II.C.2; 
2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat 

di SWP II.C pada Blok II.C.2; 
3. kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di SWP 

II.C pada Blok II.C.2; dan 
4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat 

di SWP II.A pada Blok II.A. l. 
b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 7, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat 
di: 
1. SWP II.A pada Blok II.A. l; dan 
2. SWP II.C pada Blok II.C.2. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 2.. 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal l. - .2.. - 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PATEN WAKATOBI, 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal .2. - 2.- 2023 

BUPA WAKATOBI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 82 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Wakatobi yang diselenggarakan 
tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan 
Peraturan Bupati ini; dan 

c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan 
akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme 
penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang. 
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Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata 
merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional 
sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang 
memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional 
agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan 
kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional terse but. Dengan adanya 
Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata 
diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor 
dan antardaerah, serta antar pelaku pembangunan. 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan 
Pariwisata sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah 
Daerah yang selaras dengan amanat RTRW Kabupaten Wakatobi. RDTR 
merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang 
kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan 
ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR 
ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. 

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, 
ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya 
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu 
ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna 
dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan 
dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan 
melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia 
usaha. 

I. UMUM 

RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN 
PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 2.. TAHUN 2023 

ATAS 

PENJELASAN 
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Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Deliniasi adalah penggambaran batas Kawasan perencanaan 
dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya). 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal2 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

-94- 



-95- 

Hkmsetdawktb 0231002 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (i) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Pasal 4 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (d) 
Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar udara yang 
mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi 
perkembangan ekonomi terbatas. 

Huruf (c) 
Yang di maksud terminal khusus adalah Terminal 
yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan 
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang 
merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk 
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 
pokoknya. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal8 
Ayat(l) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
saluran distribusi lainnya adalah Jaringan distribusi 
tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah 
Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat 
telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 
35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Pasal 12 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cuku p J elas. 

Pasal 10 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Menara Base Transceiver Station adalah Bangunan berfungsi 
sebagai stasiun telekomunikasi, BTS bersama diarahkan 
menggunakan sistem penggunaan menara bersama, yaitu 
pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon 
seluler dengan pengelolaan secara Bersama. 

Ayat (2) 
Jaringan serat optik adalah Jaringan telekomunikasi utama 
yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota 
provinsi dan/ a tau antarjaringan lainnya yang 
menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk 
konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut 
telekomunikasi. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat(5) . 
Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang 
digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c] 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
unit distribusi adalah Pipa yang digunakan untuk 
pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan 
sampai unit pelayanan. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

unit produksi adalah Tempat pengolahan air sungai 
menjadi air yang dapat dikonsumsi. 
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Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
J aringan Drainase tersier adalah J aringan un tuk 
menerima air dari saluran penangkap dan 
menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder. 

Huruf (b) 
Jaringan Drainase sekunder adalah Jaringan untuk 
menampung air dari saluran drainase tersier dan 
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer. 

Pasal 17 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Jaringan Drainase Primer adalah J aringan untuk 
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran 
drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air 
penerima. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Ayat (5) 

TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 
pendaur ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan 
sampah terpadu. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk 
cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan 
tertentu. 

Ayat (3) 
Pipa induk adalah Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan 
air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke 
subsistem pengolahan terpusat. 

Ayat (2) 
Pipa Persil adalah Pipa di dalam pekarangan rumah yang 
langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem 
plambing) hingga ke House Inlet (HI). Pipa persil disebut juga 
Sambungan Rumah (SR) atau House Connection (HC). 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 
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Huruf (d) 
Jalur Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang 
terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang 

Huruf (c) 
Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, 
dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar 
cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda 
motor. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cuku p J elas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Pengaman Pantai adalah Bangunan untuk melindungi 
dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai 
dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi. 

diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan 
kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan 
dan/ a tau fasilitas pergantian moda. 
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Pasal 22 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 21 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p Jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 29 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Pasal 27 
Cukup Jelas. 

Pasa128 
Cukup Jelas. 

Pasal 26 
Cukup Jelas. 

Pasal 25 
Cuku p J elas. 

Pasal 24 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p Jelas. 

Pasal 30 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 33 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Pasal 32 
Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas 
campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan 
ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada 
keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial 
budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas 
menengah maksimum 70°/o dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 
lantai. 

Pasal 31 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 37 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Indikasi program utama lima tahunan berisi program 
pemanfaatan ruang prioritas, lokasi, besaran dan 
biaya, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu 
dan tahapan pelaksanaan. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Yang dimaksud Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat 
KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian 
antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
RDTR. 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cuku p J elas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup J elas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup J elas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Huruf (e) 
Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur 
pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan 
diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan 
karakteristik zona dan kegiatannya. 

Huruf (d) 
Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal 
mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung 
minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona 
peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal 
ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan 
utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume 
atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada 
perkiraan jumlah orang yang menghuni zona 
peruntukan tersebut. 

Huruf (c) 
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang 
mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan 
bangunan pada suatu zona untuk menjaga 
keselamatan dan keamanan bangunan. 

Huruf (b) 
Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan 
teknis tentang kepadatan zona terbangun yang 
dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai 
Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) 
baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah 
ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan 
yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan 
yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan 
penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan 
kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak 
diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi 
daya. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (k) 
Cukup Jelas. 

Huruf Ij] 
Cukup Jelas. 

Huruf (i) 
Cukup Jelas. 

Huruf (h) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah 
RDTR dan PZ. 
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Huruf (c) 
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan areal 
ruang terbuka hijau dalam suatu kaveling. KDH 
minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan 
tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas 
drainase. 

Huruf (b) 
KLB maksimum digunakan untuk membatasi 
intensitas luasan lantai bangunan dalam suatu 
kaveling. KLB maksimum ditetapkan dengan 
mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan 
tingkat pelayanan prasarana (jalan], dampak atau 
kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta 
ekonomi dan pembiayaan. 

Pasal 42 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
KDB maksimum digunakan untuk membatasi 
intensitas luasan dasar bangunan dalam suatu 
kaveling. KDB maksimum ditetapkan dengan 
mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan 
air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (n) 
Cuku p J elas. 

Huruf (m) 
Cukup Jelas. 

Huruf (1) 
Cuku p J elas. 
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Pasal 44 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak 
minimum antara batas petak samping terhadap 
dinding bangunan terdekat. 

Huruf (c) 
JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak 
belakang terhadap dinding bangunan terbelakang. 

Huruf (b) 
GSB adalah jarak rmmmum antara garis pagar 
terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko 
kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum 
bangunan ged ung yang diizinkan pad a lokasi terten tu 
dan diukur dari jarak maksimum puncak atap 
bangunan terhadap (permukaan) tanah yang 
dinyatakan dalam satuan meter. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
KTB maksimum digunakan untuk membatasi areal 
dasar tapak ruang bawah tanah ibasemenn dalam 
suatu kaveling dengan mempertimbangkan aspek 
kebutuhan perparkiran, keamanan terhadap bencana, 
pengisian atau peresapan air, dan/ atau ketersediaan 
RTH. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 46 
Ayat ( 1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung 
atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang 
berpotensi mengalami bencana. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang 
selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan 
dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar 
udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi 
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan 
penerbangan. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (h) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 49 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (10) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (9) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (8) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 51 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (16) 
Cukup Jelas. 

Ayat (15) 
Cukup Jelas. 

Ayat (14) 
Cukup Jelas. 

Ayat (13) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (12) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat(ll) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (j) 
Cukup Jelas. 

Huruf (i) 
Cukup Jelas. 

Huruf (h) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 52 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 53 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 54 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 55 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 56 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 57 
Ayat(l) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Pasal 58 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Cuku p J elas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 
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Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 61 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Pasal 60 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 



-130- 

Hkmsetdawk:tb 0231002 

Huruf (h) 
Cukup Jelas. 

Huruf (g) 
Cukup Jelas. 

Huruf (f) 
Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Huruf (a) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (e) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (10) 
Cuku p J elas. 

Ayat (9) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (8) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cuku p J elas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Huruf (i) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 64 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal63 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 65 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 66 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal67 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 68 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cuku p Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 69 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 72 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 71 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 73 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 
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Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 74 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 
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Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cuku p J elas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 75 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 77 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Pasal 76 
Ayat(l) 

Cukup Jelas. 
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Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 78 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cuku p J elas. 

Ayat (4) 
Huruf (a) 

Cuku p J elas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 
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Pasal 82 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 81 
Ayat ( 1) 

Cukup Jelas. 

Pasal 80 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cuku p J elas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Huruf (d) 
Cukup Jelas. 

Huruf (c) 
Cukup Jelas. 

Huruf (b) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Huruf (a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 



• I 
• \ 
i 
I 
I 
I 

• ;. 

,., 
,c .. ·~ ·~ •a • e •• x~ 

I 
) 

I 
•ii •• ~i 



/-11 
.:>: ! i 

,... <, 

i \i I 
:! I : c1t f'! I i' J 4_1 I 

l: / . i 
I l : 

• I~ ;, !/ 1! : 
• t AJ ~ 

i J 
/, I 

; 
' 

\ 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I ,. 

) 
I• 

\ 
' ; 

;J 
= I a 

. ----- 



\ 
\ 

\ 
i 
I 
I 

' \ 
'· 

./ 
/\.1 
>'"- -;·· f: • ·. 

j) :: . 

\ l j 

' ~!, = A, 

N 
ci 

;~~ I ( 
I . . 

! 



~ 
0 ....., 
(\') 

~ 
~ 
0 
..Q ..... ~ 
3 
C1 

\j 
t 
~ 
~ 

i 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
I 
I 
I ~. 



I 
I 

\ 
i 
\ 
I 
I 
I 

•• ·, 

I 
'1 ;, 

I \ 
I 

·\ n 

,, 
; ', 
:: ' 

I 
I L~: 

ii Wl 111 ....... I l ·!' co ·"! . 

I 
,B; ~ i 0 I ! 
i~1 ; l~ ~ E- 

~ 

,, i!i .. 
~ 

pi fl'.,. 1 1• ~ ~ w, i r! 1 I c Ii i '< ~ !:: < 
I ~ '. ' : • ,. 

·'i:, ! ~ 
~ 

.. 
•· I Ii I i~tH: ' • I ~ I 

J ,1 :t I ~ t j ~: 
,jiiH I ~ lj!, ,q• I I 

' 'i:l:1 ! z j; ;I 1;: ,1 'l 1l· ! 11, I, I ·:,,1•1 i : I; 1. •• ;: i I I I [ 

I PH!:1 ~ "1 .• 'I' 11 ! : J' ., ,u • ,o ~: .... 

I 
! I ; 

l ' (; n 
f j 

i r r-: 
·& I I 

,AJ V I 
- I r- J 

/·/.1: . l!J ' )/. J. ii / 
"- : 

' 

---------· 

J 

I 
' r, 

I 

0 
Lt) - 



I ..... 
()1 ..... 

e 

- ·. ~ . 

I' ? 
~ Ill 
: N 

! 

... _ .. __ .. __ 

't 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
I 
\ 
\ 

\ 

' f I 
,• I i • . '-r, c . , .. r , 

. f I• ,• 
: ! i / 

I r; 
I ~ " 
I _(· h 
--J : ! 
f I . I 
" I l; 
I 
I 
I 

I 



:: 

;:; . .. 
i 

0 .. 

. ;. 

·---·---- 

•• 
\ 
I 

\ 
\ 

\ 
\ 

• , I 

.: Ir I · 
, Z •Ii ,{ 

• I I I . 'I I r 
• I 

/ ; f 
I < .. '? 

, i ti 
<, , ! ! . r . 
• I u 

I 
I 

i 

i 
I 



I ...... 
(/1 
co 
I 

...fl , •• , = I "t, 1 ... 1 ~ 
, • 1 z, , : . : '1 , f'1 • • . I,. ) t 

ii!dl' l'1i'1 t j' HI ' ; ~ I 
·, , .. 

! ;:1 I 
;! I I d, ' 
l i 

ml I,_ !i'i -- 
1 

,,, 

r ; 
f I - / 
I 
I 
I 

I 

: j" -'r\ .' H/ . ' 
I • •' ? ' 
i ·; ,v· 
'/~ 

I I 

/ .< fir ,_, 

.. 
.. 
"'• -, 

0 .. '• . ' 

·, 
\ 
I 
\ 

\ 
\ 
\ 



I 
>--' 
(Jl 
~ 
I 

r ;; . .. 
f 

H 
H ' -·- 

··-- .. --. 

\ 
\ 

., 
i. I . t.,, 
p,y l 

f i ·. 
I > 
I • I 
I • . ~ . 

/ <N i 
I I ~r 

<: I ! 
f I 
~ J t/ 
I 

I 

) 
I 

·~ 
' I 
' I 
I 

\ 
\ 

b .. 

ff : ; .. ~· 
' . 



I ,.... 
(JI 
(JI 
I 

.f n 
I i, 

j 

• i, 
'. ~ 

\ J1 / \ t" 
\ 
I 

' I I 
I 
' = \ i> ,~ 

I 
\ 
\ 
I 

\ 
0 .. 

li ' 
H --- 

·- .. ·-·---- 

\ 
i 
\ 

\ 
\ 

'\. 
'-,, 

' '-... 
... ;Iii 

i'i i~·. - •·. 
'\. 

I t / 

. i I . !.r. . 
,' ; Ii . . / : ;. 

: ;· ! i 
! ·; 

I A f ,\ ?f 
<) i r .' 
i i 
t I 

/ 
I 
/ 
I 

'f 
I 
i 
• I 
\ 
\ 
I 
I 
\ 

il ... 
1C. ~ . 



I ....... 
(Jl 

°' I 

\ 
\ 

·, 
I 
I 
I 
I 

\ 
\ 

\ 
\ 
I 

\ 



I 
1--' 
Ul 
--.:) 

I 

e 

.. 

·, 
I 

ii / r ~ I 

I I 
I 

• iD 
• '..6. 

\ I 

I 
'I 

-- ' ...... , # 

I 
- I n, 

l N / 

1 I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

' 1 

i = I 
I > I , .. \ 

-- v., [ \\ ;---~, . .,) ·-···r-·- 1\ 
, it ,, 
I i < 
'i ,, Ii! I 

I 

'1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 



I 
1--' 
(J1 
(X) 

I 



~ 
t:i::l 
t""' ,_. z 
tJ ,_. 

~ 
CJ) ,_. 
'"O 
::0 
0 
0 
::0 > 
~ 
'"O 
t:i::l 
~ > z 

o,) ~ 0 
o,) z CiJ 

o,) g ::0 
0 c:::: o,) > ~ > z ::0 ..., z '"O t""' o,) "Cl 0 t:i::lt:i::lQt:i::l > 0 ... 
o,) 

'"O z~~~~ (11 

o,) ::0 ~ > ~ ..., ~ ,_. 
I 0 0 zZ C:::: o,) ...... °' ::0 >,O ~Z Ul ....... \0 ....., 

tJ z >< I ,....., > o,) t:i::l ,_. ii CJ) ....., ....., tJj < 
::0 ~ >C:::: 

(.,) tJ t""' ::r: ~ ... - ..., ...... - ....., c:::: ..., 
'i,;' ::0 > z ...... 
1~ ~ ..., ~ ~ 

~ 
> o> 
::0 ~ ~ (.,) - > c:::: (..,.) °'""' ...... - ::r: > ..., 

-i 0 z O 
o,) 'i,;'?:: 

~ 
O tJj Oo> ...... t~ -e ~ I -< CJ) < t:i::l ~ 

-i c: > 
2~ ~ 

::r: 
0 

o,) -e ::0 ::0 < 
~ 

> 
CJ) 

~ t:i::l 
> ~ 
CJ) ....... ..., 
> > z ::0 
'"O 

~ > ::0 ~ ...... 
~ > ....... CJ) 
CJ) > 
~ 

z 
'"O > 
::0 ....... 
~ ....... 
CJ) 
> ....., 
> 

~ 
~ 

o,) ... > ... 
~ ...... 
$:l. "Cl "O "Cl ;:r "O ,,,.. "Cl ~ "O I i::i (I)'"' ro -·c: c: ro I ; fl)::, '"1 (J) fl):::, l ~ ,:' l(l '< e; ~ ~'< 
?i' o ... a ?:.,i8. ::, § -· s O fl) fl) ~-g "O ;· = 3 0.. ~ e l(l iil § e- i i ~ ;· fl) 0.. (J) ... (J) 0.. = e :::, $)) s,.,..~ $)) i (,:) "Cl l(l::, s-~. § .e.. ...... !ll iil -g ~ ~ ~ ~ I I a [; 2. l ~ 

- fl) 0.. $)) 

CD "O ~ 
C>::,C>C: 

~ ~ ~ -g Ill CD C> :,,- .... c:, 0.. C> ::, C> :::, 

i C> ... Cl c: '"1 -· $)) ::, $)) $)) ::, > > "Cl ::, ::, -· ::, (IQ [;;,.,.. -e 0.. $)) :,;' 1 I I $)) c: C> (I) "O !!;. 
rot,~ ::, C> C> 

(IQ 0.. ::, Ill 

~ 
$)) $)) = ::, 

i (/) (/) 
~ 

~ "' "Cl 

~ ~ - - - o i:, 
"O Q 0:, 0:, 

~ 0 0 ,,,.. ,.,.. 
~ c, c, 

j.J j.J "O 

~ 

~ 



I - °' 0 
I 

~ 
~ °' 01 ~ (,) 

(I) ..... ~ ~ a. er 'O e '"O ,-..0.~'"0 (I) 'O '"O ',:) $:) II $ll ro $ll ro c,i ro .., ro ro ro 
~ j ::s a a. Ill ::s .g ::s ~ 0 s s ::s a 

',:)"11ll:::'< E.(1Q Ill~ Otl 'O $l) (1Q ., 
?i' ~ ;;;· '"O Cl ~ §. § fil Ill Ill g, Ill "' ..... a. .... 3 0- = $l) ::s c C/l ..... .....::, s § Ill E; '< ... (1)'0$l) 

g § ~ ~ ;;i § is '"O '"O !:l. Ill ',:) ~ 
c,i ro ro 'O § ::s :::, § 'O. ~ fil fr Ill a..., ::s Otl w ..... s a· §.., ~ ~ ...... '"O~~;;i;:, erCOQ .... c ::s 3 a t: $l) ;:, 'O ~ c.gf ~-§~ C" 

g er '"O Ill ro Ill :::, :=:ro ero.::s Ills .... (1Q ::s Otl ;,;".., §. § a· ::r Ill § 0... 0... Ill 
.... ::s ..... Ill :::, 

§ § fil~ o~~ gr~ ',:) ~ §.. t;:I.., .... §~ ~ ::s ., 
c: § Ill § § Ill 3 §.i C/l 2 Ill Ill "' ::s e- 
"' :::, 

,:/) io ,:/) Cll 

~ ~ ~ ~ 
II -e g ...... ...... ...... - ...... - - a b b b Cl 

i t;:I ~ ~ ~ 
0 0 0 0 ,,... 
::,;- ;,;" ::,;- Cl e, e, e, ;.,., 
jl,) jl,) jl,) 



...... 
0\ ...... 
I 

~ 
~ 

.i:,. c..:i l\j ~ 
~ ...... c, (/) 'O 'i:l 'i:l 'i:l :,<::'O :,,;- 'i:l a.:,,;- 0.'0 ",;) !:l (1) (1) (1) (1) "'1 3 3:::, 

~~ 

(1) 1:1) c:: (1) 1:1) (1) 1:1) (1) (1) 

~ £ fr~~ :::, <!9. :::, :::, :::, 'O 1:1) OQ 
~ ~ gi ~-& ?i' 1:1) g, 1:1) 3",;)f.rg. ...... a. ... ;a Ql 1:1) "'1 a. ~ § 1:1) E; Ql t: (/) -· -:::, § :,:;'-- 

a ~ Ql §i for gi 'O ~ Ql (/) 1:1) Ql 
'O § :::, :::, ... ;;J:::, :,<:: (1) Ql § ~ ~ :::, 'i:l (/) a. Cb (/) 'O c.o §2~ OQ (1) 1:1) Ol £~oi:,,;-fr ,_ g_l:I)~ (1) @ ;;J:::, 3 -· a. e :::, a ::, (1) 3 :,,;- ::, 'O a. Ol 1:1) <, 

~ 
O'" Ql Cb 'O =-= 1:1) OQ :::, § 

O Ql Cb §:::, t: ...... o.O. :::, a.::, OQ (/) 1:1) 1:1) 
-· Ql OQ o oi s· Q)Ol(l)C:: grg: Ol 3 ::, OQ :::, ... 'O 

:::, ;;;· gi gr I "'1 
:E ::, :::, "'1 ... 2'.-a ~ 
1:1) § § "'1 c: Ol 
(/) Ol (/) "'1 
Ql "'1 1:1) 1:1) 
::, 1:1) a: ... ::, 

Ql 

U'J U'J 

~ 
U'J 

~ ~ ~ - - - ..... - - > > - ..... > > O:l ~ O:l ~ 0 0 0 0 :,,;- :,,;- :,,;- :,,;- ..... - .... ..... ..... ...... 
~ 

.... ..... 
~ ~ ~ l\j l\j l\j l\j 



I - °' I:'...) 
I 

~ 
~ °' 01 
(1) 
<-+ 
i:l. ~ frfri ei ,...._ 0. ~ "Q p II Cll (l) .... s j ::i a°'~ ::i .g ;:I ~ 0 "':::]. ~ S:~ E.l)Q ~o.:i ?r (l)(l)"'~o.. c § fG ~ ..... 
Cl' c: ii> :l c Cll -· ::i--::, 3 i ~;;rfG~~ \..JC 
~ ::c ~ "Q "' Cll ..... ~ ::s Cl) (l) (1) w l §ii~§ ~ 0. s ::!. ...... .._,o..:l~ -· ::i ercOQ a 

C~§~'O ~ c. :,;- a Ill ~ ·~ .... er" (l) tv ::;: (l) er c, ::i ~ 3 ..... ~ :,;- 2 §. ~ ~- :::;~~ B ::s ::s 
:3 § (/) :,;- 5~~ ~ ~ ~ 9~ :::; t:,:; § r+ ~ ~ § ,... r+ i ::::, 2 ~ - ~ :::; Cl) 

~ U) U) 

~ ~ ~ - - i - ...... > > 0::, 0::, a 0 0 :;,;- :;,;- 

i - - - - 111 ~ ?>- 
Ill "' "' 



tv 
0 
tv 
t,J 

i tv 
0 
tv ~ I 

....... tv ~ °' 0 
tv co 
(JI I 

tv 
0 
tv 

°' ,-.. tv 

~~ 
0 "'Cl w ..... 
.::., - 
,-.. u w- °' - ,_, ..... 

~ <: ~ 
~,-..~ ~ tv 
'-'O w 

~ "'Cl 

~~ t ?; 
< 

-­ .......... 0 t;O 
.!"' 



~ 
~ ~ c.:i 
ni a en 'O "O "t;j "t;j 
i::i (I) (I) (I) 

3 3:::, (I) a s 'O Ill OQ 2 OQ 
?i' Ill:::,~ :3 ;:J .... fr;;;, E; ;s C)" 

~ 
:::, ~ Ill §i 'O § :::, 
Ill 'O :::, to :::, ;::i (I) OQ ....... S" - :::, (I) 

a -·§<re 3 
~ OQ :::, CJ o.O. Ill :::, --Ill OQ :,:;' =-= Ill Ill Ill :::, ~:::, 

Ill en 
Ill :::, 

~ ~ U) ~ ~ U) 
~~ ~~ 

...... - ...... ...... ............ --- _ ...... _ 
b !" > ... 

o!" > ~i~ ~-1\J ~ 
OU) 0 :,:;' :,:;' 
:,:;'~:,:;' 

0 = 0 = ;.. = ?> ;... = ;> 
("'.).!" n r 
~ U) ~ U) 

~~ ~~ ........... -- -- -- ()ti:, ()ti:, 
r r 



I ...... 
O'I 
(Jl 
I 

-- -- 0tl:l 
.!"' 

CJ1 



I\) 
0 
I\) 

(.,.) 

i I\) 
0 
I\) 

-!:> I 
I-' 

I\) ~ 0\ 0 
I\) 0\ 
01 I 

I\) 
0 
I\) 

°' ,......, 
I\) 

i~ 
(.,.) ...... .e,- 
,......, 

H 
c..:i :::I e- 
,......, 

~~ 
'> ~~ 

'f=<! '-' 

~ 
~ ~ °' (1) ...... 

~ 
~ ~ 0. 0-'0 ::,;- "' ~ I s:» (t) s:» c (t) 

~ § ::i30.s:»:, 
?i' "' ::i. s:» s::~ ...... r ct>(t)"tls:»o. 
o- ;-- ::, c:: (J) -· 

i '< ..... (J) 'O s:» a § s:» ~ '"1 s:» 
!\:) f!l. s:» ::, 
c.v §'2~~§ 
i-... "' 0. :l s:» a ; c s:» s ~ 'O 
~ o' '"O (t) :::: (t) er 0.::, 

::,;- ;:i §. s:» S" (":) 3 ::, OQ 

~ 
§ (J) ::,;- 

~ s:» s:» tc '"1 ..... 
s:» s:» § § 

I ::, 2 s:» 

~ 
to 0, (/) 

~~~ 

I --- --- ... 
o~> 
~JI) ~ 
O Cl) 0 

~ ::,;-~::,;- 
0 0 ::::: 
~ ;... ::::: ;> 
r;; (") ..... 

0, (/) 
1-1 

~~ -- -- 0 0:, ..... 



I ..... 
0\ 
--.:i 
I 

• • 

0.. 
§ 

• 

- - (j 



II) 
0 
II) w 

I II) 
0 
II) 

I -1:> 
t-' II) .. o- 0 CX> II) 

CJ1 I 

II) 
0 
II) 

°' ,...... 
II) 

~~ 
~ ?; w .... e- 
,...... 
f:5 ~ 
~~ 
~ "' w .... 
°' - .....,- 
,...... 
~ ;;;! 
~ :i:: '> ~ ""l:l 

-e < '-' 

::, ',:I~ :E g;: ()Q ',:I t:1 :E g;: ()Q ',:I t:1 :E g;: 9. :E g;: 9. Cl) Cl) ~Cl)-· ~Cl)-· 

3-3 ~o-::S 3-~ ~ O"::, '"I ::s ~ O"::, ~ O" ::s ::,;-c ::r~ sc~ i:fc~ c Cl) ~ c c C/l ~ 'O c C/l r+ "O C/l r+ "O C/l O" ::s 0 !!. O" 0 - O" 0 ..... ""l:l 0 ..... ""l:l § ro O" Cl) § O" Cl) § O" Cl)~ O" Cl) c:: -· ::s -· ::s -·::, -· ::s ""l:l OQ n. 
:,;:, :;;o ~ ~ ::s 

~ °' Cl1 
~ ?" ri 

""" """ ~ 
""" ~ II) 

Cl) ...... 
~ "d "d "'d ',:I = "'d >-l "O ~ :S:"'1:1"'1:1 ~ ....... "' ~ ~ 'O ',:I ~ n Cl) Cl) 

~ 
Cl) Cl) Cl) 

~~~ ~Cl) e?. Cl) Cl) :::!. ::, ::, -3::, a a ~ 3 ;:!. 3 s i ~~ e- ~ ()Q ~ C/l ()Q ::, O" ! ~a-a ::,-~ Cl) ::s O" ?i' 3 3 [ 0 ~ 3 5· =-=~ i ()Q ~ s ;I ::s ::s 6f::S "O O" ~ ~O" '"I ::, O" e?. ~~ ii §§ ::, ~§ ~ ~ § r+ o,9 
~ t:1 

r g § e § s .... :s:~ ~c~ >-l ()Q fll 
Cl)~ ~ (.,,) ff. ()Q ::, 'l;;· ::, ~::, c C/l ::s 3 ::s a ~ 0. N 

~ !;; 'O 1 Poi"~ a [ ..... o:l 
-· Cf.) ;;: § ;; ;§ C/l '< !!.. ::, ~ ::s - ~ ~~~ ~ '"I Cl) ~ ... ~ 0. ;:::;: C"' -§ ~ :,;"'O (I.) ::, g ~ ~ - c c ::2~ c Cl) f o:l 

~~ 
fil ::,- 

~ t:1 5. ~- ~ c:: 8 § ::! 2 i 0. (')~ Cl) ()Q >> 
~ ~ 

::, '"I ::,;" =- 0. ~ I' ~ ~ u o ..... ... ::s ::,- § ! ~ 

! Cf.) (/.) =~~!! s!~! ~~ ~ ~ • 0 0 !' ::,;" ;,,;- ; E 
.... - - .?- = ;::: = == 

o:l .... __ .... - - ~h;; (j > (j ~(i~o,;> 
~ 'O ~ ~Jv~o,o, =~°'°' ~ 

I 0 0. 0 -a.Cf.loo ·o-- 
~ 

;,,;- ::,;" t:;1;,,;-0 0 ~ ~§ ~;,,;-;,,;- . ;,,;- ;,,;- .... 
~ - t:1 - - 

...... .... - ........ i,,,.,,i~ 0 0 0 tv c.n~~ ~ t::i:l(i!""'!""' 

I ;,,;- ~!'°"'~(" -· °'(" II) - II) (') .... ~!" .!'"' ,!"' - -~~~ ~ := g. 0, 0, 
~ 0 - _. ·::, 00 9 II) t:;1;,,;"00 !'! ;,,;- ;,,;- -"""" tc ~"'""" ....... 

II) -- ~(")""'""4~ .... .... 
0;.. °' > ~~ ::,;". . . 

.II) !" .II) .II) 



0, c :s: z 

I 
1--' 
O"I 
\0 
I 

~ 
~ tv ~ 
~ 
~ r:IJ :s: Cl) '-'O a: r:IJ I=) 

e!.. (!) ~~ § n e!.. s 
~ 

::, - ll> -· = ~ (!) .., Cl>:::, n ., x- 
::, ll> -·OQ = ~ .... 

l)Q ::I iii " Cl" 
t::, ll> c:: Cl> p.:) ~ c:: ~ ::r 0.. 'O iii ;· ,....., ll> (!):::, -~ 9". Cl) ..., ::, 3 

~5 
w 

~ ll> l)Q '-' er '"3 (!) c a ; :s:ro 3 ..... ~ ~ ()"Q O" c ... '--" ll> 0.. '"'i ~ ::I§§ 
()"Q l)Q ... § ~ 00 s ~ 

~ 



II) 

0 
II) 
vJ 

~ 

II) 
0 
II) 
~ I 

1--' II) .... -...J 0 0 II) c.n I 

II) 
0 
II) 
0-. 

......... 
II) 

~I 
w- .e-- 
......... 

H w- a-- ._., - 
........ 
II) ""'3 o> 
~~ 
~ "ti 

-e < ._., 





II:> 
0 
II:> 

c,.) 

I II:> 
0 
II:> 

,ll> I - II:> .... -...J 0 I\J II:> 
(J1 I 

II:> 
0 
II:> 

°' ,-., 
II:> 21 ~ 
II:> 
0 

c,.) ...... e- 
,-., 

~~ 

1~ 
c,.) - °'- ......,- 
,..-, 

§~ 
'> ~.,; 

,e < ._, 

- en ...... en o. en - en - en - en o. r.n - r.n ~~h~~~~~ b~h~~~~~ 
rv ::::.!" ~ ~:::::.!'? = iv,..... .. ~,.....~,..... .. "?1-4 

. 0. - 0 . . -o.-o~ ~ 0$:l)h""o::i > b§h""o:i > ~::, tc ;::q~ ~ tc tc ;::: ~ i 0~i 0 - -o::,o ::,;' O i. ,.. - ::,;'c.,.:, ...... ...... ::,;' ..... S'?- ~ ,....... .... ,....... ...... ...... ...... ~ - ?> ...... 
~ () ~ b () ~ .... ;... .!"' .... ;... .... 

0. ;... . 
fr 0. 0::, Cl) 0. 0. 0::, 
::, § 0 ::, $:I) § 0 ,.. 

0::, ::, ;,,;' ~ ~ ...... 0 tc tc ...... i ~ 0 r- 0 ~ 
,.. 0 ~ ::,;' :,;-- ::,;' 

II:> II:> 

.... .... 
...... "O i ...... "O $:I) Cl> $:I) Cl> ::i.::, ... ::i.::, 
::, O'Q ... ::, O'Q O'Q Cl> t:, O'Q Cl> 
$:I) s ... $:I) 3 ::, c:r g :::, c:r 
~§ @§ .... O'Q Q" ::, O'Q ::i. $:I) ; 3 § tr ::, c <, ... 

-·'- fll 'O fll 'O -·ro -·ro ::, $:I)::, 5· ::;· s· 
O'Q 3 O'Q ,.. -· ::,;' $:I) ::, $:I) .... s § § 

• • • • • 

~ 
~ 

.... ~ .... 
('\) 

i:t 0. f!l. "O g "O 

t O fll Cl> Cl> 3 .... ::, c;;- 
Cl> 8 O'Q 

~ 
.... 

c,, Cl> Cl) s =·'O 3 ::i. 
::,;' Cl> c:r II) Cl) 
.... ::, § ~ ::, 

f5 Cl> O'Q ~ ~. Cl> O'Q ::, c.o e [ § ., 
OQ en --.. fll Cl) <, ~ s C) Cl) Cl) 'O - e f5 .... ::, Cl> - Cl) 2. II) c ..... ::, ~ 

., 
:::.O'Q t, -·gr e: § s .... CTQ> ..., 

O'Q g.::, ~ ::,;' 

g. ~ 

~ • § s fr g! 
::, ::, c:: ~ O'Q • n Cl) c:: 

= 9: 9: 00 
I!. en en 
e 

~ ~ - II) 
Ill - ...... 
= r- r- 
~ 0 0::, .... 0::, 0::, g. 0 0 ,.. ::,;' 

~ ...... ...... -- ~ = ~ ~ 
~ .... c.,.:) 

~ = n a. 
~ 
~ 
=- § 
= ~ ;l 
§ 
g 
~ 
"" 



I ...... 
....;J 
w 
I 

~ 
?i" 

~ ~ ..... 
~ p ,.... "g "g "g s (1) (1) (1) (1) 

?i" ::i 3 3 3 ..... (1) 0- O" O" o- :l II) II) II) ,.... ;:s ;:s 
~ ~§ :, 

()Q § § (.,J 
(1) § II) ....... s ... ;:s II) 

C) ;:s 

e c "g 'O 'O 

§'~ ii" ii" II) II) 

§s 'O 5· (1) 

~ 
'"I a. 
~ ,.. 

r,, ~ 
II) 
;:s 

u:, u:, u:, 
~ ~ ~ .... - .... ...... - > > - > c::, 0::, 0::, 0 0 0 ::,;' ::,;' ::,;' - - - - - - ~ ~ ~ IIJ IIJ IIJ 



~ 
0 ~ w 

~ 

~ 
0 ~ ~ I 

....... ~ .... -...J 0 ~ ~ 
CJ1 I 

~ 
0 ~ 
°' ,....., ~ ~1 ',I 

t,) 
0 w ..... c- 
,......, 

~~ 
~ ;:c 
~~ w- °' .... '-" .... 
,......, 

~~ 
~~ 
~'"d -e < '-" 

~ ~ ~ ~ 
C1) ...... 

c,, '"d ~ $:)... c,, .-+ '"d ~ !:) Q) ('l) l!j ('l) ('l) ('l) 

I :=- ::s 3 3 ::s t: ;:; OQ i ('l) 'O OQ 
?i Q) ('l) ::s Q) ('l) ..... ::s 3 ..... .-+ 3 tr c,, O" ~ 'O O" 

~ 
i~ i Q) ~ § i c OQ qQ) OQ 

<...) ~~ "O :3 § ...... .., ........ Cl.l'O <, 
C) 'g 

~ 
'-" § 'O ; ~ ::s OQ ('l) ::s s z § s· 

OQ i OQ i £ £ .-+ .-+ Q) > Q) > :::, ::s I I • • • 
..... Cl.) ..... Cl.) g. Cf.) ..... Cl.) 

~ 
~~Cl.) 

~ b~h~::s~~~ ~ ~ 
Cl.l....,,.... . ~ ... ""1i--12!t-1!'?....., ~ ~ ........... I "'"""" HOt-1 ........ i ~> c,g.h ,.,..~ > 
- t:1:1 t:1:1 t:c ::s t:c := 5!: 0:, 
....., __ 

0 • 0 0 
- - t,::10 O,.,..::,;- O i. ,.,.. ,.,.. t:c .......... :,;- w ...... ..... - - I - ................... ..... l!j o~> - ..... . ?> b h ?=' :,;- .. 
;.... ;.... ..... .... o~~ _... 

c, • t:1:1 t:1:1 c, 5!: .... -- c, II) ' 0 0 Q) Q) 0 ::, ,.,.. :,<;" ::s ::s :,<;" 5!: -- ~ ~ ..... - - :--< 0 ~ ?> 0 0 ?=' :,<;" 
:,;- :,;- ::'? !'? ~ 



~ ~~ti:! ~O" "1:l t:, 
ll) ~ O" -e ll) c :;i:, s· :,;--'O (J) c ti:! 

ll) ~ 
ll) 

;;;- - 'O t:, (J) 

- (I) O ll) 
~::, O"- 

~-("[) ::, 
~ "1:l c: 

~ 
~ I-' ~ ~ .... 

"C ~ "1:l (J) "1:l $'.:) (I) tr, Ill (I) :::, -::, s OQ 

~ 
E; OQ ?i (I) Ill (I) s 3 :::, 3 

O" 

i -0" 
~ 

Ill (I) Ill :::, a s OQ -·oo v.) § (I) Pl ..., :::, ...... 
'-· <, a 
Ill ; 'O e ~ (I) 

:::, 
(I) s· 
~ i OQ 
::,;-- s c - Ill Ill 
[!l. ; :::, 

• • • • • 
pcn~2cn2cn2 

~ ~~~~!~~~ tl:lgii,lll~P:,~11) •. 0:::, ~- ~- ~- 

i 
......... tv ...... -~ ... "? ...... 3s::lll-P:,-P:, 
...... ;,...,i O ~ ~ Op:,g-;ii,hii, t,~();,;"Cl:I > 0.. (J) •• :::, :::, 

ti:! ti:!~~ ~ ---~~ ~°'t:, 
Cl.) Ill Ill~~ a at:i:10 o 
~~:::, O"cns:: ;,;- :>l'"w ;,;" ;,;- 

....... :::: ... . ;:: ::: :::, q. ~ ~ 0 ....... 
?>- ~fr>-3 g ?" ~ 0 ?' 

I .!"' ..... >@.g (I) =::i:: ..... ..... a. 
0.. <, § 0..t,lll 0.. 0.. cg Ill 
ll) c... -· - Ill § 0 ::, ::,:-c cn··i;;- :::, ;,;" ~ ~?i ~ &. ti:! ti:! ..... 

0 -- 0 0 ?' :,,;- ,_.. ::,;-- 
IIJ 



~ 
0 ~ 

v.) 

~ 

~ 
0 ~ ~ I ...... ~ .... -...,'] 0 O'\ ~ 
01 I 

~ 
0 ~ 
°' ,......, 

r,J 2:i2 
~~ 
0'"1:1 
w - ... - '-' 
,......, 
~ ;i2 
~ ::r: 
~~ 
w- °'- '-'- 

,......, ~....., o> 
1~ t< '-' 

c.v ~ 

.._, ....., 
('!) ('!) ::::, 3 OQ 
('!) 'O 
3 s:,, - O" tt1 
~ ~ OQ :,;" s:,, c ::::, s:,, 

'-· ~- s:,, 

~ 
rJ) 
('!) 

(Jl 3 
('!) ('!) 
'O ::::, 
('!) - 0. s:,, 
~ iii 

• • • • 



~ 

"" ~ 9 c.n ~ 
C1) 

::, 0.. '"O 
~ s a '"O 

Et 
~~0 (1) 

p 

= ~ 
a ~ 

§3~ D,) 

i er 

f 
p:, 

?i" 
::: (D ~ i ::i s 
::i a p:, ()q 0..'0 ::i c e § (1) er :s 

()q ::+ p:, I:"' i t § p:,,.... 
(;) 

::, p:, ..... 
'"O 

...... 
~ ;. = =.. ~ s (1) 

C) 

::i 8 £~ § ()q 
p:, ::i Pl ~ 3 ...., ::i 

~ 

p:, § 5" ::, 
()q 0.. '"O ~-§ 

! ~ (IQ - s: ~- 
t:,!:1:!,=en 111:1 en 
;..oo:,~ 

~ 
~ 0.. ;,;- . 

§ t,,,,,.4"' lo-i ..... """"4 .............. - ~0~ 0:, ~ > a-"? S:! 0.. p:, ;,;-o..-o :::, t:, p:, :-' ;,;- en ::, (") - 
~ ;_, ~ 0:, -- _c:,:, o· - ;,;- ... - - - 0.. ('.) --p:, .. :::, 

Or.> 0:, 
C:,:,'"' - -o..o Op:,;,;- 
;,;- ::, 



...., 
0 ...., 

(,\) 

i ...., 
0 ...., 

I ..i:. ....... ...., ... -a 0 CX> ...., 
CJl I 

...., 
0 ...., 

°' ,...., ...., 

ii w .... ... - '-' 
,...., 

~~ 
~ 'o 

c..., - °'- ......,- 
,....., 

~~ 
~~ 
..i:.- ~< 

~ 
~ w N 
(I) ..... ~ P.. ~ u, .,, p .,, (1) (1) s (1) ::s - ::, s Iii (1) (1) 
?i' 

~ 
s OQ ..... O" 'O fl) C)" fl) fl) Cll ::, 

~ - fl) 

~ 
OQ ::, s OQ .,, 

VJ 
~ 

(1) 
N § ;::!.. 
C) 

~ a. 5· 
C) 

~ 
0. t\) s § O" OQ fl) = fl) 

~ ~= ::, 
0 Iii - fl) = 

fl) 0. ti:, ::: u, u, ti:, - - u, fr~~;>~ ~---~ 0 •. 
:,;" !" ?> ti:i~-"' - ~~ ... tv ... ~""'"'1 ~o ~ .... lo-j ~ ~a.en~ O;,;-b:,U,• ;,;-_. ~> t:H1fl) ~> tH"'~ ti:, ti:, ... ::, 0:, 

;...0r.n .... o 0. 0:, - 0§ --o o.!'? ~ !""' :,;" ;,;- 0 r- ;,;- 
fl) 0. t,j ::: ;,;"o:,- 
::s fl) t,j • !='~:::o:,~ t,:,::J:::-;> ... 0. - oU>n~ ... o.:,;-!"O ... 

fl) ,....c..., ;,;-0. ;,;-~ti:i:::fr ::, -·· - fl) (')u,!""'::, o o· :i ~isJ ~!"o:, . ::::,;-!X't,:, ~. ~ ~ - ~-· ...... 0 · o-a.o 0. - t;;J ;,;- 0§ :,;" of)) !""'o ... isJ ::, () ;,;- 



~ 
~ 
& (!ti :-+, rt> 0. f') !='" i::i 'O CJ"~ "' "' "' (1) "' ;;ii:: "' "' s (1) Ill (1) ::, (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
;,; 3 2 3 s· 3 ::!. 3 -3 g. ...... i:-a CJ" (1(l Ill :, CJ" E; CJ" tr ::;:('1) § ::,,;' :,,;'O(l § Ill Ill Ill 

Ill Ill ::,,;' ::,-::, :, 
~ § 2"°§ ..... a a (1(l §§ (1(l 

CA) -Ill § § § § e 
Ill (J) :, ...... ::rg, - c... 

~ § Ill Ill 
C) Ill Ill e, ::, :, 

~ 
:, ~ § E; ~ j ..., 

>-3 Ill Ill ia: ::r: (J) 3 3 3 c: Ill Ill Ill Ill 31»' Ill ::, :, :, ::, 
(1) c: c 

~ ~ §:9 ..... c c: Ill 
-· CJ" '-' 

Cl.) Cl.) o.- Cl.) -Cl.) Cl.lo,--~ -Cl.lo::,CI.) (1) 

~ §~~ ~~ ;:::;- ~--- h~~~ 0 •• 

2 ::,,;' ?' ?> - ~-"? .... -~ - ~"'""".,f\J..,,"? t,,-4 !\J """'"4~""'"4 - ::,- (") 0 0. !:""' - :-'hfrCI.)!;: --- o, : . .. 
~ 

::,,;'§ > D,) > ~ ?' > "O i:::, 0::, ::, 0::, 0. ::, ~ 
D,) .... 0::, 0::, .... 0::, 
a. • Cl} - Cl.)- ~o.o::, - -a.- 
D,) ~~~ ~~ 

o§--o O Q.l O 
::,,;' 0 r- ;,;- ;,;- ::, ;,;" 

0::, ;,;'o::,- - ..... 0 .... 
9~==t,:,~ -o::,- - :== ~ ;,;" p ;> .... 0. - (") 0 ~ - c:, .... t,:, .... 0.:,,;-9'0..,. ;... ;,;- ~ - t,:, 0. Ill .... w ;,;-0. 0... =:::::: ... 0 0::, 0. -Ill ::, _ .. -D,) 

D,) • Cl.) 
-Ill 0::, (")Cl.)!:""'::, ::, t,:,~ ~ 0 :, ;,;" 0::, ;,;- 0::, -- ~~~?'o::, ~~ 
c:, - r- 0 o .. J'"' 0 0 0. ...... • 0 ?' ;,;- ~a.==~,,. ;,;" Ill -- .... ::,,;' 

.!'? . § (") 0 ::, 0::, r ;,;- 



I 
....... 
00 
0 
I 

~ 
~ 
n> ...... 
~ ?" ~ s 2'.~ 

'-· (1) ?r P> ::, ...... c: OQ c:r 
:,:;' (1) 

~ Q. 3 
P> tr U) § ...... 

OQ a gr 
~ ::, 

:,:;- 
0 ::i. a. 
0 ... 
2 
P> ::s 

OQ 

to 
(1) 

i: 
~ 

~ 



II:> 
0 
II:> w 

I II:> 
0 
II:> ~ I 

I--" Ill ..... 00 0 
Ill I--" 

CJl I 

Ill 
0 
Ill 

°' ,...... 
II:> 

~~ 
~~ 

c..,:i ...... .::,- 
,...... 

§~ 
~~ 

c..,:i - °'- ~- 
,...... 

~~ 
~ ?; 
-e < ~ 

~ "" ~ ~ F ~ 
(I) 

i:t si ~ "'d si z '"c si ...... 
p ('l) p, ('l) ::::!".~ 3 ~ E :::, 

~ 
en :::, (JJ - :::, ~ (JJ ~ c5·~ ~ a. ('l) ('l) (l) 

?r "'= .... ::::, 8" p, ::::, 
2.~ p, ::i:: ~ :,<;' ('l) ..... ~ § ::!. e. ::i. ~ r:: 0 O'" 8" p, p, g p, g § :::, 0 'O a.::,;- a ::::, -·r r,, -:,<;' :,<;' ;:::. t\) lo-4 

~ ~ 
~ ('l) p, p, (JJ 

(..) §' ~ > ~ 
::r ::::, ::::, (i;" 

....... 
~ fr ~ &. ::,;- 2";i a 

~ 
r,, C' p, 

(JJ ..... (JJ ... § ~ 03. >-l e p, p, 
p, ::c ::::, ::::, §~ ::c >-l ::::, 'O 

c p, :,:, ::i. .... 3 '< 
~~ § § § 

~ 
()q :,<;' 

0 ..... 
p, p, .... 

t,CIHJ'.l Cl.) Cl.) Cl.) 

ill~~ ~ ~ ('l) 

t c -- - 2 -- - bn 0:, ::r 
t,:j'O 0 

~ ~ - p, 
;,;- 

0 0. ...... 
:,<;' p, ~ = ~ ?>- 
t,O .... . ::,;- .......... 
o.~ 
p, (') 
::I • 
0:, II:> -o. O p, 
:,<;' 



I - (X) 
I\) 

I 



I\) 
0 
I\) 
w 

I I\) 
0 
I\) ~ I 

I-" 
I\) 

'"" 00 0 
I\) v) 

CJ1 I 

I\) 
0 
I\) 

°' ,-... 
I\) 

i~ 
t.,.:) ..... 
.!::, ...... 
,-... u 
t.,.:) ...... e ::l 
,-... 

~~ 
'> ~"C 

-e < '-' 

~ 
~ 
(\) ..... 
f:l.. "ti ..... s:~ $:) Cl> 0::, c cn r~ 0.3: s: ~ s ..... 

3 ~! Ill ::s Cl> Ill 
Ill ::s '< ::s Ill Cl> Cl> ::s ?i Cl> ::s O'Q ::s 0. o.O'Q ..... ... Cl> ::r 0. Ill O'Q 

Cl' "' Ill ~-3 Ill"' ::s Cl> r- -·-·C: 
"' :i. _.., 

Ill fr c: Ill Ill Ill 
::, Cl> er Ill-· Ill r o ..... B Cl> 3 Ill '< Cl> ::s :::::-: -e Ill 

Ill~ c:: Ill 
.., Cl>§ 

g. ~- Cl> ::s z-· ..... <.v ::s O'Q ::s -· Cl> ::s s "' "a ...... Cl> 0. 
o§ 

Ill 0. Ill 0. 68 ,r .., 
0 

::, D> ::::, Ill 
?§ s s trJ~ ~- ::, ~cn "C) ::s B t, 3:: "'-· Ill Cl> "a "a :i. CO ~ 0 

"a~ .., Cl> Ill :,;- Cl> ..... 0 -· ;:i 
Ill Cl> ~a a· c:: ::, Ill Cl> :i -· "" :i.3 ~- 5i ·::::, ;::.· 
~.O'Q ~ 0 ~- 0::::, Cl> ~· :i. ~i£ Cl> jg ~~iii" 

::, Cl> C) g?. ~ ..... Ill ~ ..... 
O'Q Ill Ill§ 3 c, 5. ..... 

Ill "' ::::, 

cn cn cn cn cn cn 

t e, ~ Cl> ~ ~ 

l l 2" 2 l ~ :::r en cn cn cn cn cn 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 



I - 00 
~ 

I 



I 

>-' 
00 
CJ1 
I 



II:) 
0 
II:) 

c,.) 

I II:) 
0 
II:) 
~ I 

1--' II:) .... 00 0 °' II:) 
CTI I 

II:) 
0 
II:) 

°' ,......_ 
II:) 

11 
c,.) - 
,!:., - 
,......_ 

~~ 

1~ 
c,.) .... 
Cl\ .... '-' .... 

,......_ 

~~ 
~"d 

-e < '-' 

~ 
~ of" 
(1) .... 
$:l. 

~ r.t:J r.t:J ~ $::> c:: '"ti 'tj .,, r.t:J ~ s ,,. ;;,,;- = - Ci) Ci) 3 r.t:J § (1) ~::, 

~ 
p.i' p.i' II) 

?i" r./) § c::OQ 2 Ci)'< .... ;;,:: Cj" ::r ~ e: i !!!. 3 g 8. 
~ 

0 
0. :I:; 0.. ~- e £ ..,. 

~ Ci) 

v.) 3 II) §~§§§§ 
...... Ci) ""g ~~~-~ 2i .... ('D a Ci) - 
~ 

::, II) 
'< 3c.i~~~~ 
~ ~ 0. (1) ,,. iii 

!!!.~ ::, a:: Cll § § ~.?' 1 (1) c:: Ci) 

i '-':;i:,&.::, 3· 
§ ~ ~-§ § Ci) ::, 0. ::,- OQ ..... 

~fr~=~ ti:, 0.. tJ:l r.t:J ...... C/'J U'J -c.i -~ b~ (1) 0::, 0 ;> 0::, 0 [ ,,. tx, ;:,,;" ::,:' 0:, ::,;" c,o:::.."? - o--- o:l - 0 ~;....,t -- !')::~!; ;..:;?>> o· ::,;" ;i. 
U'J t""' S'? t,:, o.- 11:)'0 t:::J~ 
~ P! ... o Ci) (j •. Ci) ;.. i ::,. U'JO. II:) ...... ,,. 

t,:,.11? ~ Ci) o. ..... 
~ b:, = oo.. ~ Ci) - ::, . 
Ci) ..... t,:, > :,,:-Ci> -o t,:, ;> ::s '""'o· ::, ...... ,,. 

-11:> r.t:J (j ::,;" .... or.ri n- 0 •• 

~ txl - fr . ~ - ,,. 0.. 
0 r.s ~ ~~ t, ~ 

=::,:'~t,:, ..... o,... 
~ UJ _,,. 

• t,,.,4r\J - o-°" ~ o-o..o -c.i (j Ci) ,,. (j ::s 
;.. ::, ;.. 



I ....... 
CX> 
--..J 
I 

~ 
~ ~ ?' S11 
Cl) .... 
!:).. 

~ ~() § Z"'O ~ ~ ('!) $l) 0 ('!) UJ t: ::s ::J :3 ::J ::J ::s £ ?i" II) ('!) 'O II) ::c <ra II) ii,' .... ~ ::Jc ("} ..::: :3 i CJ" ni ~ ;i i ~ '1 $l) c:r 
~ B f:). ::r ::J c: § : ........ _ 

UJ ::J 

~ 

OQ VJ 
§ ('!),... § ...... a..('!) 

<:) $l) ::, OQ 
~ ~- ::i::, B § c 

$l) $l) 
f:). (JJ ::, 
§ OQ 

-3 c.., ('!) 
II) '"1 

0- I'll ,... 
II) ~ 

$l) 

- UJ ~ - - en a..o::,-UJ 

~~ f;h;~ §i~~ 
II) - 

II) 'O 'O UJ .... II) $l) $l) ..... ~:--·· ~ - a.. c, :-' b ?' UJ :> $l) $l) ), 

:::S'? ~ ~ 1:1:l 1:1:l 1:1:l 'O 
0 --Sl) 

c,UJ-o 0 0 0.. ::,;- ::,;- ::,;- $l) ~-~ - = ::: t:Jj 'O 0::, - - $l) - 

~ h~o a..:::~~ ... ;....c'.,.) ::,;- $l) (") i ... 
c, ~ ... ::: ~o::, -fr 
$l) §fr~ 00:-'::, 
::J ::,;- 0::, 

i::i:,o r 0::,.-. 0::, 
1:1:l -"' - 0 - UJ UJ ;....:-'a..O 

i~~ • ("') $l) ~ ::,;- }? ::::, 



I 
....... 
00 
00 

I 

~ 
~ ~ .... 
0.. p UJ 'O '"O ~ 'O "g (/) 'O '"O ~ ~Cl> Cl> Cl> Cl> :,;-Cl> Cl> ""! ::, ""! ::, SI>""! ::, ?i o.OQ o.OQ - o.OQ .... SI> Cl> SI> Cl> SI> SI> Cl> o- OQ 3 OQ 3 :>,OQ 3 g SI> O" § O" ~ § O" ::, SI> 

OQ ::, OQ SI> SI> OQ SI> 
(.,,) SI> OQ SI> ::, §~ N 6. § ::, OQ 

C) 0. § 0. § 
g § ~ SI>(/) § ~ ::, SI> <.....,@ <.....,@ 'E;· @ ~::, ~::, (/)::, 

SI> SI> SI> SI> SI> SI> 
(/) (/) gr gr 
S, S, 

O.UJ tc UJ 

§ ~ ~~ UJ ~; - - -- ii . . > 
:::tc .... tc 
b:, 0 o.- 

SI> 0 
tc ;:; ::, :,;- 

~~ 
tc ::: o~ .......... :,;- . .... ....... -· ~~ ~ UJ 

ro 0 f;~ :,;- 

?' - ...... 
II:> ii 



I 
1--' 
(X) -o 
I 

~ 
~ 'P ~ n) ..... 

'O ..,, § en "Q 
~ 

~ 
$'.::l ro ro p., ro s ::s .., ::s ::s s p., O'Q ro O'Q ti> ::s ro ti> ?i' -<n 1 p., s ~ ..... s: s Cl' 

p., O" 'O O" I e ;;J § ~§ p., O'Q ~ p., O'Q <.o 
~§ 0 :::, p., .... 

~ 
- ::, 0 

~ 
Sl 0. a .., 0. 

~ 
p., p., § § ~ :::, :::, 
{!j ... 

'O 0 ro ;:i s p., 
!!. ~- s: 
Q) 
>; 
Q) 
Q) 
:::, 

!! ~~~ 
............ en ~-- ............ ...... ...... h> 0:, > 

'O 'O ...... 
Q) Q) ..... 0:, 0:, 
0. 0. ooo Q) Q) tl:1 ::,;- ::,;- 
~~ --- 0 ........... 0 0 ::,;- .. ::,;- ::,;- ..... ?' ?> ............ ~ 11:1 :' ...... ..... 

~~~ h ;> 
t'J .... 11:1 -o 

a. i::,;- 
Q) = ;::= ::, . > tl:1 • • 11:1 (;J • 



I ...... 
\0 
0 
I - - 

I 

; = I 

f ; = ' I I 

e - - 

i i 
' ' I ; 

; ; ; :: : 



I 
1--' 
\.0 
1--' 
I 

II 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 

II 
II 

1111111 
1•1 
1•1 
I 
1•1 , •. 
1•1 
I 

111•1 I II 
111•1 
111•1 

I 
I 



II 
II 
II 
II 

I 
II I 
II I 
II I 

II 
Ill II 
Ill II 

11111111111111111111111111111111111 • 
B 11111 1111 1111 I I 
111111 1111 1111 I I 

' ' : 
.! 
l 

i 
' 

: : : . : ' ' : e : : e : : : : : : : 

. i - • - - - s i - • • . : ' . . . 
g - i : ! ! " i i € i i : • l i .. ------ -------11··----------- I 

I • I 11•1 I 
I 
I 

;::::;,:::::::~:: 



I - \0 w 
I 

I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 

11111 1111111111 I 
•111 1111 I I 1111 II 
••II II.I I 1111 I II 1111 II 

I 
I 
I 
I 
I 

11111 II I I I 
11111 I II I 
1111 II I II I 
11111 II I II I 

I 
I II 

. . . . i ~ i i . • .. . • : ' ' . . : : : e 

H [J f •J I tH f ! f if f !!p i I'~ ll l ! f ! {i ! I f H ff 'f i '! 1. • l; l , i i fl i ·i &l1 i i l 1 f 
i 11 , i ii . , n ' q ! ! ~ i • :; ; 

! ' I, j i I 111 ! { I ! i ! • • l f f ! ! n 1 p ! I Ii I 1t . ' 1 i 
1 

• :! I I • f • • u i f t • i '' l p: f ik l ' i i l ~ I • I ~· ' i t ; i : 
l i ; ' ! ' ' J .i H I ; l ! i i; : • J; i 1 ' i i J i 1 l ! l . ! ; • i f z. 

' f ! i ' , i r ; i ! • i. l j s ~ ! ' i J r • i ! :i ' I r • , . ; 
' i ! ! i } l ! l j • i i • ~ { • ! 

! • 
~~ ; . i : - - = ; a ...... 

~: ~ E E ' ;;! ;;! ; ; . ' 
e ~ ~ ~ 



- - - - - - 
H ff f l!f !f i; il i !•. H • J l .. i f 

i : f l s r n ? • I i ! ' l i 
l .. 

' I ! '. I ! i rr I ' ! ! r 

;!"i.~ l!:~ • ::: :: 



I 
i,-. 

\0 
CJ1 
I 

i ! • l 
f I 
l ' , ' ! r 
'I .. 
J! . : 

1 

; .. ~ .. . - : :: i • 
:. :: :: .... 





: . . i s . : - . . " . I . ' • i • ! ! ! ! l ! ! ? . ~ r ~ i I i ' ! ; ; f ! ; . f ' l 1 i i I ; i i i ? f I 
. • i 1 t ' ; ; i ! t j ' ; l i I . I t ' • ' ! i . ? • • ; • 

J 
. I 1 i j ; t I ! i i ; l ~ ¥ i I • J I • i 1 } ' ! f ~ i • • I 

! .i 
l 

s = Hl !! ! s "'~ ! i s • - . . ' . ' . ,.:-: ; ; , , 
~~ 5 

!,i i~1 :~ ' ;j ~~ H $ $ ·~!i s ~ § ~ ' s ~-j l!l" . . ; ··.: -~ 



"? ? ? ~ !~ ~ . ~? € ; = - ? ~ - . l:: ; ; : : = . 
!s ~ E - = ~ - ; ~ E • ; • ? - = . = . : : : = c • 

- ~~ ? - E . = ; - ~ E € • : ~ s - = = = ; • : . .. . 
·~ ~ ~ ~ = € i € € ; - s a f - ., - - . - ; : . 

I 
>--' 
\0 
00 
I 

HPi ., ' I ' , I l e 
q1 
ii 
ii .. .. ! 
f 
i 

e r s ... :t ... i ... ;:;: e; _ 



•• 11m111111•1111 1llfdl 11111 •••• 11111111 .. 1111111111111111111111 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 1111 
II II II 1111 1111111 I I 1111 
II .I II 1111 111111 1111 1111 

Ill 11111111 
I I 11111111 1111 
11 Ill II 
11 Ill II 

I 
111-111111111111111111111111111 11111 IIHI Ill , 11111111111111111.- 11111111111111 
111 11111111111111111111111111111111111111 

111111111 1111111111111111111111111 
1111111111111111111 
II I II II 

l 
: 
1 
' f 
f 
t 
' ; 
t 

' i ' ! I c i I ! . 
! 

HI I 
ii ,· i '• I il' I ' . i j 

j 

! ! : : : .. : : ! 



? 
:~ - - - 

- ~ - 

I 
tv 
0 
0 
I 

; . . . 
H { i! ' ,, I 

' l li s .. :; :; " ' .. ; it ; n r 
H } l 

Ii ! '· . l ; . i I . l ' ! ' l t i t 'i ' l l ; l l r i ' i ! ! ' ; ; • l ; 

I • 

=~ 
' 



~ = : =~ 

: e =~ 

~ 
; 

- :;: • 

p e E E :~ 
; ~ ; - t~ 

= = = - - • ~ 
Ee ~~ = = = - - ;; 

I 
l'v 
0 - 

! = i ! : ! . i i - i • : : = ! ! ! I : : ! : ' ~ l l q I j i ! i r J J 1 ! f p ' i i i I i r i " • .. H .. 
f i f l • l ;: • '" .. . ' ' j I i ; t ; ji •• ii I • : ! i i ' r ! ' ,. i i h .i f I fl f ~ . ' i l l : if f !! yr H '! d ' ! ij ; ;t t ! I l J l q { i = if J ~i 1; • i r ! ! ! su i ,; 

! '! ;J ; i. ii I ·1 i; I i .. l l ~; ! ' ! • ! . I t ' I ! t ! j • ' • 

i - s - . • . . • . . ; - . - - - j " 
' . - - = - - - 



i ~ i$ ;~ ~i ~ ~ ~ 
e i~ i~ 

~;;: e ~ . $ Ei e E e 

~i f~ ;~ 
e$ 
; • 

~ £ ~ ~ s • . . 
? . a ;!i' i~ ;;? t . ;:, € $ ;; E~ i! ;~ £~ • s e • . ii • ;~ ,~ 

~~ ; ; 
;: ? : ;; i! tr ;~ SS • ~ ;~ Ej '!'? ~ ? i ? ~s E :: ~ ~$ .. 

i :i ;: e ;; ? • 
€~ ii ::= 

~~ Ej ,~ 
: ~ i~ i t ;; ; 

: ;s ;i ~~ ~i ~$ r ~ '~ ~ • ES • 

I 
tv 
0 
tv 
I 

! f ! f ! ! • ! ; 

~ 
~ ~ ..... 
P.. 
$:) s 
?i" ..... er 
~ : . 5 E H . : ; ; = 
c.u H I i i i i I r f ! r ' . ' ...... ,f ~ 1 ' ' ' ( ~ ff • ; ' . n j j j fl i i C) ii ; ! I I I i , r 
~ ' i ~ . ! ! !, ' i i! 1 i i H i I ! t } I I • " . i I r' ! '. ;i • • ; ' ' I I • : I ' I t 

f . 
} ! s • I I 

I 
; ; ! ! ; ; ; . 
i E ~ = = 



:; ? H ;; 

I~ .e :; . ;~ t:; 

• e E~ 
. ~;: :;;: 

ij :; €~ c; i~ .; 

:€ ~i Ei ~~ 
~; €i .. E~ 

:; ;~ .t ~~ 
~;! ~;:: 

•: :; ;~ g 
.f . ~~ ~~ ~g •, i$ i~ •: ,, 

ES .f i$ €i ~;: ~? 
i~ ; _: :s ES ;~ 

I 
tsJ 
0 w 

. = I ! ! !. ! !: ~ ! ! e . ! i ! ! ~ i t 
= 

i q H n ~ f H It f H f iJ ! ! ii i n i I i • H li • 1 l • '! n . r l H f i ' ~ f ! !! i ~ d·n .. i ~ I i ' i n f i f ' j H H f I . l'i ll ~ ; i • i j I B J n • • • • i l i { i i i ! i : ' • i I ' ~i t ! ; } t ' t • i ! H ! i I ! I I I ; J t •• 'I : ' i j p r • l ' r I ! • i i i i ! ~ I a • I ! ! . ' ' l i • i v ; i l 'I ! f l i • i • 1 • 

.. e ::: E ! ! s • ! - ! - : i :; 

~ ; ~ e ~ .. ~ ~ ~ ~ ~j ~ ~ s " 
§ § g § ~ j : ! 



I 
(\.) 
0 
~ 
I 

!ESEI! 

ll .. 111111111111111111111;1 •• 11111 111 
I 111 

I II 11 1111 Ill I 
I I I Ill 11111 
I II I 1111111 111 
I II 1111111 I 
I I 1111111 I 
I 11 Ill I 
I 11 Ill I 

I 11111 
I 11111 

111111 I I 11111 
I 11111 I 1111 I 
I 11111 I 1111 I 
1111111 I II 1111111 I II 
I 11111 I II 111111 I 
I 11111 II 111111 I 
1111111 II 111111 I 

I I 
1111 II 11111111111 I I 

I 11111111 11111111111111 I I 
I 11111111 11111111111111 I I 
I 11111111 111111111111 I I 

11111 II II Ill I 
111 I II Ill 

·-=H 1!1111 

l iiiillji!!!i i 

1 •· '1h~HH! 
' I I • • \ ! £ : i t c E ~' t ... I 
J ·1!:un. 
t ! >J; ! i : 
i t ' -! l ; 
l I I . 

df l I , 
't f 
I · i ' t ! 

O i : : : 



I eo 
0 
()1 

I 

~ 
~ 
~ 
s::i.. 
i:::i s 
?i"' >< ..... 
Cl" ;!' 

~ 8 
(.I) t ,_ g a -l 

~ 
IS: 
~ 
Cl 
~: s ,.. 
~ 
0 r 
l!2. 



I 
!\;) 
0 

°' I 

., 

~ w ~ t"' = S11 ~ w ~ t"' ... ~ 
? 

Cl) -e .,, -e ~ :i:: :;,::: ::i:i 

~ 
(1) Pol (1) c 0 c i ::c § 2 a, ;:i. ::, ...... ::s § c 

!. Pol § rn 8: ...... 
3 ::s I» (1) 

(lQ Pol I» II) 

"' : :;! ;:s ::s 
',:I Pol Pol iii. t ~ 0.. r- ~ ::r ...... ::s Pol Cl> Pol Pol ~ 2?. § 5· s· I ::s ,....., ,....., Pol & 6 -e ... ...... ,....., 

~ 
0.. § ,....., '-' ~ :;,::: ~ c 

::, c: I» U) ;:s ~ 
~ 

'-' Pol CIQ § :i:: w 'i 
~ 

c: ...... c Cl> Pol 3 c s ,....., 'O 

@ 
Pol ..... ,....., ,....., 

Cl) '"d 
'"d '-' Cl) c '-' 
'-' 

Cl) r.t) r.t) .,, .,, .,, '"d ::i:: '"":l i:.... .._, '"":l ""'3 j c' . § '"d '"d .,, Cl> Cl> Pol Cl> c Pol e, (1) Pol Pol c:: c c ..., 
~ 

::i. ..., ..... 3 c 3 3 3 3 3 1111 
Cl) U) (/) § !. ~ Pol Pol ..., I» Pol § Pol 0- - gr gr gr "' O" ::s ::s ::c ::,;" ::s ::s I» r:IJ I» I» I» ..... 

~ z ~: I» ::,::, 
~ 

g. ii, ::r ::,- ..... 5 3 :,,:: :;,::: ii, - Pol Pol Pol ~ I» § § § Pol "' c Pol ~ g. I 

~ 
:,,:: :;,::: 

~ 
..... 5· ::s ,....., 

~ 
Pol Pol S1 0 

~ 
,....., 

~ 
,....., Cl> ..... :,,:: :,,:: ,....., ::s 

~ 
,....., ,....., 

~ ; 
~ 

£ Pol Cl> (1) '"d ~ ~ ~ ,....., 'O 'O I ::c ::c ::r 3 co --3 ,....., 
I» ::i:: (/) Pol I» 

~ 
::t I ::i:: :::,- 1:1> .._, 0.. 0.. '-' '-' I 01 ::s I 00 I '-' I 1:1> ...... c 1:1> 1:1> '-' '.J ,....., fl) ,t:, ;:s § ...... ...... '-' 

@ 
'-' I § § ,....., .... 

U) ,....., <;» 

'"d U) ::i:i (/) 
'"d Cl> I c:: (1) ~ c ::, 0.. '-' I 0.. 1:1> (.,.) I ;:s '-' fl) ; '-' (lQ 

,....., ,....., 
::i:i ::i:i 

I I (.,.) ~ 
'-' '-' 

s 
°' °' °' '.J '.J °' CJl c.n CJl CJl c.n .... .... .. c.n .... c.n = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* * * * '* * * * * * * * * * * * * a: t 
.... fl) fl) w w .... 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 e 
();) ~ ~ VI VI tv 0 0 0 0 0 ...... ...... 0 0 0 a: c.n c.n c.n c.n c.n fl) c.n .... c.n t 
w w w fl) fl) (.,.) 00 '° '° '.J '° °' '.J 00\0 00 '° i 0 0 0 0 0 0 0 01 CJl 0 0 0 0 CJl CJl CJl CJl 

* * * * * * * * * '* * * * ** ** a: 9· 

°' °' a 
I 0 0 I I I I I I I I I I I I I a: * * t 

~ 

°' °' J= I I I 0 0 I I I I I I I I I I I i! 
.!!, El' 

CIQ 



I 
tv 
0 
-...] 

I 

°' c.n 

Q ,..._ :;;,::, 

3 ~~ 'O 

~ 
::c oq 
'-' -l 

(1) :::, a- ,..._ 
o c:: 
'-' ;:,;- 

I» z 
0 
:::, 

::c c: 
I» 
c:: 

o :;;,::, en 
~ 

c -0 
I» c :::, 'O oq en E; -l 6f I» (1) ~ ::s a- - c:: ~ ::s ;:,;- ~ - I» (1) e z ,-., en [:!l. 0 -0 - :::, 

I» ::c c r:n I 

~ c: .i::. 
I» '-' 

(1) c ::s ,-., (1) 

~ 
::s 
~ ::s- ::c <, '-' en a 
I» ::s oq 
,-., 
o 
I ~ 

'-' 

'1 .... °' 0 0 0 

'* '*- '* 

~ 9 0 
00 .... 0\ 

~ en (;J 
0 0 0 

'* '* '* 
'1 
0 I I 

'* 

I I I 



t,;) t,;) ...... i 0 
... 

0 c.n c.n c.n 
'* '* ?ft. ?ft. ?ft. a: 9· 

- 

°' 00 ~ 
' 0 ' * 

I 0 a: * t 
t"" 

I ' ' 
f.; 

' I ii 
e Ei" 

OQ 

~ 
~ 
(1) ...... 

- 

i:l. p 

I ----, 

E 

'° ?'.) 2! 

x- 

;.J ? 

...... 

~ 

CJ" 

~ 
- 

-e 

~ 

(1) 
.,, 

:::, fr 
(1) .., 

(,,) 

"' a. 

>-.... 

"O :::, "' 0 ,...,. OQ 

C) 

~ 
0 "' 

C) 

@ 
:::, 

~ 

S!l. 
OQ 

:::, "' q ,...... :::, 

3 a. 
~ "' :::, 

~ 
Cl> 

"' ,...... 
::,::: 
"--' 

>-l i '"O '"O 8 @ .., (1) (1) i 
:::, :,,;- .., .., .., 
Cl> "' a. a. a. .e.. 

"O :::, 
~ i 0 

,...,. ~ Cl.) 

;:::i. 0 "' ;. 
- "' @ :::, :::, 

S!l. :::, § OQ § I . 
~ 

"' S1 
I q :::, 

:i:, 
a. 0. 0. ::, 

.u "--' § § § ~ 

;-·1 ~ c.... c.... 
"' "' Cl> Cl> "' .., "' "' "' . Cl) Cl) Cl) . s s s 

ll 
~ ti> ~ 
Cl)~ ~ 

I 
~,...... ..-+ 

"' 
I 

,...... ::,::: ,...... 

. ~· ~ I II) 
t,;) "--' ... .. "--' "--' 

~ 
I 

tv 

- 
0 
(X) 

~ 

I 

t,;) °' (X) 00 
0 0 0 0 

00 = *- '*- 
0 

** * a: 
t 

$) ~ II) ~ ~ e 
°' 0 ~ II) II) a: 

t 



>--3 
> to 
tz:j 
t""' 
~ 
tz:j 
>--3 
tz:j 

'"Cl ;;o >--3 z '"Cl t""' z 
>--3 > tz:j tz:j O tz:j > 
c: c2Z~S;:~S;: 

I > :8~;:x.,.0---3::sl t'..J z u3 z z :,:, c: ~ 0 
>--3 I.O 

~ 
~>O ~z I 

;:x.,.O Z::X: > tz:j >--3 tx:J < 
tx:J ~ > c: ~ > t""' :r:: '"Cl z c: > 
0 >--3 z >--3 

~ 
...... c: ~ :8 z > > t-v> z :,:, w~ c: 

> >--3 z 0 
0 to ...... 
S;: 

~ :r:: 
0 
~ 
w 
tz:j 

c1 ;;: 
::0 

~ :e 
> w 
> z 

-!" ct> ~ !"' .... <:11 -!" <:ii ~ !"' .... 1 .... 

c:: Ul ~ "O ~ ~ ::c s ;:o .,, ::c ~ 3 e: "' Cl> i ::i. ~ e c e c "' ::, .... ::, "' &. .... = 3 ; ~- "' I» "' ~ ::, ::, "' I» ::, ::, l)Q ::, (J) s = > ';;! 0. r "O r "' = '"'.l e t: (t) .... ::, e: 0. "' (1; :, 
~ ;- "' "' ra. ., l)Q ::, a. 

'< t:, .... C" "' Q.. = ::, c ::, c "' .; :,;- w~ ~ • :, 
"' "' ::, I» ::c .... 

(b ~: 3 "' c "O 

"' .... 
en > ~ ii -e '° ~ ...., t, ;,:: ..., ::i:: c '"'.l Ul ::i:: Ul r- 

Ul Ul Ul i ~ ..., 
~ ::c '"'.l ,:... "O '"'.l '"'.l '"'.l ~ "O ::c "O "O "O "' e "' a (b "' "' "' (b c:: c c .., .., ::i. ., 3 3 3 3 3 3 :::!.. e c e :,;- .... c .... 

Ul en en 3 3 ~- (b "' "' ., "' "' Cl "' C" -· "' e ::, ::, :,;- :,;- :,;- gi C" :, ::c :,;- ::, e ::, "' Q.. I)) I)) I)) 
I)) "' e > "' ;:o t: ;;;- ;- ;- ;:r ;:r .... ::, 0. z ~= 3 ;,,::: s ;,:: c "' I)) D> "' "' I)) ~ !l. 0 ::, ::, :, ::, "' e I)) .... (IQ :,,:: :,,:: :,,:: ::, .... ra. c .... "' Q.. ::, "' I)) a ~ 

0 ;,q ;,:: 0 ., ::, c 
6i ,@ (1; ::, s:,: ::, c "O a ;:r Ul (IQ ., 3 "' ~ "' "' "' ::r "' Q.. 0. ::, (b I)) .... "' "' 3 ::, "' .... .... 

::, "' "' "O ::, ::, "' f ;:o en .... e- (t) 8. 
~ 

::, 
Q.. I)) 
I)) :, ; ;:r ce 

en en Ul > ~ ;:o ~ ~ ~ ;:o ii ...., "O "O ;:o ;:o ~ 
..., 

~ 
'"'.l '"'.l "O ::i:: c:: c:: c:: J. ~ I t, :x: ::i:: ::i:: ::i:: :x: ::c t,) '"'.l Ul r' I'll I I I ex, -.'.i I J. ~ I t,) II) .. Ol ... = c,' 

I 

~ 
°' °' °' °' °' °' °' °' I I °' °' °' °' °' °' °' i 

'1 

~ ~ .l>, ""' ""' ""' ""' ""' ""' I 
b i ""' ""' ""' ""' I I I r - 1:11 

i f ,..... 
II) II) II) II) II) II) II) II) a II) II) II) II) t I I 

...., 
Ol 01 Ol 01 01 01 I I 01 01 Ol Ol 01 01 i 

= :., .... r ii II) II) II) .. .. .. .. 
- BJ "" 01 01 (;) pi II) (;) (;) I I I 01 01 01 01 I I I ! "Clf '""l r • 

c.. 
,...f 5 

II) II) II) .. .. .. .. i ~Ii'"" Ol c'.n (;) 01 II) (;) (;) I I ' en 01 en 01 I I I '-'toff 
'""ci r .. 

I 

! ;I .. II) II) 

~ ~ .. 
(;fJ I I I (.11 (.11 (.11 (;fJ (.11 (.11 I (.11 0 0 0 

a 
'-' 



I 
l\) ...... 
0 

I 

-o ~ ';-l °' c.n 2: e 

':? .,, ~ .,, o z:,:, Ct> $l) Ct> 8 O c: $l) fr Cll .., 
::i $l) a. ::i § Cll $l) 'O ::c OQ 'O ::i OQ 

~ 
0 ~ $l) ..::::: ..., 

~ ;:i. 0 ::i $l) Ct> ;;l OQ c: .., $l) 
$l) O" ::s ~- ::i ::::, 

~ Ill 
a. 
$l) $l) 
::::, 

...., q ;,,:: o ~ l ~~ :;i:, 1:1 ~ :c: .. ~ 

~ 
.,, .,, .,, .,, o :;i:, (/) 
Ct> Ct> (1) Ct> Pl c -e $l) * a a a 3 $l) c:: ::i 

Cll $l) $l) $l) $l) 'O ::i (/) 'O ::i OQ OQ OQ 

~ 
OQ ;,;- 0 ~ $l) $l) $l) ;;i $l) 

;:i. 0 ::i ::i ::i ~ .., 
OQ OQ OQ ::i .., $l) 

~ ~- $l) $l) $l) - O" 
~ ::l ::i ::l ::i 

~ a. a. a. ~ 
(1) § § § ::i z ~- ~ ~ ~ ~ 0 f:IJ $l) $l) $l) ::::, g. Cll Cll Cll Cll ::c $l) $l) $l) s: en en en c.::: 

~ gr gr ;,;- Ct> $l) 
$l) ::i c ::s ~ ~ ~ Ct> Ill ::::, en 

~ ~ 
OQ 

~ 
$l) 

~ ;:3" 
$l) <, 

(/) 
Ct> a. 
§ 

OQ 

:;i:, (/) ~~ ...., ;,,:: :,,:: ;,,:: ~ o 
~ 

.,, 1:1 ~ 
:;i:, ...., I I I c:: .. ~ 

(,) II,) .... II,) I ::c ~ f:IJ c:: 
-r:r 

~ 
°' °' °' °' °' °' °' °' i e .... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ = r: a: ... 
::s ::s 

I ...... 
II,) I\) I\) I\) I\) I\) I\) I\) a (Ji (Ji en en en (Ji en en .._, 

...... , = c.. .... a~! ii (,) cc II,) (,) .... (,) c'.n II,) .._, ... I: .._, 1:1 
OQ 

= .... ~!!,.t=C.. 
(,) (,) II,) (,) .... (,) c'.n II,) !:sfrt 

.... .... II,) II,) ...... a:~ (,) I\) c.n 00 a .. 0 c.n CJ'l CJ'l ~ 0 .._, ~ 



ON 'BUO'Z(lUS 

VJ,VSIM.INVd NVSV M. vx 
NVJ,l}l3.S \QIOHVJ,VW DNVflN VJ,VJ, '11\f J,3.G VNVJN3.N 

DNVJ,N3:J, 
£000 NflHVJ, NOWON 

180.LV}l\f M. IJ,Vdfl8 NVNflJ,VN3:d 
IIIJ\X N\tclldWV'l 

1H 

rad W<ll<lS 
uegunpu1pac1. 

n-efm B){nqJ<l.L 
gu-en~ 

euo,z 
-qns 
.tpO}I 

'1VWINIW VN\QIVS NVG VN\tcIVSVNd NVflJ,N3.J,3.}l '13.9\f J, 

8UO,Z 
.tpO}I 

SUUPU!'I l?UO'Z I 

l?UO'Z 

~unpun 
ll'BlllH 

Sd 

~unpun 
UlllllH 

wdwal<lS 
u-egunpu![J<ld 

'BlO)I llQWnJ 

'BlO)I UllUI'B.L 

1H 

Sd 

1-H.111. 

C:-H.UI 

-gunpU![ uamq 'BUOZ aped JS'Bl;:)g.l/\ Ulll.UllU'BU;:)d · 
uep :gunpu![ usmu 

JP u-e~u-eq Ull){gueqw.lguaw eµas u-e~traq uaman 
uap Sllll{llll)l Ull)llll){gUJU;:)W Ull)lU'BU.l)lJ.ldJp )lllpJ.L · 

-nqurer-nqurar/apueua.j · 
uep !JUJP tralBguµad W.llSJS 

!tlUtr.:>U<lQ JS'Bll){ll/\.l Jlllllf · 
!lJll){Jal JStrelSUJ 4a10 U'B){fllUalJP gu-e,( .repums 1-ensas 

uespuuanp gUllA JS'B){Ol-JSll){Ol aped JS){adSUJ U'B{llf . 
!JJll 'BABp Jaqwns auaresard u-eungu-es: 

(l?W!U!W Sl?l!l!Sl?.!{/l?U1?.Il?S 
"JSll){JUfll.UO){d{dl trap ){JJlSH adruoq s-eimln u-eguµer . 

uep !J.llaW (tmp) z {'BWJUJW J'BQ<l{ u-egu.lp 
neuep UtlJd.ll ~u-efu-edas uBµlS<lPdd uap u-er-er u-eguµ-er . 

!JJll 
){'BSOJ llAllp ueueuad {llggUlll/){OQW;:)l tragtreQW<lgUad · 

!JBlUBd uepadurosrp 
ueunsueq u-egu-eqwagu.lw -eµas ueunsueq uarnxn 
irep S'Bll{llll){ U'B){lll)lgUJU<ll.U U'B){U'BU<l){J.ldJp ){llPJ.L · 

!H.L~ J'Bg-eq<ls 
uepaduras apad u-en-efiqguad/JSBld~d/\ trel.U'BUBU<ld . 

(l?W!U!W l?U1?.Il?Sl?.Id 

I ·-eg'Bf SOd · 
u-ep !oq<lZB{)/J<lll<l4S · 

!lB){<lPJ<ll 
JJB uepeq <l){ qedures gtranqw<lw ){BPH uep 1we1e 
'8Jtr.);:)S )f!U'BfuO qadures U'B'B{Ol<lgU.ld W<llSJS !){!HW<lW 

tt?W!U!W Sl?lH!Sl?.!{/l?U1?.Il?S 
"JS'B)f!Ul1W0){d[dl uap ){µlSH edruaq S'Bl!Hlll u-eguµ-er · 

uep !BAUJl.[){J'BJJl.[ u-eguap 
!'BOS.ls tra-esapJad/U'B'BlO){J.ld .lS'BUJBJp W<llSJS traguap 
JSBJg.lluµal ~u-e,.( B){OQJ<ll JWB[B <lSBUJBJp u-em1-es · 

!S'Bl'BQJ;:)l 'BABpnq l'BJSOS JSgunJ 
)(lllUO (Zvµaww a7qvaUl.l.ad/sno.1.od) u-egun){gun qeurar 
1-eµ<ll'BW u-eguap %S n-ef!4uou usdruru u-egtraqw<lgU<ld · 

!gUBpu-ed BJBU.lW '·>pap 6uw1.aJC1 ''>f.lDm tidouoo 
'[!D.Ll JScJ.J.Oj Jµad.lS S'Bl'BQJal 'BABpnq l'BJSOS S'Bl!lJS'Bd · 

!(azqvaw.i.ad) .IJll dBJ.lAU.lW ndureur 
lBJJSJ<lQ trap JUI'8['8 1-eµalBW UBguap ){Bd-eias u-e1-er · 

(l?W!U!W l?U1?.Il?Sl?.Id 

uesedurq JJB UB){l'BBJUBW<lw gu-e,( uetnq .ne 
U.lU'BW.lW UI<llSJS u-egu.lp Jd'B){gU<lHP uap ''BAUJl.f}fJ'BJfll 

U'BgU.lp J'BllS.lS U'B'BS.lpJ.ld/U'B'BlO){J.ld .lS'BUJ'BJp 
W;:)lSJS U'BgU.lp JS'BJg;:quµal gU'BA aSBUJBJp u-eguµ-er . 

!-eu-e:maq U'8gU'8{~U'8Uad 
fl'Bl'B 'B)f!l;:)lSa 'JWOUO){d 'BABpnq l'BJSOS JSgUOJ ){lllUfl 
ovµaww azqvaUl.l.ad/sno.wd) U'BgUll)lgUH qeurar 
1-eµal'BW u-eguap %S1 n-ef rquou uedruru UBgUBQW<lgU<ld . 

!JS'B.lJ)l.lJ S'BlHJS'Bd · 
!u-ew-e uep l'Bfl){ gU'BA ){'BUB U'BUJ'BWJ.ld SJU.lf '8d'8J<lQ<lQ 

trap '8g'8Jq'Bl0 l'Bl'B adruoq gun){npuad s-e:nns-ed · 
!U'BW'Bl JS'BWJOJUJ U'Bp qBJ'B ){llfUOl.ld 'dB)l.lSU'Bl 

lOQ'BJ.ld trap ){11pnp gu-eru 'B)lTIQJ<ll 'BSB[d 'Bp.ld.lS 
uap umrisapad JllI'Bf Jlndnaw gu-e,< ueuisspod u-eguµ-er . 

(l?W!U!W l?U1?.Il?Sl?.Id 



'8UoZ ON WUoZ 
apO}I UUoZ(lllS 

WUoZ 
-qns 
apo}I 

t-H.rn 

(.Lon.o::,puno.L6) 4euei drunuod ueureuei 
trap ')[l!Was 'nprad %0l uegudp UB}(JSeu1qwo}(JP 

gue,( '(w 8>-V< )!Hfei JdldWeJp) {F)d}( uoqod %OC: 
'(w £l-8 ){nf'ei JdldWBJP) guepds uoqod %0£ '(w £l< 
)!Hfei JdldWllJP) .resaq uoqod %0V) dq~Ud[ JSB){!J!lllJlS 
JSllldgdJ\ we~eJ JWBUBl!P nefJq undruru %£8 JBWJU!W 

uep :eger sod ueuewed)f seimsed. 
!SelmqeJJP ~uepue,(uad 1geq selmseJ )!Hlun 

n)jepdq ~ue,( .repums rensss 'J!)!Jed lOJ 'durar 'ldl!Ol 
'u-episdpdd .rn1ef adruaq JdqeJJP }(niun SBlHJqJSdS}(V 

!~unfun~uad 1seWJOJU! resnd seimsed, - 
!t?lJUeM ld{10l '-eµd ld{10l Slll!l!Slld_ 

!Je~utrJ/4eneqsnw - 
!ueqer seru pep %Ol !l.fJqdpw l.fdroq }(epn sent 

ue~udp JOlOW uep uqow uearepuax Jl){Jed ueJeieJdd - 
.umum uein}(gue dl{BH - 

!eies1M snq Jdlld4S - 
f1?W!ll!W Sl?lH!Sl?.!{/l?U1?.I1?S 

·l!l?)!Jal jsueisut 
pep isapuauroxar uep uarruarad rensss qadures 
uein>1gueguoo trap uajndumauad e1od '11£ qadures 
polfale)! s1udf u-e)!JesepJdq qsdures l.fllPBM ueeJpdhUdd 
edruaq uel.{edwesJdd u-eeJOJd~Udd uep ue~uµer 

uep !4JsJaq JJe u-ep u-epl$dpdd uep ue1ef 
Ul?~Ul?.I;}U;}d °)J.!.JlS!( pndJF3UI ~Ul?A Sl?lH!lH UB~UJ.Illf - 

!µodo1q uep (Uop.Lv6 UJ.V.!) 
uef n4 unqd){ 'dJl?MSOJq 'uedesdJ mwns 'JSUdldP nele 
!SUdldJ we10}( neie neuep edrudq 1u1q -e)!HqJdl guen11 

!uewel w-eJJS 
JJ-e Jdqwns 1e~eqds u-e}(eun2Jp ledep )!Hlun ue-e){nWJdd 

!eiiueM ldl!Ol 'epd ldl!Ol seimsed. 
!ueq-er sen] pep %0l 11uqdrdw l.fd[Oq }(epn senj 

ue2udp .roioui uap uqow ueeJepud}( Jl){Jed ueJele{dd 
!wnwn uein}(2ue direH 'eies1M snq JdlJdl.fS - 

Jl?W!tqW Sl?lH!Sl?.!{/l?U1?.Il?S 
·l!e}(Jdl [straisu] 

uep isepuauroaar uap uarmarad rensas qadures 
ueltut2ue2udd irep uejndumausd e1od '11£ qadures 
poidle}( SJUdf ue)!JesepJdq qeduras q-epeM ueeJpdhUdd 
edruoq ue4edwesJdd uee1ordgUdd uap ueiuiJef - 

uep !l.f!SJdq JJe usp uauisapsd trap ue1ef 
ueiueJdUdd '}(µlS!{ JlndJiaW 2ue,( Sel!l!ln ueguµef 

!µodoJq trap (uop.w6 u]V.l) 
uef nq unqas 'areMSOJq 'uadssar .murns '1suaidp nere 
isuaiar mero)f nere neuep adruaq rutq qnqJdl guen11 

nreurei 
weJJS J!e Jaqwns 1e2eqas UB)jeung!P redep )!Hlun 
uee)!HWJad uesedunj JJe UB)fleeJUeWdW iue,( uefn4 JJe 
uauauraur WdlS!S unSuap 1de){gUdl!P uep 'ehUJl.{)!JeJ!l.{ 
ueiudp rensas ueesdpJdd/ueeiO)pdd dSBUJeJp 
WdlSJS ue2udp iseJgdlUµdl gue,( oseuraip ueiuµer · 

!eue~udq ue2uern~ueudd nere 'B}(\ldlSa 
'nuouoao 'e,(epnq re1sos 1s2unJ )!Hlun (IVJ..Lo.JVW 
o[qVoW.Lod/sno.Lod) uegun)fgU!l qeumr 1eµaiew 
ue~udp %0£ nef!l.{uou uedruru ue2ueqwd~Udd - 

!JSedJ}(dJ SBl!l!SBi[ 
.uaura trap lBH}( ~ue,( )!Bue uaureuuad siuaf edeJaqdq 

uep e2eJl.feco lere sdruaq ~un)jnpudd seimsed. 
!uewel iseWJOJU! uep 4eJe }(nf uruad 'dqasuer 

ioqerad uep )!Hpnp ~ueru 'e){nqJdl esejd 'epadds 
trap UBJJlSdf)Qd mref undqaur ~UBI\ ueuisapod Ue~uµef - 

Jl?W!U!W l?U1?.Il?Sl?.Id 



VUoZ 
-qns 
;,po}I 

euoz 

S-HDI 

ON VUoZ 
;,po}I 

000 r F:00 q:r){mvpJoSW){H 

euozqns 

L-HDI 

·(.1anoopuno.16) l{'BUBl drunuad UBWBUBl 
UBp '){Bwas 'nprad %01 u-e2uap UB){JS'BUJQWO){!P 

2u-ei '(w 8>-V< )l:O!Bl Jaiaw"BJP) {Pel){ uoqod %OV 
'(w St-8 ){OfBl .IcllclWBJP) 2UBpas uouod %0£ '(w St< 
){Of'Bl .IcllclWBJP) .resaq uoqod %0C:) dB}{2UaJ JS'B){!J!l'B.IlS 
JS'Bla2aA w-e~'BJ JW'BU'Bl!P n-ef!l! usdruru %OL J'BUlJU!W 

UBp !B'.iJBf SOd UBUBUl'Bcl){ S'Bl!l!S'Bd 
'.SBlH!Q"BJ!P 'aUBpUBAUad J2Bq S'Bl!J!S'BJ )l:OlUO 

ll){'B{.I<>Q 2UBA .I'BpUBlS \BllS<>S '.I!){.IBd lO! 'dW'B.I 'lcl{!Ol 
'u-eµlsapad mr-ef adruaq 1aq"BJ!P )l:OlUO S'Bl!l!QJSaS){V - 

'.'aunfun2uad JS'BWJOJU! resnd SBl!HSBd 

( .1aampuno.16) 
l{BU'Bl drunuad UBWBUBl OBlB/UBp ){BWclS l1BlB/UBp 

nprad UB~uap UB){JSBUJQWO){!P 2UBA OBlB/UBp (ur 8> 
-V< )l:O!Bl .IcllclWB!P) lPcl){ uoqod o+ IBWJU!W ners/uep 
(ur Sl-8 )l:O[Bl .IcllclWB!P) 2UBpas uoqod or [BWJUJW 
UB2uap UB)I!SBUJQWO){!P (ur sr < ){Of Bl .IcllclWB!P) .resaq 
uoqod £ {BlllJUJW) dB){~Ucl{ !SB){!J!lB.IlS 1s-eia2aA WB2B}I 

UBp '.B2Bf SOd UBUBWBcl){ SBl!l!SBd 
!SBl!!!QBJ!P 2u-epu-eiuad J2Bq SBlHJSBJ ){l1lUO 

11){Bpaq 2UBA .IBpUBlS ransss '.I!){.IBd lO[ 'dWB.I 'lcl{!Ol 
'uauisoped ID[Bf ndruaq 1aqBJ!P ){TilUO SBl!l!QJSclS){V - 

'.2unf unsuad JSBWJOJU! resnd SBl!l!SBd - 
'.Bl!UBM lcl!!Ol 'Bpd lcll!Ol SBl!HS'Bd - 

'.UBq:B{ SBl1{ uep %0l !l!!QclJclW qa1oq ){BP!l SBl1J 
UB~uap .IOlOW UBp {!QOW UBB.IBpUa)j_ .I!){.IBd UB.IBlBJcld 

mmurn UBlO){'aUB cll[BH 'BlBSJM snq .Icllfdl!S - 
J1?W!U!:W se:imse.!{/eueas 

"lJB){.Icll JSUBlSUJ 
uep JSBpuaUIO){cl.I UBp UBIDlB.Iad rensas qedures 
UBl0){2UB2uad UBp UBJndwn2uad B{Od ·~£ qeduras 
µo2alB){ s1uaf UB){.IBSBp.Iaq qeduras q-epBM UBBlPclAUcld 
edruaq UBq:Bdw-es.Iad u-e-e101a2uad trap u-e2up-er - 

U'Bp '.qJS.IclQ .IJ'B U'Bp ueuisapod UBp UB{8f 
UB2UB.Iauad '){JJlSH undqour 'aUBA S8lH!ll1 u-e2up-er - 

.uodorq UBp (uap.106 UJV.1) 
UBfnq unqax 'a{BMSOJQ 'u-ed-esa.1 .rnums '1sualap nere 
JSUala.I W'B[O){ nere neusp adruoq OJJQ 'B)l:OQ.Ial 'au-en~ 

'.U'BW'Bl 
W'B.IJS .IJ'B .1aqwns J'B2Bqas UB){BU02Jp redap )l:OlUO 
UBB)l:Ow.1ad uesadurq .11-e UB){l'B'BJUBwaw 2uei u-ef nq .I\B 
uauauraur uraisis m~uap JdB){~uanp uap 'BAUJll){.IB.I!l! 
u-e'auap J'BHSclS UBBSap.1ad/UBBlO){.Icld clS'BUJ'B.Ip 
WcllSJS ue2uap JS'BJ2cllUJJcll 2UBA clS'BU!'B.Ip u-e2upBf 

'.'BU'B:>uaq U'B2UB{~U'BUad O'BlB 'B){JlcllScl 
'JWOUO){cl '"BA-epnq J'BJSOS JS2unJ )l:OlUO (JVJ.loJVtu 
aJqvatu.1ad/sno.1o<f) m~un){2un qeurai 1-eµal'Blll 
u-e2uap %017 n-ef!l!uou uadrnru UB2UBqwa2uad 

'.JSBclJ){cl.I S'Bl!J!SBd 
'.U'BWB UBp l'BO){ 'aU'BA ){'BU'B UBU!'BWJcld s1uaf adaraqaq 

uap -e~-e.1qB{O lBlB adrusq 2un){npuad S'Bl!HS'Bd - 
nreunn JSBWJOJU! trap qam ){nfunlad 'dB}{clSUB{ 

lOQ'B.Iad UBp ){npnp 2UB11J 'B)!OQ.Icll 'BSB[d 'Bpadas 
uep ueuasspsd mr-ef nndnaw 2mi uatnsapsd u-e2uµ-er - 

J1?W!ll!:W euease.Id 

tre~uap JBnsas UBBSap.1ad/UBBlO){.Icld clSBUJB.Ip 
WcllSJS UB~Uap !SB.I~aiuµai ~UBA asBUJB.Ip UB2uµ-er - 

'.UBwm{Bwad JSBWJOJU! UBp qB.IB ){11f uruod 'dB){clSUB{ 
lOQB.Iad uap ){npnp 2u-eru 'B)l:Oq.1ai BSB{d '-epadas 
UBp ueuisspad m1-ef nnd11aw 2u-ei ueuisopad u-e2uµ-er 

'..IOl){cl{O){ UB{Bf !O{BjclW SclS){B UBJBf 
(l?W!ll!:W eue.rnse.Id 



8UoZ 
a pox euoZqns 

auc,z 
-qns 
a pox 

'8UoZ 

!SBAJ.!SUO)l 

1?A1?(1 !PilH l?UoZ II 

.LGV 

OB!!H JO[Bf 

[BUO!SBN 
UBWBJ. 

lBPVUBlOH 

8-HDI. 

N.L 

.LOY 

'B'ilBf SOd UBUBUIB.l){ SBl!HSBd • 
UBp !UBWB){BW.ld JOlUB)[ SBl!l!SBd • 
!Bl!UBM l.ll!Ol '-eµd l.l[!Ol SBlJHSBd 

!JOlOW UBp [!qOW UBBJBpU.!){ J!){JBd UBJBlB[.ld · 
{l?W!U!W Sl?l!US1?.!l/1?U1?.IeS 

"l!B){J.ll !SUBlSUJ 
µBp JSBpU.!WO){.lJ UBp UBJOlBJ.ld JBOS.JS qedures 
UBlO)('.aUB'iluad uap uemdurnsuad B[Od '~t qBdlUBS 
µo'.a.llB){ SJU.lf UB)(JBSBpJ.lQ ljBdUIBS ljBpBM UBBJp.lAU.ld 
adruoq UBqBdWBSJ.ld UBBIO[.l'.aU.ld uep u-e'iluµ-er • 

UBp !qJSJ.iq JJB UBp ueuisopad UBp UB[Bf 
UB'.aUBJ.lU.ld '){JJlS!l undnaur '.aUBA SBlHJlO UB'.aUJJBf · 

:µodo!q trap 
UBdBS.l.l .mwns 'uop.m8 U~V.l '.l[BMSO!Q adruoq UBWBl 
WBJJS JJB .roqums !B'ilBqas UB)(BUO'il!P radep ){11lUO 
UBB){OWJ.ld UWBdWH l!B UB){lBBJUBW.lW '.auBA UBfnq l!B 
uaueuiaur uiaists u-e'iluap !dB){'ilu.inp UBP 'BAUJlj)[JBJ!l{ 

·!yaqBJ!P ){OlUO SBl!I!qJS.lS){V · 
{l?WJII!W Sl?l!US1?.{j1?U1?.I1?S 

"l!B){J.ll JSUBlSUJ 
uep !SBpU.lWO){.lJ UBp UBJOlBJ.ld !BOS.IS qBdUlBS 
UBlO)f'.aUB'iluad UBp uepidurnsuad B[Od '~£ qBdWBS 
µo'il.JlB){ s1uaf UB){JBSBpJ.iq qBdUIBS ljBpBM UBB!P.lAU.ld 
edruaq UBqBdWBSJ.ld UBBlOl.l'.aU.ld UBp UB'iluµBr · 

UBp !qJSJ.iq JJB UBp ueuisoped UBp UBlBf 
UB'.aUBJ.lU.ld '){JJlSH undqom '.aUBA SBl!J!lO UB'.aUµBf · 

!UBUIBl 
WBJJS JJB .roqurns JB'ilBqas UB)jBun'.a!P redep ){OlUO 
UBB){OWJ.ld UBSBdW!l l!B UB){lBBJUBUI.lW '.aUBA uefnq JJB 
U.!UBW.!Ul uraisis UB'.auap JdB)f'.aU.l[!p UBp 'BAUJlp{JBJ!l{ 
UB'iluap !BOS.IS UBBS.!pJ.id/UBBlO){J.ld .lSBUJBlp 
W.llSJS UB'iluap JSBJ'ilaiuµ.11 'iluBA .JSBU!Blp UB'iluµBf · 

!UBUIBl JSBWJOJU! UBp ljBJB ){Of trruad 'Bpadas 
uep ueuisapsd myBf undrpur '.aUBA uejnsopad u-e'iluµBf 

{l?WJUJW 1?U1?.IeS1?.Id 

"!SBAJ.lSUO){ BUOZ aped JSBl.l'.a.lA UBWBUBU.ld · 
UBp !J!l3 

)jBSOJ BABp uaqeuad 1n'il'ilUBl/){OQW.ll UB'.aUBqwa'iluad · 
!!BlUBd UBpBdW.JS!P 

UBUO'.aUBq UB'.auBqwa'iluaw Bµas uaunfnreq UBJO){O 
uap SBlHBU){ UB){lB){'iluiu.iw UB){UBU.J){J.id1p ){BP!J. • 

.uepedurss aped !S){.ldsu, UB[Bf UBUn'ilUBQUl.ld . 
!HDI !B'.aBqas 

uepeduros aped UBOBfiq'iluad/JSBl.l'.a.lA UBWBUBU.ld • 

'lBPV UBlOH BUOZ aped !SBl.!'il.!A UBUIBUBU.ld · 
UBp !J!B 

)[BSOJ BABp traqauad [U'il'ilUBl/){OQUl.ll UB'.aUBQW.!'.aU.ld · 
!!l3lUBd UBpBdUI.JS!P 

UBun'iluBq UB'.auBqwa'iluaw Bµas uaunsueq UBJO){O 
UBp SBl!lBU){ UB){lB)f'illl!ll.lUl UB){UBU.l){J.ld!P ){BP!J. . 

nrapeduras aped !S){.ldsu, UB[Bf UBun'ilUBQUI.ld 
!HDI !B'ilBqas 

uepaduras aped UBOBf!q'iluad/!SBl.l'.a.lA UBUIBUBU.ld • 

ON 

d 

!JIB UBp qBUBl 
!SBAJ.lSUO)[ UBlB/uBp qBUBl UBJnqnS.l)[ UB)[!BqJ.Jd • 

!UBTUBµad 
[!SBq lO~UB'.aU.!Ul WB[Bp !SBµOdSUBJl 

0BUBJBS 

q.110 UB)[Bun'il!P redep 'iluBA UBlBqwaf UBp UBlBf S.lS){V · 
!!UBl BqBSO UBlBf ){OlUO UB'ilUO){'.aU!J UBlB! UB'iluµBr • 

{l?WJUJW 1?U1?.11?S1?.Id 



8DC,,Z 
apo}I ON WDC,,Z 

M 

euo,zqns 

M 

WDC,,Z 
-qns 
apo}I 

·u-ei ueuad 
UElE[EJad UBp uatrad [!SElj treuedunxuad gu-epno · 

uap !JS)fnpoJd 
SBl!L!SEJ trap 'imqurru JnlEguad lEZ 'l{EUl?l qauaqurad 
'-episnsad ')fIUBfuou-e uep ){JUEgJo ){ndnd 'uaurauad 
UJSaw uep lE[B 'lJqJq nera/uep qiuaq UEEJpa,{uad 
nnduaur U8Jlll?llad JS)fnpOJd EUl?JES UEEJpa,{uad · 

(l?UIJU!W seimse_i/eue.ies 
·-e,{UJlp{JEJ!lj 

u-eguap 1-ens~ u-e-esapiad/u-e-elO){Jad ){µlS!I u-e-eipa,{uad 
waisis u-egudp 1s-e~alupal gue,{ ){µlS![ u-eguµ-er · 
uap !BAUJ4){JBJ!lj u-eguap rensas uaasaprad /u-e-e1o){Jad 
qrsraq JJB u-e-e1pa,{uad uraisrs u-eguap 1s-e~a1uµa1 
~ue" 4!s.1aq .11e u-e1!uµef uep 4JSJaq JJB .iaqumg · 

!4-eu-e1 lf(lMBq JJ\3 neia/uep ue-e){nWJad l!B JSBgJJ! 
u-eungu-eqwad aueouai e1pasia1 snreq isegµµaq ){13P!l 
B){!f 'ia1sia1 u-eguµ-ef ueunsuequrad eueouai nei-e/uep 
J;}JSJal JSllgµJ UBgUJJBf llggU!lj '1s-egµ1 uegup-er · 

I 

·wnwn u-eimi:gue alleH - 
uap !eiesJ.M snq Jai1a4s 

!eJasefnd/unu'B)I 
!l('BpeqJ iedwa.1 - 

!JsewoJUJ 28 eger sod ueuewea){ seimsed 
!BlJU'BM l;}CTOl 'eµd l;}!!Ol S'Bl!I!S'Bd · 

!uewe.1 - 
!ueJe){eqa){ ueJpJH 

!ueuewea){ sod 
!u-egun){gU![ ueseMeMJaq gue,{ ursssp 

ueguap .ioaour uap nqow ueeJepua){ Jr)l.rnd ueJeierad . 
(l?WJU!W s1Qmse_i/eue.1es 

·eu-e~maq 
JSBIUfBAa ieduroi n]' nuaui JSBO){BAa Jny-ef 1ue,{-epa.1 . 

uep !JUJP u-ei-eguµad wais,s - 
!Jsegmw nqw-eJ-nqweJ/u-eepu-euad/a6vu6JS - 

!lJB){J;}l JSU'BlSUJ 
uep is-epuawo){dJ trap uarruarad rensas qadures 
U"Bln){guegudd uep uejndumauad -eyod '1:It qedures 
µogdlll){ siuaf UB){JesepJdq qedures 4-epeM u-e-eipa,{uad 

!(BUOUJO){ 
neie/u-ep OP!f>!PU! l['Bqwn U'BljB{Oguad JSB{BlSUJ 

! 'BA UJ lp{J'BJ!lj 
u-eguap rensss ue-esapJad/u-e-elO){Jad as-euJ-eJp 
uraisis u-eguap JSBJgdluµal gu-e,{ sseurarp ueguµ-er - 

!JSB){JUOUJO){ 
u-eguµ-ef u-egu-eqwaguad ){nluaq 1eg-eqas uew-el/){Jyqnd 
B){nqJal gueru aped sseqeum uiaists e,{ue,pasia.1 . 

!-e,{u!lf){JBJilj u-eguap 
ransas u-eesapiad/u-eelO){Jad ){µlS!! u-e-eipa,{uad uraisrs 
u-eguap 1senlaluµai gm!,< !gJaua trap ){JJlS!I .raqurng - 

!seimq-esip guepu-e,{uad 
depeqroi uaurai auas (n-ef!l! .mje] uep •u-egu-eJaqa,{uad 
S'Bl!l!SBJ 'ueyef n){gmiq 'u-e1ef ndurej) gun)fnpuad 
S'Bl!l!S'BJ ueguap JdB){guanp gu-e,{ !)fl?){ ue1efad in1er 

!ueeJepua){ ){nsew uep Jen ta){ in1er - 
!ue1-ef ueguper · 

(l?W!UJW eue.1ese.1d 

l 



euoz ON "BUO'Z 
apO}I euozqns 

"BUO'Z 
-qns 
apO}I 

2uepas 
UBlBpBd9)! 

traqaurruaj 

4-epua'H 
UBlBpBda)l 

UBl{BwnJcld 

·wnwn UBll1}{2UB Jclll94S · 
UBp :ue2un}{2U!l B{B}{S UB2UB2Bplc!d 

!uBJB}{Bqa}{ UBJP1H • 
:as uBp)I.L · 

!UBUBWBQ)l SOd • 
!B2J"BM JB{BS: 

!B2BJ4B{O UB2UBdB'} 
!qBpBqJ reduraj, · 

!ue2un){2UJI UBWB.L 
Jl?W!ll! W Sl?lH!Sl?,!1/l?Ul?.ll?S 

-aueouoq 
JSBl1}{BA9 reduiai nfnuaur JSBl1}{BAQ JTI{Bf JUBAB{Jcl.L • 

UBp !JUJP UBlB2upad W9lSJS · 
!JSB~P!W nqwBJ-nqwBJ/ueBpu--euad/a6vu6JS · 

'.lJB}{J9l JSUBlSUJ 
uep JSBpuaUIO}{_clJ UBp UBJnlBJad JBl1SQS 4BdUJ"BS 
UBll1}{2UB2uad uap UB[TldUIJ12uad B[Od ''Ht 4BdU1BS 
po2alB}{ s1uaf UB}{JBSBpJaq l["BdUlBS l[BPBM UBBJpc!AU9d • 

!(podoJq) ua] nq 
JJB UBdBSQJ ~UBqn1 11BlB UBdBSclJ Jl1Ull1S UB){BJpa.{uaw 

!BAU14){JBJ!4 
m2uap rensas ueBsapJad/uBBlO){Jad sseuraip 
W9lSJS UB2uep JSB.I29lUJJ9l 2ue,( QSBUJBJP UB2uµBf • 

!UB!JlSapad UBp UB[Bf UB2UBJclU9d 
!BlO}{ Ul9lSJS UB2uap 11lBAUclW JSB){JU!1Ul0){9{cll UB2upBf • 

!BAU!l[}{JBJ14 UB2uap 
JBl1SclS UBBsapJad/UBBlO){Jcld }{!]lSJI UBBJpa,(uad W9lSJS 
u-e2uap JSBJ2aluµal 2u-e,( 12.1aua uap }[!JlSJI aaqumg 

!{BUl1UlO)f 11BlB/UBp npJAJPUJ 
npadroi qequrq ue4eyo2uad uep ue2upBf walS!S 

!eAU!l[}{.IBJ14 ue2uap rensos uaessprsd/uamcopad 
l{JS.Iaq JJB UBBJpaAuad W9lSJS ue2uap JSBJ2alU!Jal 
2ue,( l{JSJaq JJB ue2upef uep qjsraq JJB .iaqumg • 

!UB{Bf UBlBWB[c!Scl}{ 
nqweJ-nqWBl UBp JSBUIJOJU! 'l[BJB }{11funuad • 

!UB{Bf UB2U!JBf • 
!JOl)f9{0)l ue1ef 1n1e1aw sas,yB UB{Bf 

Jl?W!U!W l?Ul?.ll?Sl?.ld 

UBp uemdurnsuad B{Od ''Ht l[BdWBS µo2alB}{ 
siuaf UB){JBSBpJaq 4BdWBS 4BpBM UBB!P9AU9d • 

!(µodoJq) uBfnq 
JJB UBdBSQl 2mqnr 11BlB UBdBSQJ .mums UB}{BJpaAuaw 

!BAUJl[}{JBJ!4 
UB2uap 1l311Sc!S UBBS9pJad/UBBlO}{J9d QSBUIBJP 
W9lS!S UB~uap !SBJ29lUµ9l 2uBA c!SBU!Blp UB2uµBf • 

iuauisapad UBp UB{Bf UB2UBJc!Ucld 
!BlO}{ uroisrs UB2uap 11lBAU9W JSB}{JunW0}{9{9l UB2uµBf 

!BAU!l[}{JBJ14 UB2uap 
rensss UBBSdpJad/UBBlO)[J9d }{!JlSJI UBB!paAuad W9lSJS 
u--e2uap JSB12aluµal 2uBA J2Jaua uap }{µlSJI .raqumg . 

mpedrai qaqurq UB4B{02uad UBp UB2UµBf W9lSJS · 
!BAU!4}{JBJ14 uB2uap jensas uaesaprad/ueaiospad 

l[JSJaq JJB UBB!P9AUad uraists UB2uap JSB12cllU!J9l 
2UBA qtsraq JJB UB2UpBf UBp qtsraq JJB aaqumg 

!UB!Bf UBlBUIB{clScl)l 
nqWBJ-nqWBJ UBp JSBUIJOJU! '4BJB }{Tif unuad · 

!uB{Bf ue2uµer • 
!JOl}{cl{O}{ UB{Bf J11rB{clUI SQS){B UB{Bf · 

Jl?W!U!W l?Ul?.ll?Sl?.ld l 



euc,,z 
a pox euo,zqns 

8UC,,Z 
-qns 
a pox 

·wnwn ue:in){'iJue J.3l{.34S - 
uep !ue'iJun11'iJun B\B)fS uu'iJuu'iJepJad - 

!UBJB){Bq.3){ UBJP!H - 
:as uep)IJ. - 

!ueuewea)I sod · 
!U'iJJBM !BIBH - 

!e'iJBJljB{O uu'iJUBdB'J 
!4epuq1 lBdW;:)J.. - 

!ue'iJun11'iJun u-ewe1. - 
Jl?W!U!W smmse..i/eue.tes 

·uuuouaq 
!SBmfE?Aa lBdWal nfriuaur 1sem[BJ\a .10[8! \UBAB\Jc.L • 

uep !JU!P ue:ie'iJuµad wa:isis - 
!!SB'iJ!l!W nqwe.1-nqweJ/ueepueuad/a6ou6JS · 

!lJB)fJ.3l JSUBlSU! uep isepuaUlO)f.3.l 
uep uairuarsd iensas qedures uein11'iJue'iJu;:)d 

umum 
UBUBAB(.3d 

BUBJBS 

ON euo,z 

0.dS BlO)I 
BlB){S nas r-nas 

I 

·isewoJur 28 e'iJer sod ueuewea)f SBlll!SBd - 
uep !wnwn ueln)f'iJUB J.3l{.34S - 

!ueJB)feqa)f ueJplH 
!SBl!INBJ!P 'iJuepuei<uad ~eq SBl!I!SBJ ){nlim 

n){epaq 'iJu-e,( .repuais rensss 'Jpped io] 'durar 'l.3{!0l 
'ueuisapad .IO{Bf sdruaq \.3qBJ!p )f11lUn SBlll!q!S.3S)fV - 

!~peq! lBdW.3J. · 
!Bl!UBM l.3{!0l 'epd l.3l!Ol SBlll!SBd · 

!ue'iJun)f'iJU1[ UBWBJ.. - 
!ue'iJun)f'iJun ueseMeMJaq 'iJue,( urasap 

ue'iJuap JOlOW uap l!qow ueeJepua){ J!)fJBd ueJBlBI.3d - 
Jl?W!U!W seimse..i/etm.teS 

·eueouaq 
!Sml){BA.3 redurai nfnuaur ,sen)feAa m1ef !UBAepa.1 - 

uep !!U!P mne'iJuµad walS!S - 
!1se'iJrnw nqweJ-nqweJ/ueepueuad/al5oul5JS - 

!£g uep 
sipaur ')f!isawop-uou uadures ueln)f'iJue'iJuad 1ue,(epaJ.. - 

!l\B)fJ.3l \SUBlSU\ 
uep isepusurosar trap uarruarad nmsas qadures 
UBln)f'iJue'iJuad uep uamdurruiusd e1od ·~£ qsdures 
µo'iJalB)f s1uaf UB){JesupJaq qeduies 4-epeM ueuipa,(uad 

!(µodo1q) uefnq 
J\B uedssar 'iJuuqn1 nere undasar .mums UB)fB!pai<uaw 

!UAU\lj)fJBJ!4 
ue'iJuap ,ensas ueusapJad/ueelO)fJcld osaurerp 
uiaists ue'iJuap iseJ'iJalUJJ.3l 'iJue,( aseurarp ue'iJuµer - 

!ueµlsapad uap ue1ef ue'iJueJauad 
!BlO){ W.3lS!S ue'iJuap nlBAU.3lll !SB){!llnWO)fcl{.3l ue'iJuper - 

!BAUJlj)fJBJ!4 ue'iJuap 
ienS;:}S u-eesapJ;:}d/UBBlO){Jcld ){PlS!I ueeip;:}AU;:}d W.3lS!S 
ue'iJu;:)p \SBJ'iJcllUPdl 'iJUBA \'iJJclUd trap ){µisn .raqumg . 
!)fpS;:}lUOp J!'8 UBUun'iJ'iJU;:)d UBlBWcltj'iJU;:)d ){t1llln qequn; 
lJB \SB{11){l!S-clJ nere uefrrq J\B UBU;:}UBW;:}d WcllS!S . 

mpedrai qeqwn uuqe1o'iJu;:)d uep uu'iJuµuf walS!S - 
!eAU!ll)f.Iel!l{ uu'iJu;:)p !Bl1S;:}S UBBS;:}pJ;:}d/ueelO){J;:}d 

lj\SJaq J\B u-eeipa,(uad uroisjs ue'iJU;:)p !SBJ'iJ.3lUµal 
'iJuei< l{\SJaq J!B uu'iJuµef uap 4!SJaq J\B .iaqumg - 

!uu1uf UBlBWBl.3Sd)f 
nqurar-nqurer uup \SBUI.lOJU! '4-eJe ){nfunuaa - 

!uu1ef ue'iJuµer - 
Jl?W!U!W eue.tese.td 

1 

UElBWB:>.3)1 
BlB)fS fldS e-nas !m~ref ue'iJuper - 

JBW!U!.W llUll.lllSll.ld l 

000 l £'00 qpf.mVpJaSUDf.H 



-stz- 

8UoZ ON wrac,rz 
.-po)I euoZqns 

wrac,rz 
-qns 
apo)I 

rem1UJ ~ eue.ms uvp eue.mn.1.1 ~ua1ax 
I 

·1sBWOJUJ ~ B2Bf SOd UBUBWBa)l SBl!l!SBd - 
uep mmum UBltl)l2UB J8lF4S 

!UllJB)lBqa)l UBJP!H - 
!SBl!l!qBJ!P 2u-epu-eA:uad µ!Bq SBlHJSBJ }[lllUll 

tl)lB(Jaq 2UBA JBpUBlS f8tlS8S 'J!)[JBd lO( 'dWBJ 'l8H0l 
'u-eµisapad Jtl(Bf adruaq yaqBJ!P )(lllUll SBl!I!qJSaS)(V 

!qEpBqJ reduraj, - 
!BlJUBM l;}{10l 'Bµd laUOl SBlHJSBd 

!UB2UO)l2UH UBSBMBMJaq 2uBA UJBSap 
u-e2uap JOlOW uep nqow Ul!BJBpUa)( J!}[JBd UBJBlB(dd - 

fl?W!U!W Sl?lH!Sl?.oJ/l?tm.ll?S 
-eueousq 

JSBtl)lBAa reduroi nf nuaur JSBO)(BAa mr-ef JUBABpa.1 - 
uep !JU!P mi-e2uµad waism 

!JSB~Jl!Ul nqwBJ-nqwBJ/UBBpUBuad/c:J6DU6JS - 
!£8. UBP 

stpaui ')l!lSawop-uou qadures UBln)l2tre2uad JUBABpa.1 - 
!lJB)lJal JSUBlSUJ 

uap 1s-epuaWO)(a.1 trap uarruaiad 1-ensas qsduras 
UBlll)l~u-e2uad uap uejndumSuad -e1od ·~£ 4-edU1Bs 
µo2alB)( SJUaf UB){.IBSBpJaQ l{BdWBS qepBM UBBJpa,(uad · 

!(µodoJq) u-efn1.1 
JJB tradasar ~u-eqnr nere tredasar mums UB){B!PaA:uaw 

!BAUJl{)(.IBJN 
u-e2uap 1-ensas UBBSapJad/UBBlO){Jad aSBUJB.Ip 
uraisjs UB2uap 1s-e.I2aiupai 2u-eA: aseuraip u-e2up-er 

!u-eµisapad UBp UBIBf UB2UBJaUad 
!BlO)( WalSJS UB2uap OlBAUalll JSB){JUOWO)(arai u-e2uµBf - 

!BAUJl{)(JB.IN u-e2uap 
1-ensas u-e-esap.iad/uBBlO)l.lad )lJ.IlS!l UBBJpaA:uad uraisis 
u-e~uap 1s-e.12aiuµai 2u-eA: J2Jaua uep ){JllS!l .iaqurng - 
!){JlSawop JJB u-e-eun~uad u-ei-ewa42uad )lOlUtl qaqun] 
JJB rs-eyn){JJS...;}.I nere ue] nu JJB ueuoueurad waisrs - 

mpadrot qsqun] u-e4-e102uad uep u-e2uµ-ef waisrs 
!EAU!l{)[.Itl.IJ1.l uE~uap rensas u1rnsap.1ad/uee:io)(.1ad 

qjsraq .ire trel:lJPaA:uad urarsis ue~uap JSBJ~a:iuµa:i 
2ue,< tns.1aq .11e ue2upef trap lf!SJaq JJB .raqurng - 

!UBIBf UBlBWB(aSa){ 
nqurar-nqurar UBp JSBWJOJU! 'l{B.IB ){nf unuad - 

I 

UB4BJtl(8)1 
B{B)lS fldS s-nas 

l 

!BAU!(.ppBl14 
tre2uap 1-ensas u-e-esapJad/uBBlO)pad osamarp 
uraisrs UB~uap !SBJ~falUJJcll 2UBA aSBUJBJp UB2uµ-er - 

.ueuisspad UBp UB(Bf UB2UeJaUad - 
!BlO)l uraists UB2uap tllBAUaur JSB)l1UOWO)l8{dl UB2uµ-er - 

!BAU!ll)lJBJN tre2uap 
rensss UBBSapJad/UBBlO)J.Jad )lJJlSH UBBJPaAuad Ul8lS!S 
u-e2uap 1sru2aluµal 2uBA J2Jaua trap )lJJlS!l .raqurng - 
!)lJlSawop J!B u-e-em1~uad UBlBwa42uad )llllU11 qaqun] 
JJB JSB{tl)lJ!S-aJ nere UBf nq JJB treuaueurod W8lS!S - 

mpedrai qaqun] u-e4-eyo2uad uap u-e2uµ-ef wais1s - 
!BAU!ll)lJBJN u-e2uap reuses u-eesapJad/uBBlO)lJad 

4JSJaq JJB UBBJpaA:uad uraisis u-e2uap JSBJ2aiuµai 
~UBA lIJSJaq JJB UB2uµBf UBp l{JSJaq JJB .raqumg 

!UB(Bf UBlBWB(aSa)( 
nqurar-nqurar uep JSBWJOJU! '4BJB )lOfunuad - 

!uer-ef u-e2uµ-er - 
fl?W!U!W l?tm.ll?Sl?.ld 



euo:z ON 'IUC,,Z 
apo}I euo:zqns 

'IUC,,Z 
-qns 
apo}I 

eoo t ezo q:r){mvp1asun1H 

v-nas 

"JSBUlOJUI 18 B213f SOd U13U13Ul13d){ SBl!l!SBtl - 
uep !wnwn m1n)l2UB Jdl[aqs - 

!ue.1e)J_eqa){ ue.1pJH 
!saimqeJ!p 2uepu-eA:udd 12eq se1mse1 ){111un 

ll){Bj.l<lq 2UBA .113pU13lS !1311SdS 'J!)f.IBd lO[ 'dUl13J '1ano1 
'uep1sdpad m1ef adruaq 1aqeJJP ){lllun s131rnq1sasw · 

!qep13qJ ieduraj, - 
!13lJUBM l<l[!Ol '13pd ldl]Ol SBll[lS13tl 

!ue2un)j_2U!{ UBSBM13Mldq 2U13A UJ13Sdp 
UB2Udp .IOlOUl trap nqow U1313JBpUd){ JJ)j_JBd U13.1Bll3{dd - 

JeW!UfW Sl?l!J!Sl?,i/l?Ul?.ll?S 
-sueouaq 

JSBl1){13Ac) ll3dUldl nfnusur JSBll){BA<l .IT1[13f JUBAB(l<l.L - 
UBp !JUJP Ul3lB2Updd wa1s1s - 

!JSB~llJW nqwe.1-nqw13.1/ueepmuad/a6vu6JS 
!tH uep 

S!PdUl ')l1lSdUl0p-uou qedures Ul3lll){2UB2Udd JUBA13(ld.L - 
!lJ13)j_Jc)l JSUBlSU\ 

µBp !SBpuawo)la.i uep uarmarad rensas qadures 
Ul3lll){~UB2uad UBp uejndurnauad e1od ''Mt usdures 
µo~dlB){ s1uaf uqsesep.1aq qaduras 413p13M uee\pclAUdd - 

!(podoJq) uefnq 
.11e tradesar ~UBqn1 1113113 uedssar .mums umreJpdA:uaw 

·1sewoJU1 18 e2er sod ueuewed)j_ seimsetl 
uep .umum uein)l2UB Jdl{d4S - 

!ueJqeqd)l UBJPlH 
!se1mqeJ!P 2uepueAudd 12eq seimseJ ){lllun 

n)j_B(ldq 2UBA .repuais rensss '.1pped 101 'durar 'ldHOl 
'ueuisapsd mref sdruaq {dqBJlP ){lllU11 se1rnq1sdS){V - 

!413peq1 redtuaj, - 
!e11ueM ldlJOl 'eµd ld{!Ol se1msetl 

!ue2un)j_2Ull UBSBM13MJdq 2UBA UJ13Sdp 
UB2Udp JOlOUl uep lJqOUJ UBBJBpUd)j_ .l!)fJBd UBJBlB{dd - 

JeW!U!W Sl?l!J!Sl?,i/l?ue.rns 
·euB::>udq 

JS1311)j_13Ad reduiai nfnuaur JSBll)j_BAa m1ef JUBA\3{.lc).1 - 
uep !JUJP ueie2uµdd llldlSJS - 

!!SB2Jl!UI nqweJ-nqweJ/UBepUBudd/a6ou6JS - 
!tH uep 

stpaui ')fl1sawop-uou qadures ue1n)l2UB2udd JUBAB(ld.L - 
!lJB)j_.ldl JSUBlSUJ 

uep jsepusuroxar UBp UBIDl\3Jdd rensas qaduras 
UBlll)l2UB2Udd UBp uejndurnfiuad e1od ''Mt qedures 
µo2dll3)l s1uaf UB)j_JBS13pJaq qadures qep13M UBB]pdAUdd - 

!13AUJ4)lJBJ!4 
ue2uap J13T1SdS U13\3Sdp.1dd/uee1o)j_.Idd dSBUJB.Ip 
Wc)lS!S UB2Udp JSBJ2d1uµd1 2u13A dSBUJB.Ip U132uµ13f - 

.uauisapad trap ue1ef UB2u13JdUdd 
!1310){ uiaists ue2udp llll3AUdUl lSB){JUllWO){d{dl ue2up13f - 

!13AUJ4){.IB.1!4 UB2uap 
J1311SdS U1313Sdp.1dd/U1313lO){Jdd )fJ.IlS!l UBBJpdAUad uiaisis 
UB2Udp JSBJ~c)lU!.ldl 2U13A J2.ldUd U13p ){!.llSll .raqurng - 

!nped.Idl qsqun] ueqe102udd uap ue2uµ13f UldlS!S 
!13AUJ1.p{IeJJ4 u132uap rensss ueesapJad/u1313lO){Jad 

4\S.Idq JJB UBBJpaAuad UldlSJS ue2udp !SB.12d1uµa1 
2ueA: 41s.1dq .IJ13 ue2uµ13f uep qjsraq .IJ13 .raqurng - 

!UB{13f Ul3ll3Ul13fdSa)j_ 
nqurar-nqurar uap 1sewJOJUJ 'qe.113 ){llfunuad - 

!ue1ef ue2up13f - 
JeW!Uf W l?Ul?.ll?Sl?.ld 



Prasarana Minimal 
- Jaringan jalan; 
. Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu 

keselamatan jalan; 
. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 

terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 

· Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
- Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air 

limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 
Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

. Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
Penerangan jalan dan pedestrian; 

. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 
drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 
Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 

. Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 

. Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis 
dan B3; 

. Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
· Sistem peringatan dini; dan 
- Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
- Pelataran parkir dengan desain yang berwawasan 

lingkungan; 

C-2 

Prasarana Minimal 
· Jalur pedestrian dan sepeda; 
- Petunjuk arah dan informasi; 
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 

drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen 
air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan 
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram 
taman; 

- Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; 
dan 

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait. 

Sarana/Fasilitas Minimal 
- Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; 
· Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan 

luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 
- Mushallah/Langgar; 
· Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
- Fasilitas pusat informasi pengunjung; 
· Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; 

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, 
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku 
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan 

· Fasilitas keamanan Pos Jaga. 

RTNH 

Kode 
Sub­ 
Zona 

Hkmsetdawktb 0231002 

c 

Ruang 
TerbukaNon 
Hijau 

RTN 
H 

Sub Zona 

Campuran 
Intensitas 
Menengah/Sed 
ang 

Kode Zona 

6. Campuran 

Ruang 
5. Terbuka Non 

Hijau 
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Prasarana Minimal 
· Jaringan jalan; 
· Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu 

keselamatan jalan; 
. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 

terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 

K-2 

Prasarana Minimal 
· Jaringan jalan; 
· Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu 

keselamatan jalan; 
Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 
Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 

· Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air 
Jim bah untuk penghematan penggunaan air domestik; 

· Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 
sistem penyediaan Iistrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

· Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
Penerangan jalan dan pedestrian; 
Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 
drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 
Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 

· Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis 
dan B3; 
Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 

· Sistem peringatan dini; dan 
· Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
· Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan 

desain yang berwawasan lingkungan; 
· Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

Tempat ibadah; 
. Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, 

toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku 
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; 
Hidran kebakaran; 

. Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah 
terintegrasi; 

· Tempat bongkar muat; 
Ruang sektorinformal/RTNH; 

· Shelter angkutan umum; dan 
Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. 

K-1 

· Taman lingkungan; 
· Tempat ibadah; 

Pos keamanan; 
· Hidran kebakaran; 

Shelter angkutan umum; dan 
· Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas. 

Kode 
Sub- 
7.ona 

Perdagangan 
dan jasa Skala 
WP 

Perdagangan 
dan jasa Skala 
Kot a 

Sub Zona 
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K 

Kode 
7.ona 

Perdagangan 
danJasa 

Zon1 

7. 
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K-3 

· Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air 
limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 

· Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

· Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
· Penerangan jalan dan pedestrian; 
· Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 

drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 

· Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 

· Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 

· Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis 
dan B3; 

· Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
· Sistem peringatan dini; dan 
· Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
· Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan 

desain yang berwawasan lingkungan; 
· Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
· Tempat ibadah; 
· Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, 

toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku 
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; 

· Hidran kebakaran; 
· Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah 

terintegrasi; 
· Tempat bongkar muat; 
· Ruangsektorinformal/RTNH; 
· Shelter angkutan umum; dan 
· Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Prasarana Minimal 
. Jaringan jalan; 
. Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu 

keselamatan jalan; 
. Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 

terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 
Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 

. Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air 
limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 

. Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

. Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
· Penerangan jalan dan pedestrian; 
. Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 

drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 
Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 

Kode 
Sub­ Zona 

Perdagangan 
dan jasa Skala 
SWP 

Sub Zona 
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TR Transportasi 

Hkmsetdawktb 0231002 

TR 9. Transportasi 

Prasarana Minimal 
- Jaringan jalan; 
- Penunjuk arah, informasi dan rarnbu-rarnbu 

keselamatan jalan; 
- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 

terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 

- Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 
- Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air 

limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 

sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

- Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
Penerangan jalan dan pedestrian; 
Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 
drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 
Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 
Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 

- Sistem peringatan dini; dan 
- Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
- Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan 

desain yang berwawasan lingkungan; 
Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

- Tempat ibadah; 
Hidran kebakaran; 

- Taman lingkungan; 
- Shelter angkutan umum; dan 

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. 

KT 

Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 
Terlayani pengangkutan sampah non-dornestik, medis 
dan B3; 

- Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
- Sistem peringatan dini; dan 
- Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
- Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan 

desain yang berwawasan lingkungan; 
Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 

- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, 
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku 
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; 

- Hidran kebakaran; 
- Shelter angkutan umum; dan 
- Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. 

Prasarana Minimal 
- Jaringan jalan; 
- Jalur keluar dan masuk kendaraan; 

Kode 
Sub- 
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Perkantoran 
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KT 
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Hkmsetdawktb 0231 002 

- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu 
keselamatan jalan; 

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang 
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih 
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 

- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan 
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai 
dengan hirarkhinya; 

- Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem 

drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan 
hirarkhinya; 

- Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air 
hujan (biopori); 
Pengelolaan air limbah menggunakan sistem 
individual dan pada beberapa kelompok dapat 
menggunakan komunal; 

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori 
sarnpah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan 
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 
instansi terkait; 

- Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 
- Sistem peringatan dini; dan 
- Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi 

bencana. 
Sarana/Fasilitas Minimal 
- Pelataran park.ir kendaraan mobil dan motor dengan 

desain yang berwawasan lingkungan; 
- Taman; 

Fasilitas toilet pria, toilet wanita; 
- Tempat ibadah; 

Hidran kebakaran; 
- Shelter angkutan umum; dan 
- Fasilitas keamanan Pas Jaga & Infomasi. 

Kode 
Zona Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Kode 
Sub­ 
Zona 

Sub Zona Zona j No 
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